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ABSTRAK

Di dalam tesis yang berjudul “ Perlindungan Hukum Di Bidang Merek dan Upaya
Mencegah Pelanggaran Terhadap Hak Merek Setelah Berlakunya UUM No. 19 Tahun 1992 Jjo
UUM No. 14 Tahun 1997, terdapat tiga esensi permasalehan yang dikemukakan. Permasalahan
tersebut, pertama tentang perlindungan hukum terhadap pemilik merek dan pemegang hak atas
merek di dalam Undang-Undang Merek baru, kedua peranan pemerintah dan aparat penegak
hukum dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya pelanggaran hukum terhadap hak merek,
dan ketiga tentang budaya hukum konsumen sehubungan dengan perlindungan konsumen di
bidang merek,

Secara yuridis dalam undang-undang merek yang baru perlindungan hukum terhadap
pemilik / pemegang hak atas merek terdafiar telah diatur secara komprehensif mencakup segi
administrasi, perdata dan pidana.Dari segi administratif dengan dianutnya sistem konstitutif,
pemilik merek terdaftar digkui dan diberi hak ekskiusif, yakni dilindungi sebagai satu-satunya
pihak yang berhak atas merek terdaftar. Dalam hal terjadinya pelanggaran hukum terhadap hak
merek, upaya hukum dapat dilakukan oleh pemilik merek baik melalui tindakan administratif,
tuntutan pertanggung jawaban perdata [civil liability] maupun tuntutan pertanggung jawaban
pidana [crime liability). ' _

Berdasarkan kewenangannya pemerintah memegang peranan penting dalam mencegah dan
menanggulangi terjadinya pelanggaran hak merek. Sebagai pemegang otoritas, pemerintah
berwenang membuat peraturan dan kebijaksanaan tentang merek. Melalui Kantor Merek
pemerintah berperan sebagai penyelenggara administrasi merek, pembina dan pengawas
penggunaan merek dalam masyarakat, sekaligus juga sebagai penegak hukum dengan
diangkatnya pejabat Kantor Merek sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Analisis terhadap hasil penelitian di lapangan dapat diungkapkan bahwa masih terjadinya
pembatalan terhadap merek terdafiar dalam sistem konstitutif disebabkan karena belum
optimalnya kinerja Kantor Merek dalam melakukan pemeriksaan persyaratan substantif pada
saat permintaan pendaftaran merek. Di samping itu masih belum adanya peraturan pelaksanaan
dari beberapa ketentuan dalam undang-undang merek, telah mempengaruhi pelaksanaan
penegakan hukum di bidang merek. Sementara itu di kalangan para penegak hukum, lemahnya
pengetahuan dan pemahaman tentang merek telah mempengaruhi para penegak hukum, yang
menimbulkan sikap belum serius dan tegas dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan
pelanggaran terhadap hak merek, sehingga sanksi yang dikenakan terhadap pelaku pelanggaran
- merek juga cenderung masih ringan. Keadaan ini menunjukan belum efektifnya perlindungan
hukum di bidang merek karena belum optimalnya peran pemerintah ¢/q Kantor Merek dan
aparat penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran terhadap hak merek,

Di sisi lain perlindungan hukum di bidang merek dan upaya mencegah pelanggaran
terhadap hak merek dipengaruhi pula oleh budaya hukum masyarakat sebagai konsumen yang
menggunakan barang dan /atau- jasa tersebut. Budaya hukum konsumen di Indonesia
memberikan respon negatif atau tidak mendukung perlindungan konsumen di bidang merek,
terjadi dalam masyarakat yang sikap dan pandangannya tidak memberikan makna simbolik atas
merek, adanya nilai-nilai komunal yang menganggap peniruan merek sebagai suatu hal yang
masih dapat diterima sepanjang tidak merugikan konsumen, terutama terhadap keamanan dan
kesclamatan jiwa, dan sikap selalu nrimo untuk menjaga harmoni dan perdamaian dalam
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pergaulan hidup, serta sikap lebih suka menghindari konflik dalam menghadapi sengketa
konsumen Masyarakat akan memberikan respon positif atau mendukung perlindungan konsumen
di bidang merek apabila sikap dan pandangan masyarakat memberikan makna tertentu di balik
simbol-simbol yang terdapat dalam suatu merek dan pelanggaran hak merek dianggap sebagai
suatu pelanggaran hukum, karena tidak hanya merugikan konsumen dari segi sosial ekonomi,
tetapi juga akan mengaburkan makna simbolik dari suatu merek yang merupakan simbol, gengsi,
prestise atau gaya hidup [life style]tertentu bagi pemakai,




ABSTRACT

In the thesis entitled “Law Protection on Trade Mark and Effort to Prevent Trade Mark Right
Violation after issue Trade Mark Law No. 19/1992 Jo. Trade Mark Law No.14/1997” there are
three important problems exposed. The first problem is about law protection for the trade mark
owner and trade mark right holder in the new Trade Mark Law, the second is the role of
government and law enforcement officer in preventing and to overcome law violation on trade
mark right, and the third is about consumer’s law culture in relation with consumer protection on
trade mark,

The law protection for owner or right holder of registered trade mark has been regulated
comprehensively covering administrative, civil and crime sides in a juridical way which is stated
in the new Trade Mark Law. .From administrative side by implementing constitutive system, the
owner of registered trade mark is acknowledged and given exclusive right, that is being
protected as the one and only person who has the right of registered trade mark. In case of law
violation on trade mark right, the trade mark owner can do legal remedy through administrative
action, sue a person for civil liability as well as crime liability. '

Based on its authority, the government plays important role in preventing and to overcome
trade mark right violation. As the authority holder, the government has the rights to make rule
and policy on trade mark, Through the Trade Mark Office the government has a role as trade
mark administrator, consultant and controller on the use of trade mark in the community, as weil
as a law enforcement officer by a way of appointing the Trade Mark Office employee as Civil
Investigator, -

From the analysis of field research result, it is revealed that the cancellation of registered
trade mark within constitutive system still happens due to weak performance of the trade mark
office in examining the substansial requirements during trade mark registraiion request, Beside
that the absence of implementation guidance of some rules in trade mark law has influenced law
enforcement on trade mark. Meanwhile, the lack of knowledge and understanding about trade
mark among law enforcement officer has influenced them in preventing and to overcome trade
mark violation, They tend to give minor punishment to those who violate the Trade Mark Law.
This condition shows the trade mark law protection is not effective yet because the role of
government through the Trade Mark Office and law enforcement officer in preventing and to
overcome trade mark violation, need to be improved.

On the other hand, trade mark law protection and trade mark violation preventing action are
also influenced by community’s law culture as consumers who consumethe goods and the
services. The consumer’s law culture gives negative response or does not support consumer
protection on trade mark which happens in the community whose opinion and behaviour do not
give symbolical meaning on trade mark, the communal values which consider trade mark
imitation as something acceptable as long as it does not harm the consumers, especially their
lives, and submissive behaviour to keep peace and harmony in life, and the tendency to avoid
conflict in consumer dispute. The community will give positive response or support the
consumer protection on trade mark if their opinion and behaviour are meaningful on symbolical
trade mark and they realise that trade mark right violation considered illegal, since it harms not
only the consumers, but also blurs symbolical meaning of a trade mark since a trade mark means

symbol, prestige, as well as certain lifestyle to the user.
' ‘ X




BAB1I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia usaha perdagangan dewasa ini, merek yang merupakan salah satu
wujud karya intelektual manusia mempunyai arti penting, karena penggunaan atau
pemakaian merek pada barang atau jasa tidak hanya mempunyai nilai ckonomis bagi
suatu perusahaan, tetapi juga mengandung aspek hukum yang luas baik bagi
pemilik/pemegang hak atas merek maupun masyarakat sebagai konsumen yang
metmakai/memanfaatkan barang dan /jasa dengan menggunakan suatu merek.

Dari sudut ekonomis ternyata merek yang dicantumkan pada hasil produk
barang/jasa akan menghasilkan profit bagi suatu perusahaan, bahkan untuk suatu merek
yang sudah mempunyai “Good Will” yang sangat tinggi mampu memberikan profit
yang luar biasa bagi perusahaan. Menurut Lendsford dikutip M. Yahya Harahap,
tidaklah kelirn mengatakan bahwa perusahaan yang telah memiliki reputasi merek yang
tinggi atau “Higher Reputation™ akan memiliki asset kekayaan yang luar biasa hanya
berdasarkan “Good Will* dari merek.! |

Ditinjau dari aspek hukum masalah merek ini menjadi penting sehubungan dengan
persoalan perlunya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pemilik dan
pemegang hak atas merek dan perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai
konsumen atas suatu barang dan /jasa yang memakai suatu merek agar tidak terkecoh
oleh merek-merek lain yang dapat menyesatkan tentang asal usul dan kualitas suatu
barang/jasa yang dibubuhi merek tersebut.

Sebagai salah satu bagian dari hak atas kekayaan intelektual (HAKI), merek
dominan diakui sebagai hak milik tak berwujud yang memungkinkan pemilik atau
pemegang merek untuk melaksaﬁakan hak-haknya yang sama atau mirip dengan hak

! M. Yahya Harah#p, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di ]ﬁdonesia
Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992, Citra Aditya Bakti, Bandung,
1996, hal, 3.




milik intelektual yang lain seperti hak cipta dan paten yang merupakan halc eksklusif
bagi pemilik/pemegang hak untuk mengontrol pasar terhadap perbuatan curang pihak
lain yang merugikannya,

Selain itu suatu bentuk perlindungan terhadap konsurhen juga menjadi suatu
keharusan untuk mempertahankan merek sebagai indikator sumber akibat semakin
jauhnya kontak antara produsen dengan konsumen dan merek sebagé.i indikator
kualitas, karena hanya produsen tertentu yang memenuhi kualitas tertentu yang dapat
menggunakan merek yang bersangkutan untuk produknya.

Tampak adanya hubungan yang saling terkait antara produsen disatu pihak sebagai

penghasil barang/jasa dengan konsumen dilain pihak sebagai pengguna barang/jasa.
AZ. Nasution, menyebutkan hubungan antara konsumen dan produsen/pengusaha itu
ibarat sekeping mata vang dengan dua sisinya yang berbeda, konsumen membutuhkan
produk (barang/jasa) hasil kegiatan pengusaha, tetapi kegiatan pengusaha itu akan
mubazir apabila tidak ada konsumen yang menyerap/membeli hasil usahanya * Karena
itu menjaga keseimbangan dalam segala segi, menyangkut kepentmgan kedua pihak ini
merupakan hal yang ideal dan harus diperhitungkan,

Sehubungan dengan itu, pengaturan kembali hak-hak yang timbul dari karya-
intelektual insklusif merek, dalam suatu undang-undang merek yang baru menjadi
sangat penting, bukan saja dari segi perlindungan hukum tetapi justry karena
peranannya yang penting dalam kehidupan ekonomi, terutama di bidang perdagangan
barang dan jasa, untuk membedakan produk yang satu dengan produk yang lain yang
sejenis dalam satu kelas.

Sebagaimana diketahui, dalam dunia vsaha motif mencari keuntungan adalah
merupakan tujuan utama dalam menjalankan usaha. Dengan motif seperti ini, bagi
pengusaha-pengusaha yang tidak bertanggung jawab dan kebetulan kurang memahami
arti penting hubungan antara sesama pengusaha, konsumen dan masyarakat, akan

2 AZ Nasuﬁon, Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995 hal,
21,




berperilaku “profit oriented” semata’, dengan mengutamakan kepentingan sendiri
tanpa menghiraukan kepentingan pihak lain.

Tidak jarang pengusaha seperti ini akan berusaha memperoleh keuntungan melalui
jalan pintas yang tidak layak, dengan menghasilkan dan memasarkan barang/jasa
dengan memalsukan atau menirukan merek-merek yang sudah dikenal secara Iuas di
masyarakat,

Konsumen dikelabui, dengan memanfaatkan kelemahan dari konsumen sendiri,
terutama konsumen kalangan sosial ekonomi bawah yang tidak dapat membedakan
mana merek asli dan mana yang aspal atau asli tapi palsu.

Faktor gengsi semu dari konsumen yang bangga menggunakan merek terkenal terutama
produk luar negeri (label minded) sangat menguntungkan pemalsu merek, karena
mereka mendapat kesempatan untuk memuaskan hasrat masyarakat seperti itu melalui
merek “as pal” atau merek-merek yang mirip, dengan menghasitkar produk yang
kerapkali sengaja disesuaikan dengan kemampuan kantong segmen konsumen yang
mempunyai kecenderungan demikian, tapi tak jarang juga mereka justru menjual
produk tersebut dengan harga lebih mahal agar kelihatan bergengsi .

Beberapa contoh perbuatan curang dibidang merek yang sering kita jumpai,
misainya dengan model plesetan merek, seperti merek “Lotto” menjadi “Loggo” atau
mengecohkan dengan memutar balikan simbol/logo seperti merek 999 menjadi merek
666.° '

Ada pula yang melakukan pemboncengan merek terkenal untuk dipakai sebagai merek
atas produk barang/jasa yang tidak sejenis, misalnya beberapa waktu 'yang- lalu ada

iklan yang menawarkan celana dalam dengan merek “Sony”, Kemudian oleh “Sony

’  Roedjiono, “Pendaftaran Merek Sebagai Salah Satu Cara Untuk Mencegah
Perbuatan Cuwrang”, (Makalah disajikan pada Temu Wicara Nasional,
Penanggulangan Perbuatan Curang) Yogyakarta 6-7 Oktober 1992, hal. 1.

' Ismail saleh, Hukum dan Ekonomi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990,
hal, 50-51,

*  Nurul Huda, “Undang-Undang Merek Baru Harapan dan Tantangan”, Kedaulatan
Rakyat, 12 April 1993, hal. 20.




Corporation”, produsen barang-barang elektronik dan pemilik merek terkenal “Sony”
menyatakan tidak ada hubungan dengan produk celana dalam tersebut, sekali gus juga
mengajukan gugatan pembatalan merek “Sony” untuk celana dalam itu di Pengadilan
Negeri.®

Keadaan seperti ini tidak hanya merugikan pemilik/pemegang hak atas merek, tapi
juga sangat merugikan konsumen'yang harus membayar mahal, padahal barang yang
diperoleh bukan asti dan kualitas barang tidak terjamin. Hal ini jelas bertentangan
dengan tujuan dari Undang-Undang merek baru yaitu untuk menciptakan suatu pasar
yang kompetitif dan jujur schingga mengyntungkan konsumen,

Tampaknya, sampai saat ini pembahasan hubungan antara persaingan curang
dibidang merek atau pelanggaran hak atas merek yakni perbuatan pemalsuan, peniruan,
pembajakan ataupunE pemboncengan merek terkenal atau termasyhur dengan
perlindungan  konsumen masih merupakan suatn dilema. Disatu sisi
pemalsuan/peniruan merek dianggap sebagai perbuatan curang yang perlu ditindak dan
dikenakan sanksi berat demi untuk melindungi konsumen, tapi disisi lain ada sebagian
konsumen terutama konsumen yang sosial ekonominya masih rendah, sangat
mengharapkan kehadiran barang aspal itu untuk memberikan kepuasan pada mereka,
dapat memperoleh merek terkenal dengan harga yang murah,

Dalam hal ini mercka sama sekali tidak merasa dirugikan, sehingga upaya pencegahan
dan pemberantasan merek palsu terutama untuk merek yang penggunaannya hanya
sekedar gengsi seperti tas, sepatu, pakaian dan sebagainya dipandang hanya untuk
melindungi kepentingan pemilik/pemegang hak merek saja. Diterimanya  kehadiran
merck-merek palsu atau tiruan oleh masyarakat menyebabkan para pengusaha yang
tidak bertanggung-jawab lebih senang mengambil jalan i)intas mencari keuntungan
dengan cara menggunakan merek-merek yang sudah terkenal atay termasyhur,
Kendatipun mereka sebetzlnya mempunyai kemampuan menciptakan iqro_duk-produk

®  Suara Pembahar;lan, Tidak lagi menjadi Sorga bagi pembajak, Rabu 21 April 1993,
hal, 8.




baru dengan kualitas yang baik atau tidak kalah dengan merek yang dipalsukan atau
ditiru,

Menurut Satjipto Ra;hardjo, masyarakat itu berlapis, dan terjadinya pelapisan dalam
masyarakat disebabkan karena adanya perbedaan dalam kedudukan sosial, politik dan
ekonomi 7, adanya pe:Iapisan masyarakat tersebut menyebabkan persepsi masyarakat
tentang merek juga mt}njadi berbeda.

Pada umumnya konsumen memilih untuk menggunakan suatu barang/jasa biasanya
berdasarkan pada mefek dari barang/jasa tersebut yang diketahuinya melalui informasi
iklan, teman atau karéna pengalaman sendiri, Mereka menilai suatu merek dianggap
mempunyai kelebihax_i atau keunggulan dari merek lain untuk barang atau jasa yang
sejenis, karena kualitasnya baik dan harganya murah, sehingga terkadang timbul sifat
fanatik terhadap suatu merek. Mereka memilih suatu merek hanya didasarkan pada
kebutuhan dan kemampuan, dan tidak mempunyai suatu persepsi yang memberikan
makna simbolik atas suatu merek.

Namun bagi konsumen tertentu, khususnya konsumen kelas atas, memilih suatu
merek tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan saja, tapi sudah lebih
mengutamakan prestise, yang akan memberikan kesan fersendiri bagi sipemakai.
. Dengan menggunakan suatu merek tertentu mereka merasa sangat bergengsi.Dalam hal
ini merek menurut persepsi mereka adalah suatu “simbol” yang menimbulkan imajinasi
gaya hidup (Jife style)® Bagi konsumen seperti ini membayar mahal untuk
mendapatkan suatu merek bergengsi sebagai hal yang wajar, karena yang dibeli bukan
hanya barang/jasa tapi juga mereknya. "

Kendatipun terdapat perbedaan persepsi tentang merek, tidak berarti pemalsuan atau
peniruan merek dapat dibenarkan. Mengingat perbuatan pemalsuan atau peniruan
merek tidak dapat mezﬁpertanggungiawabkan tentang asal usul dan kualitas barang/jasa
dari merek tersebut, maka perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian pada konsumen

7 Satjipto Rahard_]o, Jhmu Hukum (Selanjutnya disingkat Satjipto Rahardjo 1), Citra

Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal, 152.
8 M. Yahya Harahap, Op.Cit, hal. 11



karena kualitas dari barang/jasa tidak terjamin dan ini berarti konsumen tidak
dilindungi. '

Membiarkan keleluasaan bagi orang lain membajak atan memalsukan merek yang
telah memiliki reputasi dagang, secara tidak langsung menghalalkan dan ﬁle:nbenarkan
seorang penipu “memperkaya diri secara tidak jujur” (unjust enrichment)’

Secara keseluruhan akibatnya tidak hanya merugikan pemilik/pemegang merek atau
konsumen tapi juga berdampak negatif pada perekonomian nasional,

Menurut Soerjono ‘Soekanto, salah satu fungsi hukum adalah sebagai sarana
pengendalian sosial (social control). Di dalam hal ini dikemukakan menurut G. Sawer
maka hukum merupakan suatu sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari
ancaman-ancaman maupun perbuatan-perbuatan yang membahayakan diri serta harta
bendanya.™®

Sehubungan dengan itu dibidang merek perbuatan curang yang menonjol adalah
pemalsuan atau pembajakan merek dan peniruan merek yang sangat merugikan
masyarakat, untuk itu perlu adanya peraturan hukum yang dapat memberikan
- perlindungan pads masyarakat dengan mengatur kehidupan pérdagangan yang aman
dan tertib,

Dalam rangka mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya
kegiatan perdaganga,n; serta memberikan perlindungan hukum kepada pesaing,
konsumen ataupun masyarakat pada umumnya dari perbuatan curang di bidang merek
inilah negara mengatur perlindungan merek dalam suatn hukum merek dengan
melakukan perubahan atau pembaharuan hukum merek.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah merek yang
pernah berlaky di Indonesia yaitu REGLEMENT INDUSTRIALE EIGENDOM 1912,
S 1912 No. 545 berlaku hingga 1961, Sejak 1961 hingga April 1993 yang berlaku

?  Ibid, hal, 12 |
10 Soerjono Soekanto, Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial, (Selanjutnya disingkat Soerjono

Soekanto 1); PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal, 48,




adalah UU No. 21 Tahun 1961 tentang merek Perusahaan dan merek Perniagaan LN
No. 290 Tahun 1961,

Selama masa berlakenya UU merek 1961 hampir 32 tahun sudah banyak
perkembang dan perubahan yang terjadi dalam dunia perdagangan, norma dan tatanan
perdagangan telah berkembang dan berubah dengan cepat, menjadikan konsepsi merek
yang tertuang dalam UU No. 21 Tahun 1961 tertinggal jauh, Untuk mengantisipasi
perkembang tersebit dikeluarkan UU No. 19 Tahun 1992 tentang MEREK LN NO. 81
Tahun 1992,

Masalah merek ini menjadi kian penting, karena keanggotaan Indonesia dalam
forum GATT / WTO. Di dalam GATT ada pengaturan tentang TRIPS (Trade Related
Aspects of Intellectual Property Rights ), dan perlindungan merek merupakan salah
satu bagiannya,

Sebagai negara pihak penandatangan persetujuan umum tentang tarif dan
perdagangan (GENERAL AGREMENT ON TARIFF AND TRADE/GATT) dalam
putaran URUGUAY (Uruguay Round), Indonesia telah meratifikasi paket persetujuan
tersebut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan
Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia ({GREMENT ESTABLISHING THE
WORLD TRADE ORGANIZATION/'WTO). Sejalan déngan kebijakan tersebut
dilakukan pula perubahan atau penyempurnaan pada UU tentang Merek melalui UU
No. 14 Tahun 1997, LN No, 57 Tahun 1997,

Perubahan atau penyempumaan ini pada dasarnya diarahkan untuk menyesuaikan
dengan konvensi Paris (PARIS CONVENTION FOR THE PROTECTION OF
INDUSTRIALE PROPERTY) Tahun 1883 sebagaimana telah beberapa kali direvist,
sckaligus juga penyempumaan terhadap kekurangan atas beberapa ketentuan yang
tidak sesuai dengan kebutuhan dan praktik-praktik Internasional, termasuk penyesuaian
dengan persetujuan TRIPS (TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL
PROPERTY RIGHTS INCLUDING TRADE IN COUNTERFEIT GOODS) atau Aspek-




aspek Dagang yang Terkait dengan Hak atas kekayaan Intelektual, termasuk
perdagangan barang palsu.

Berbeda dengan UU No. 21 Tahun 1961 yang hampir seluruh ketentuannya adalah
hanya mengenai penyelenggaraan administrasi pendaftaran merek belaka dan tidak
satupun pasal dalam UU tersebut mengatur sanksi terhadap pemalsuan dan peniruan
merek, maka UU No. 19 Tahun 1992 dirasakn lebih memberikan nuansa baru di
bidang perdagangan, karena telah memuat perlindungan hukum pada masyarakat baik
sebagai produsen maupun sebagai konsumen, : .

Selain penetapan sanksi pidana yang berat terhadap pelaku ;iemalsuan atau
peniruan merek atay mereka yang memperdagangkan barang/jasa tersebut (Bab Xi,
Pasal 81 dan pasal 82, UU No. 19 Tahun 1992 dan pasal 82A ayat (1), (2), pasal 828,
dan pasal 84 UU No. 14 Tahun 1997), diatur pula hak untuk menuntut ganti rugi bagi
pemilik/pemegang hak atas merek terhadap pihak yang merugikannya (ﬁasa! 72 dan
pasal 73 UU No. 14 Tahun 1997).

Namun kenyataannya, meskipun telah ditetapkan ancaman sanksi yang berat bagi
pelaku pelanggaran hak atas merek , ternyata pemalsuan atau penifﬁan merek masih
saja terjadi dan belum menunjukkan pengaruh yang berarti,

Perlindungan konsumen sesungguhnya adalah upaya untuk melindungi kepentingan
konsumen terhadap dampak negatif dari pemakaian atau penggunaan (mengkonsumsi)
barang atau jasa yang dihasilkan atau disediakan oleh produsen.

Schubungan dengan semakin banyaknya barang/jasa yang dipasarkan dengan
menggunakan berbagai merek, maka perlu adanya perlindungan terhadap konsumen
agar tidak tertipu dengan barang/jasa yang menggunakan merek palsu atau tiruan.

Untuk mengetahui sampai sejach mana perlindungan hukum di bidang merek dan
pencegahan pelanggaran hak merek sebagai upaya menciptakan iklim perdagangan
yang kompetitif dan jujur, terbebas dari perbuatan curang, telah terwujud schingga
dapat memberikan perlindungan pada masyarakat baik dalam kedudukannya sebagai




pemilik dan pemegang hak atas merek maupun konsumen, kiranya masih perlu

diadakan penelitian dan pengkajian lebih lanjut,

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemikiran dan uraian dalam latar belakang, maka penulis melakukan

identifikasi permasalahan pokok sebagai berikut :

1.

Apakah Undang-Undang Merek yang sekarang berlaku telah melindungi pemilik /
pemegang hak atas merek, dan mampy mencegah pelanggaran hak atas merek?
Bagaimanakah peran pemerintah dan aparat penegak hukum dalam upaya
mencegah dan menanggulangi pelanggaran hak atas merek?

Apakah budaya hukum masyarakat sebagai konsumen di Indonesia mendukung
perlindungan konsumen di bidang merek?

C. Tujuan dan kontribusi Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pokdk-pokok permasalahan penelitian, dapat dikemukakan tujuan

penelitian sebagai berikut :

a.

C

Untuk mengetahui mengenai lingkup perlindungan hukum yang diberikan terhadap
pemilik dan pemegang hak atas merek terdaftar yang diatur dalam Undang-Undang
Merek No. 19 Tahun 1992 jo revisi Undang-Undang Merek No. 14 Tahun 1997,
serta dapat menjelaskan efektifitas dari perlindungan tersebut dalam upaya
mencegah pelanggaran hak atas merek. |

Untuk mengetahui dan mendapat kejelasan tentang peran pemerintah dan aparat
penegak hukum sesuai dengan kewenangannya dalam mencegah dan
menanggulangi pelanggaran hak atas merek.

Untuk memahami dan dapat menjelaskan budaya hukum masyarakat sebagai
konsumen di Indonesia yang mendukung ataupun tidak mendukung perlindungan
konsumen dalam hal terjadinya pelanggaran hak di bidang merek. '




2. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontnbusl bagn kepentingan
teoritis maupun praktis :

a. Kepentingan teoritis
1} Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum

khususnya mengenai hukum merek,

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi peneliti

berikutnya, dalam melakukan penelitian lebih lanjut di bidang sejenis,

b, Kepentingan praktis :

1)

2

3

Memberikan bahan masukan bagi pemerintah selaku pemegang otoritas yang
berwenang membuat dan menyusun peraturan-peraturan hukum di bidang
HAKI insklusif merek, untuk menyempurnakan dan melengkapi peraturan
perundang-undangan tentang merek, sehingga dapat tegaknya perlindungan
hukum dan jaminan hukum pada pemilik hak atas merek terdaflar yang
sebenarnya.

Memberikan informasi tentang perlindungan hukum di bidang merek pada
masyarakat, baik pemilik / pemegang hak atas merek maupun konsumen
sebagai pengguna / pemakai barang dan / atan jasa yang mengguna suatu merek.
Dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah ¢/q Kantor Merek dan aparat
penegak hukum di bidang merek, selaku penyelenggara administrasi merek,
pengawas dan penegak hukum merek, untuk meningkatkan efektifitas
perlindungan hukum di bidang merek, tidak hanya terhadap pemilik / pemegang
hak atas merek tetapi juga perlindungan terhadap konsumen sebagai pihak yang
lemah,

D. Kerangka teori

Kerangka teori sebagai acuan dalam menganalisis pembahasan mengenai
perlindungan hukum di bidang merek dan upaya mencegah pelanggaran hak atas
merek, guna memberikan perlindungan terhadap pemilik / pemegang hak merek dan

i0



perlindungan pada konsumen, penulis berangkat dari teori social engineering dari
Roscoe Pound. |

Dengan mengutip istilah dalam ilmu teknik, menurut teori Roscoe Pound penggunaan
hukum secara sadar untuk mengubah masyarakat itu disebut sebagai social engineering
atau lengkapnya social engineering by law. Langkah yang diambil dalam secial
engineering bersifat sistematis, dimulai dari identifikasi problem sampai kepada jalan
pemecahannya'®

Dalam hubungannya dengan kegiatan perdagangan, adanya perlindungan merek
melalui regulasi hukum merek akan berfungsi sebagai alat rekayasa dunia perdagangan,
yang mana dengan alat rekayasa ini diharapkan dapat terwujud suatu iklim yang baik
bagi tumbyh dan berkembangnya kegiatan perdagangan.

Dengan demikian reguiasi hukum merek dapat merupakan ketentuan hukum yang
mendukung terbentuknya sistem ekonomi Indonesia menghadapi era pasar bebas.
Penggunaan hukum sebagai alat rekayasa lebih menonjoltkan fungsi hukum sebagai alat
untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Segala norma hukum itu
adalah merupakan suatu “teknologi manajemen” yakni sebagai suaty cara untuk
membawa masyarakat dari keadaan yang sekarang ke bentuk dan corak masyarakat
yang dikehendaki.”” Jadi dalam hal ini regulasi hukum HAKI inklusif merek sebagai
salah satu “teknologi manajemen” merupakan suatu langkah yang diambil kearah
penciptaan sistem pasar yang kondusif bagi perekontomian modern Indonesia.

Dengan adanya perlindungan merek maka masyarakat yang terlibat dalam bidang
perdagangan baik nasional maupun internasional akan merasa aman, karena hak
mereka atas merek tidak hanya mendapat pengkuan tapi juga mendapat perlindungan
hukum,

" Satjipto Rahardjo 1, Op.Cit hal 208

"2 Sunaryati Hartono den Taryana Sunandar, * Institusi-Institusi Hukum Penunjang Sistem Ekonomi Pasar
Di Indonesia , Makalah disampaikan dalam seminar tentang hukum persaingan ; Aspek Hukum dan
Ekonomi, diselenggarakan oleh BPHN Depertemen Kehakiman beketja sama dengan Konrad ~-Adenaur-
Stifftung (KAS), Jakarta 26-27 Juni 1996, hal 4
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Dalam hal ini perlindungan merek melelui regulasi hukum merek merupakan suatu
stimulus, sedangkan perdagangan dengan persaingan jujur dan perlindungan konsumen
sebagai respon terhadap stimulus tersebut. |

Untuk memperoleh penjelasan bagrimana respon dari individu terhadap stimulus
tersebut dalam hal ini penulis menggunakan landasantitik tolak pandangan dari
paradigma perilaku sosial.

Teori-teori yang termasuk pada paradigma perilaku sosial adalah-teori sosiologi
perilaku (behavioral sociology) dipelopori oleh BF. Skinner dan teori pertukaran
(Exchange Theory) yang dipelopori oleh George Homans, " '

Bagi paradigma perilaku sosial individu kurang sekali memiliki kebebasan.
Tanggapan (respon) yang diberikannya terhadap sesuatu ditentukan oleh sifat dasar
stimulus yang datang dari luar dirinya.

Jika dikaitkan dengan perlindungan merek sebagai stimulus terhadap iklim
perdagangan, maka dalam hal ini agar stimulus tersebut menghasilkan suatu respon
perlu diperhatikan sifat dasar dari stimulus yang datang dari luar individu yang akan
merespon stimulus tersebut.

Teori Behavioral Sociology (perilaku sosial) menitik beratkan pada hubungan antara
tingkah laku aktor dengan tingkah laku lingkungannya,

Dalam perlindungan merek lingkungan yang mempengaruhinya adalah lingkungan
masyarakat sebagai konsumen yang memakai/menggunakan barang/jasa dengan merek
tertentu yang dihasilkan oleh produsen dan pemerintah dengan aparat penegak
hukumnya sebagai pengawas dan penegak hukum HAKI termasuk merek,

Sikap dan tingkah laku dari aktor dalam hal ini adalah produsen penghasil barang/jasa
sangat dipengaruhi oleh sikap dan tingkah laku dari lingkungannya itu senditi yakni
konsumen dan aparat penegak hukum.

3 Lihat paradigma penlaku sosial dari BF Skinner dan George Homans, dalam George Ritzer
penyadur Alimandan, Sosiologi limu Pengetahuan Berparadigma Ganda, Rajawali Pers,
Jakarta, 1992, hal 81 - 95,
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Konsep dasar dari teori perilaku sosial ini adalah adanya reinforcement yang dapat
diartikan sebagai ganjaran, Suatu ganjaran yang tidak membawa pengaruh terhadap
aktor tidak akan diulangi, oleh karena itu pengulangan tingkah laku tidak dapat
dirumuskan terlepas dari efeknya terhadap perilaku itn sendiri, ™

Berdasarkan teori tersebut, jika dikaitkan dengan perlindungan merek, maka
seandainya perbuatan produsen (aktor) yang melakukan pemalsuan/peniruan merek
tidak mendapatkan ganjaran, karena masyarakat atay konsumen tidak mau
menggunakan/memakai barang/jasa dengan merek palsu/tiruan, ini berarti perbuatan
tersebut tidak memberi efek terhadap aktor (tidak menguntungkannya), maka
perbuatan itu tidak akan diulang,

Tapi sebaliknya, jika masyarakat memberi ganjaran atau mau menerima barang/jasa
palsu/tiruan itu, maka tingkah laku tersebut oleh aktor akan diulang lagi sehingga akan
menimbulkan perbuatan pemalsuan/peniruan merek yang berlangsung terus dan
konsumen tidak terlindungi,

Teori Exchange dari George Homans lebih mempertegas pendapat tersebut dengan
mengemukakan proposisi sebagai berikut :

- & Makin tinggi ganjaran (reward) yang diperoleh atau yang akan d:peroleh makin
besar kemungkinan tingkah laku akan diulang,

b. Demikian juga sebaliknya, makin tinggi biaya atau ancaman hukum (punishment)
yang akan diperoleh makin kecil kemungkinan tingkah laku yang serupa akan
diufang.

Disini dikemukakan bahwa ganjaran (reward) dan ancaman hukum (punishment)
sangat mempengaruhi pengulangan dari tingkah laku sehingga terlihat adanya
hubungan berantai antara berbagai stimulus dan antara berbagai tanggapan (respon).**

' Lihat dan bandingkan dengan teori perilaku sosial dari Adam Smith, David Ricardo dan
John Stuart Mili, dalam Zamroni, Pengantar Pengembang Teori Sosial, Tiara Wacana,
Yogyakarta, 1992, hal 66 - 67
5 George Ritzer, op. cit, hal 92
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Suvatu stimulus tidak selalu menghasilkan respon seperti apa yang diharapkan,
karena adanya pengaruh lingkungan, sedangkan lingkungan itu dipengaruhi oleh
interaksi sosial dalam masyarakat, Untuk menjelaskan tentang interaksi sosial ini akan
digunakan teori interaksi simbolik.

Blumer mengemukakan istilah interaksionisme simbolik meminjuk kepada sifat
khas dari interaksi antar manusia. Tindakan tiap individu (aktor) didasarkan atas
interpretasi dari aktor yang diwujudkan dengan menggunakan simbol-sinbol yang
mengandung makna tertentu,

Oleh karena itu dalam interaksi simbolik stimulus tidak otomatis menimbulkan
respon, tetapi dipengaruhi oleh proses interpretasi si aktor sebagai proses berpikir yang
merupakan kemampuan khas yang dimiliki manusia.'® Berdasarkan pada teori interaksi
simbolik ini, maka bagaimana sikap masyarakat atau konsumen terhadap perbuatan
curang di bidang merek ditentukan oleh interpretasi masyarakat itu sendiri yang dalam
hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang melatar belakanginya seperti, budaya
dari masyarakat, keadaan sosial ekonomi serta kebiasaan dan hukum yang berlaku
dalam masyarakat tersebut,

Didalam ekonomi global yang sepenuhnya saling mengait, faktor keberhasilan
utama beralih dari sumber daya ke pasar'’, di mana pelaku-pelaku ekonomi akan saling
berkompetisi dengan ketat untuk memperebutkan pasar. Dalam keadaan demikian
pemakaian merek untuk suatu hasil produksi barang ataupun jasa menjadi suatu
keharusan, karena melalui merek inilah suatu produk dapat menembus pasar dunia dan
dikenal secara luas oleh konsumen,

Bagi produsen pentingnya untuk memberikan merek pada barang/jasa adalah untuk
membedakan barang/jasa yang satu dengan yang lain; dan juga berfungsi sebagai tanda
untuk membedakan asal usul, citra, reputasi maupun bonafiditas di antara perusahaan
sejenis. Sedangkan bagi konsumen dengan semakin banyak dan beragamnya

15 George Ritzer, Ibid hal. 61
17 Kenichiohmae, Alih Bahasa FX. Budiyanto, Dunia Tanpa Batas, Binacipta Aksara, 1991,

hal 12.
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barangjasa di pasaran melalui merek itulah dapat diketahmi asal usul dan kualitas dari
barang/jasa.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia merek diartikan sebagai tanda yang dikenakan
oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan sebagainya), pada barang-barang yang
dihasitkan sebagai tanda pengenal, cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk
menyatakan nama dan sebagainya,'®

Suatu merek tidak hanya berfungsi sebagai “tanda pengenal” tapi haruslah dapat
berfungsi pula sebagai tanda pembeda yang jelas. Agar suatu lambang yang mungkin
berbentuk lukisan/gambar dan sebagainya ini bisa dibedakan dengéh tanda atau
lambang yang dipakai oleh orang lain, maka lambang tersebut haruslah mempunyai ¢iri
khusus yang dilekatkan pada suatu benda atau barang yang merupakan media sehingga
melahirkan suatu tanda tadi menjadi merek. Dan melalui media barang yang diberi cap
tanda tertentu itu akan terwujudlah merek sebagai simbol barang. Tapi tidak semua
tanda yang dilekatkan pada suatu barang menjadi suatu merek. Supaya benda yang
dibubuhi lambang tertentu tersebut bisa berkembang menjadi merek yang
melambangkan simbol dan mitos maka barang yang bersangkutan harus dikenal orang
secara umum baik pada suatu negara tertentu maupun dikenal secara internasional,

Secara yuridis pengertian merek tercantum dalam UU No 19 Tahun 1992 yang
dirumuskan dalam pasal 1 ayat 1 sebagai berikut : K
“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka,
susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda
dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Pengertian merek dalam undang-undang ini lebih luas yang mencékup 3 hal,
pertama dilihat dari bentuk atau wujudnya merek sama dengan “tanda” yang terdiri
dari beberapa unsur, kedua dari segi fungsinya merek dipakai sebagai “daya pembeda”
dan ketiga dari segi tujuan merek untuk digunakan dalam kegiatan perdsgangan barang
atau jasa,

' Tim Penyusun kamus Pusat Pembingan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta, 1988,
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Sesuai dengan tujuan dari penggunaan merek adalah untuk memperlfancar kegiatan
perdagangan barang atau jasa yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan
pembangunan, maka perlindungan merek pada dasarnya tidak saja untuk kepentingan
pemilik merek, tapi juga untuk kepentingan masyarakat secara luas sebagai konsumen,

Berdasarkan ketentuan undang-undang, hak atas merek adalah merupakan hak
khusus yang diberikan negara kepada pemilik dan diakui sebagai suatu bentuk dari hak
milik di bidang HAKI dengan memberikan kesempatan kepada si pemilik untuk
mengambil langkah-langkah guna melindungi hak tersebut yaitu dengan cara
mendafiarkan hak atas merek di Kantor Merek. |

Dengan pendaftaran merek ini yang bersangkutan diakui sah sebagai pemilik dan
perlindungan yang diberikan adalah hak untuk mencegah orang lain memakai
mereknya secara tidak sah, kecuali dengan perjanjian penggunaan merek yang dibuat
dalam bentuk lisensi.

Ketika sistem perdagangan menjadi semakin terbuka dan persaingan menjadi makin
bebas, pemberian hak eksklusif atas merek akan mendorong perusahaan untuk
berkinerja lebih baik guna mempertahankan mutu dari mgrek barang/jasa yang telah
dimiliki agar tetap bisa menguasai pasar.

Dalam hal ini merek menjadi bernilai ganda. Pertama, dengan makin banyak dan
beragamnya barangfjasa yang sejeniis, merek dianggap sebagai alat kompetisi
memperebut perhatian konsumen, yang memungkinkan pemilik/pemegang hak merek
untuk berkinerja lebih baik dalam kegiatan pemasarannya dan untuk itu sudah
selayaknya ia menikmati sendiri hasil kegiatannya untuk diri sendiri.

Kedua, merek menjadi sebagai alat monopoli atau sebagai alat yang mempunyai effek
monopoli yang memungkinkan pengecualian pemakaian merek tersebut oleh pelaku

pasar yang lain.'®

' Hadiputranto Hat;ﬁ.noto dan Dermawan, “Tindak Pidana di bidang merek dan
penangannya”, (makalah disampaikan pada diskusi di bidang merek, Tangerang 24-25
November 1992) hal. 5. '
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Bagi pemilik/pemegang hak atas merck pemanfaatan merek sebagai alat kompetisi
harusiah memberikan keuntungan bagi perusahaan dengan menjaga kualitas produk
serta memberikan kepuasan pada konsumen merupakan tanggung | jawab utaxﬁa
perusahaan, Semakin banyak perusahaan memproduksi barang/jasa yang sejenis akan
semakin beragam hasil produk di pasar dan ini merupakan peluaﬁg yang baik bagi
konsumen untuk memilih produk-produk yang terbaik dengan harga yang murah,
Keadaan ini mengharuskan masing-masing pemilik merek untuk melakukan usaha
dengan seefisien mungkin, sehingga mampu menghasilkan suatu produk bafang/jasa
dengan mutu dan harga yang bersaing,

Pada umumnya persaingan adalah baik, sebab dapat mempergiat usaha untuk
menambah hasil produksi dan memperlancar distribusi dan akhirnya tidak hanya
menguntungkan bagi pengusa.ha, tetapi juga menguntlmgkan bagi konsumen,
masyarakat, bangsa dan negara®

Perbuatan bersaing tidak selalu menimbulkan akibat negatif bagi pihak lain dan

menimbulkan keuntungan bagi pihak yang berbuat.
Persaingan dapat menimbulkan akibat positif atau aspek posmf dalam kehidupan
manusia, terutama karena dapat menciptakan semangat untuk maju dalam usaha
memperoleh hasil yang bertambah atau berkembang melalui sarana tertentu tenpa
merugikan pihak lain. 2!

Persaingan yang dilakukan dengan wajar tanpa merugikan pihak lain merupakan
persaingan jujur dan sehat akan menciptakan iklim yang baik bagi tumbuh dan berkem-
bangnya kegiatan perdagangan, tapi bila persaingan itu sudah sampai pada suatu
keadaan dimana pengusaha yang satu benisaha menjatuhkan lawannya atau menyaingi
lawannya dengan perbuatan melanggar hukum, yaitu melanggar norma-_ﬁonna sopan

20 }MNPurwosut_]lpto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia jilid 1, Dnmnbatan 1987,
hal 134,
! Emmy Pangaribuan S, Aspek Yuridis dan Cara Penanggulangan Persaingan Curang,
Makalah disajikan pada Temu Wicara Nasional Penanggulangan Perbuatan Curang,
Yogyakarta, 6-7 Oktober 1992 hal, 1. .
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santun dalam lalu lintas perusahaan maka persaingan ity lalu-menjadi persaingan
melawan hukum.* i
Oleh karena ity disini persaingan tersebut lalu menjurus pada akibat negatif, maka
untuk menghindari hal seperti ini diperlukan suaty aturan yang mengaturnya.
Sebetulnya ketentuan dan etika dasar praktek persaingan disusun oleh masyarakat
khususnya yang bergerak di bidang perdagangan melalui kebiasaan™, tapi dengan
makin ketatnya persaingan menyebabkan ada perusahaan-perusahaan tertentu ingin
berusaha menang dalam persaingan dengan menggunakan cara yang tidak wajar atau
. diluar kebiasaan, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lawan. Tanpa suatu
aturan hukum yang pasti sulit untuk mencegah terjadinya persaingan curang, karena
tidak semua orang mau tunduk pada kebiasaan. '
Menuryt Erman Rajagnguk, suatu pengaturan mengenai persaingan bisnis di
Indonesia diperlukan karena beberapa hal : " .
~  Untuk memungkinkan kompetisi yang akan mendorong efisiensi dan kemampuan
adaptasi ekonomi Indonesia dalam rangka memperluas peluang pengusaha
Indonesia memasuki pasar dunia. '
— Untuk meningkatkan kemampuan bersaing di pasar dalam negeri dalam iklim
globalisasi ekonomi.
— Untuk menjamin usaha kecil dan menengah mempunyai kesempatan yang sama
dalam perekonomian Indonesia.
— Akhirnya pengaturan ini juga diperlukan untuk melindungi konsumen dengan
adanya harga yang bersaing dan produk alteratif.**
Dengan adanya pengaturan tentang persaingan bisnis diharapkan semua pelaku
ekonomi, pengusaha besar, menengah, ataupun kecil, baik perusahaan nasional maupun

Z HMN Purwosutjipto, Loc. Cit hal 134

2 Vemon A, Musselman, John H. Jackson, Ekonomi Perusahaan, Konsep-konsep dan
Praktek-praktek Sezaman, edisi kesepulub jilid 1, Intermedia 1989, hal. 15, .

% Erman Rajaguguk, Pemikiran mengenai Pengaturan Persaingan Bisnis di Indonesia, makalah
disajikan pada Seminar mengenai Hukum Persaingan, Aspek Hukom dan Ekonomi, Jekarta
26 - 27 Juni 1996, hal, 1.
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perusahaan asing akan bersaing secara bebas dan schat, sehingga dapat dicegah
terjadinya konsentrasi kekuatan ekonomi pada pihak tertentu atau monopoli.

Melalui hak ekslusif atas merek, semua pelaku ekonomi yang mempunyai
kesempatan yang sama untuk berkompetisi di pasar global tidak perlu khawatir yang
kecil akan kalah bersaing dengan yang besar, karena semus pelaku pasar akan
terseleksi dengan baik oleh para konsumen dari merek yang digunakannya atas produk

. barang dan jasa, Para pengamat meramalkan dalam globalisasi ekonomi justru akan

banyak tumbuh unit-unit usaha berskala kecil dan menengah memasuki persaingan
pasar. Unit-unit usaha kecil dan menengah ini tidak terlalu banyak urusan dan
permasalahan sehingga mereka lebih supel atan mudah menyesuaikan diri dengan
perubahan yang terjadi seperti krisis ekonomi yang seciang kita hadapi saat ini.
Perusahaan yang menang dalam persaingan akan dikenali oleh masyarakat melalui
merek yang digunakannya untuk barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan tersebut,

Secara khusus undang-undang merek telah memberikan perlindungan hukum pada
pemilik/pemegang hak atas merek terhadap perbuatan persaingan curang di bidang
merek sebagaimana diatur dalam UU No. 19 Tahun 1992 dan direvisi dengan UU No,
14 Tahun 1997 antara lain dalam pasal 56, adanya pemberian hak pada pemilik merek
terdaftar untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek berdasarkan alasan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1, pasal 5 dan pasal 6.

Kemudian, jika penggunaan merek tanpa hak tersebut sampai menimbulkan
kerugian, maka pemilik/pemegang hak atas merek dapat pula mengajukan gugatan
ganti rugi sebagaimana diatur dalam Bab VIH pasal 72 menyebutkan :

Pemilik merek terdafiar dapat mengajukan gugatan terhadap orang .atau badan
hukum yang menggunakan mereknya, yang mempunyai persamaan baik pada
pokoknya atau pada keseluruhannya secara tanpa hak berupa permintaan ganti

rugi dan penghentian pemakaian merek tersebut,
Menurut Emmy Pangaribuan, gugatan ganti rugi jika menyangkut gugatan perdata,
maka pasal 1365 KUH Perdata secara umum dapat dipakai sebagai dasar dari
penyelesaian gugatan perdata yang menyangkut persaingan curang, karena perbuatan
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persaingan tidak jujur atau curang adalah juga menyangkut sifat perbuatan melawan
hukum ®

Selain itu terhadap perbuatan curang di bidang merek; dalam undang-undang No. 19
Tahun 1992 jo UU No. 14 Tahun 1997 diatur pula ketentuan pidana sebagai upaya
pengawasan dan penegakan hukum di bidang merek. |

Dengan adanya pengaturan ketentuan pidana dalam undang-undang ini,
memungkinkan aparat penegak hukum untuk memproses pihak-pihak yang dengan
sengaja dan tanpa hak memproduksi/memperdagangkan barang/jasa dengan memakai
merek palsu/ tiruan meskipun tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan,
Pengaturan tentang ketentuan pidana ini selain untuk memberikan perlindungan pada
pemilik/pemegang merek juga dimaksudkan untuk melindungi konsumen.

Adapun yang dimaksud dengan konsumen disini adalah konsumen akhir. Secara
harafiah konsumen berarti setiap orang yang menggunakan barang/jasa.
Dilihat dari tujuan penggunaan barang/jasa tersebut dibedakan 2 macam konsumen :

1. Konsumen yang menggunakan barang/jasa sebagai bahan baku (capital
goods) pembuat barang lain dengan maksud untuk diperdagangkan,

2, Konsumen yang menggunakan barang (consumen goods) dengan maksud
memenuhi kebutuhan hidup dirinya sendiri, keluarga atau rumah

’aamggfmya.26

Kalangan ahli ekonomi membedakan kedua konsumen tersebut sebagai konsumen
“antara” dan konsumen “akhir”,

Bertolak dari kerangka teori tersebut diatas, berikut ini disusun suatu definisi
operasional dari konsep-konsep terkait yang berfungsi selain untuk menghindari
perbedaan pengertian tentang istilah-istilah, juga dimaksudkan untuk mempersamakan
persepsi serta untuk menghindari perbedaan interpretasi dalam memshami tentang

2 Emmy Panganbuan, op cit ha] 7
% Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Naskah Akademis Peraturan
Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen dalam hal Makanan dan Minuman,

hal 14.
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masalah apa yang dibahas dan disajikan dalam tesis ini. Sehubungan dengan istilah-
istilah yang dipakai dalam penulisan tesis ini, dikemukakan definisi operasional
sebagai berikut :

1.

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka,
susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya
pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. (pasal
Isubl UUM No. 19 Tahun 1992)

Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang dlperdagangkan
oleh seseorang atau beberapa orang bersama-sama atau badan hukum untuk

membedakan dengan barang-barang sejenis lamny& (pasal 1 sub 2 UUM No. 19°

Tahun 1992)

Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh
seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk
membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. (pasal 1 sub 3 UUM No. 19 Tahun
1992) |

Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek
yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu
menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau
beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.
(pasal 3 UUM No. 19 Tahun 1992)

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun
makhtuk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. (pasal 1 sub 2 UU No. 8
Tahun 1999 Perlindungan Konsumen)

Pemilik merek adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau
badan hukum yang menghasilkan suatu barang atau jasa dengan menggunakan
merek yang telah terdafiar dalam Daftar Umum Merek
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7. Pemegang hak atas merek ada}ah seseorang atau beberapa orang secara bersama-
sama atau badan hukum yang berdasarkan perjanjian lisensi berhak menggunakan
merek terdafatar milik pihak lain atas suatu barang atau jasa.

E. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai
perlindungan hukum di bidang merck dan upaya mencegah pelanggaran hak atas
merek,guna melindungi pemilik / pemegang hak atas merek dan konsumen,

Hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian lebih lanjut diuraikan sebagai
berikut : '

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini mempergunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan
Socio-Legal Research.Menurut Sunaryati Hartono untuk suatu penelitian dalam rangka
penulisan tesis, penggunaan metode socio-legal research disamping metode penelitian
normatif akan memberi bobot lebih pada penelitian yang bersangkutan.?”

Dalam hal ini, metode penelitian normatif dipergunakan dengen melakukan
penelaahan terhadap putusan pengadilan dalam penyelesaian perkara merek dan
melakukan inventarisasi hukum merek yang beriaku in abstracto kemudian
menghubungkannya dengan fekta-fakta yang relevan dalam perkara yang terjadi,
sehingga dapat menemukan hukum bagi suatu perkara in concreto.”®

Pendekatan socio-legal research dimaksudkan untuk menjelaskan permasalahan
yang diteliti beserta hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan aspek-aspek
hukumnya, serta mencoba menjelajahi realitas empirik dalam masyarakat, khususnya
pada masyarakat yang bergerak di bidang perdagangan barang dan / atau jasa serta
konsumen sebagai pengguna atay pemakai barang dan / atau jasa.

7 CFE Sunaryaiﬁ Hartdno, Penelitian Hukum Di Indovesia Pada Akhir Abad Ke-20, Alumni, 1994, hal

142,
28 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Peneitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia,

Jakarta, 1990, hal. 22
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2. Jenis Penelitian ,

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptis analitis yaitu dimaksudkan untuk
menggambarkan segala sesuatu seteliti mungkin sehubungan dengan perlindungan
hukum di bidang merek dan upaya mencegah pelanggaran hak atas merek. Kemudian
diadakan analisis untuk mendapatkan sistem perlindungan hukum di bidang merek
yang dapat memberikan kepastian hukum bagi pemilik / pemegang hak atas merek dan

konsumen.

3. Penentuan Informan

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah teknik informasi kunci yang
merupakan .responden yang dipilih secara porposive yang dijadikan sumber dalam
memeperoleh informasi. Kemudian melalui informasi kunci ini selanjutnya akan
diperoleh informan lainnya, demikian seterusnya dilakukan secara serial dan berurutan
yang lazim disebut “Snowball Sampling”* Adapun informan kunci dalam penelitian
ini adalah, pejabat Direktorat Merek Departemen kehakiman, aparat penegak hukum
yang menangani sengketa merek, pemilik/pemegang hak atas merek dan konsumen.

4. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian sementara
data sekunder merupakan data yang dapat mendukung keterangan atau menunjang
kelengkapan data primer.
Dari uraian jenis data diatas, dapatlah ditentukan sumber data dalam penelitian ini
yakni :
a Sumber data primer yang dipergunakan bersumber atau 'diperoleh dari
penelitian lapangan guna mendapatkan penjeléSan yang chih‘\l’{onkﬁt Untuk

2 8. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Tarsito, Bandung, 1996, hal, 32,
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itu penulis akan mewawancarai beberapa orang yang dijadilcan'responden
dalam penelitian ini, yaitu dari pegawai bagian pemeriksaan permintaan
pendaftaran merck pada Kantor Merek, aparat penegak hukum antara lain :
PPNS, hakim, jaksa, polisi dan pengacara, serta pemilik mefek dan
konsumen.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa data yang
bersumber/diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bahan hukumnya
berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum
tersier antara lain peraturan penmdaﬁg-undangan, yurisprudensi dan
sejenisnya, buku-buku rancangan peraturan perundangan, karya ilmiah,
hasil penelitian, jurnal, makalah seminar, media masa, keputusan
pengadilan dan sebagainya,

5. Teknik Pengumpuian Data
Dalam pengumpulan data teknik yang dipergunakan dalam penelitian adalah

a

b
c
d

Wawancara terstruktur
Wawancara tak terstruktur
Observasi

Studi Kepustakaan

6. Alat Pengumpul Data

a
b

Peneliti

Daftar Pertanyaan
Catatan harian dilapangan
Tape Recorder

24




7. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari
berbagai sumber, baik berupa data primer maupun data sekunder.
Terhadap data yang terkumpul dilakukan analisis dengan menggunakan cara analisis
taksonomis yaitu penelaahan data dilakukan lebih rinci dan mendalam yang difokuskan
pada domain-domain tertentu yang sangat berguna dalam upaya mendeskripsikan atau
menjelaskan fenomena/fokus yang menjadi sasaran penelitian,
Pentahapan analisis dilakukan sebagai berikut :

a Dilakukan analisis deskriftif sebagai tahap awal untuk menentukan kategori.
Dalam analisis deskriptif ini disajikan secara rinci mengenai sikap
masyarakat baik produsen, pedagang, konsumen maupun aparat penegak
hukum dalam upaya melakukan perlindungan hukum di bidang. merek ,
keberadaan dari regulasi hukum merek dan perkembangannya dalam
perdagangan, upaya-upaya untuk mencegah pelanggaran hak atas merek,
serta upaya hukum dalam menanggulangi terjadinya pelanggaran hak atas
merek,

b Analisis tahap kedua dilakukan dengan menentukan domain-domain yang
paling menonjol dari hasil analisis tahap pertama, kemudian diuraikan dan
dianalisis secara lebih rinci sampai bagian—bégian yang lebih mendalam,

¢ Analisis tahap ketiga dilakukan dengan mencari domain-domain yang
mempunyai makna kontras, kemudian menghubungkan antara domain yang
satu dengan lainnya yang didalamnya ada unsur keterkaitan sebab akibat
sechingga akan diperoleh hasi! yang lebih mendalam. o

8. Teknik Pengecekan Validitas Data _

Pengecekan validitas data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi data
yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar
data itu untuk keperfuan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu,
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Denzin membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang

memanfaatkan penggunaan sumber metode, penyidik dan teori.
Dalam penelitian ini akan digunakan triangulasi sumber, yakni membandingkan dan
mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan

alat yang berbeda.

Hal ini dapat dicapai dengan jalan :

a
b

membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara,
membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang
dikatakannya secara pribadi;

membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian
dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; _
membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai
pendapat dan pandangan orang lain;

membandingkan hasil wawencara dengan isi suatu dokumen yang

berkaitan.*

F. SISTEMATIKA PENULISAN

BABI

Penulis tesis ini terdiri dari empat bab yang disusun dalam sistematika
penulisan sebagai berikut :

: Pendahuluan

Merupakan pengantar dan pedoman untuk pembahasan pada bab-bab
berikutnya.Bab ini berisi latar belakang penelitian, identifikasi masalah,
berikut tujuan dan kontribusi hasil penelitian yang dilaksanakan. Selain itu
dikemukakan pula kerangka teori yang merupakan landasan berpijak dalam
melakukan analisisi dan kajian untuk memecahkan permasalahan yang
diajukan, Pada bagian akhir dari bab ini dimuat metodologi penelitian yang
dipergunakan,

;-

% Sexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remadja Rosdskarys, Bandung,
1995 hal, 178,
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BABII

: Tinjavan Pustaka,

Dalam bagian ini membahas tinjauan pustaka yang antara lain menguraikan
tentang pengertian, fungsi dan ruang lingkup perlindungan merek dan hak
atas merek, pelanggaran merek dan upaya-upaya yang dilakukan untuk
meningkatkan perlindungan merek, perlindungan hukum terhadap
konsumen sehubungan dengan penggunaan merek atas barang dan atay jasa.

BABIII : Hasil Penelitian dan Analisis

BABIV :

Pada bab ini dikemukakan hasil penelitian beserta analisisnya yang
mencakup perlindungan hukum terhadap pemilik / pemegang hak atas
merek, peran pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mencegah dan
menanggulangi pelanggaran hak merek dan tinjauan beberapa putusan
perkara merek, korelasi antara budaya hukum konsumen dan perlindungan
konsumen dalam hal terjadinya pelanggaran hak atas merek,

PENUTUP |
Bab ini merupakan bagian akhir dari tesis yang berisi kesimpulan dari
pmbahasan yang telah diuraikan, dan disertakan pula saran-saran yang pada
dasarnya merupakan rekomendasi dari hasil penelitiah.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN MEREK
DAN HAK ATAS MEREK,
A,1.Pengertian Merek dan Hak Atas Merek
A.1l.1, Pengertian merek
Merek pada hakekainya adalah suatu tanda yang dilekatkan pada barang
atau jasa yang menunjukkan identifikasi pembuat atau pemilik maupun daerah
asal wilayah geografisnya. Agar tanda tersebut dapat menjelma atau diterma
sebagai merek, maka tanda itu harus memiliki daya pembeda yang dapat
digunakan untuk membedakan hasil perusahaan yang satu dengén perusahaan
yang lain,
Dalam dua Undang-Undang Merek yang terdahulu yakni Reglement
Industrie Eigendom S, 1912 No. 545 dan Undang- Undang No. 21 Tahun 1961
tidak tercantum definisi tentang merek. Pengertian merek dapat dilihat dari
batasan — batasan yang dikemukakan oleh para sarjana. Berikut ini dikutip
beberapa pengertian merek antara lain :

1.  HM.N Purwo Sutjipto, mengemukakan “merek adalah suatu tanda dengan -
mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan
benda lain yang sejenis”.

2. R. Soekardono, memberikan batasan, “merek adalah sebuah tanda [dalam
bahasa Jawa : ciri atau tengger], suatu “kenfeeken” kata almarhum Prof,
Molengraaf, dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, di mana
perlu juga diperibadikan asalnya barang atau menjamm kualitetnya barang
dalam pembandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau
diperdagangkan oleh orang — orang atau badan — badan perusahaan lain,>!

3. Sudargo Gautama, mengemukakan pengertian merek dengan meninjau
dari fungsinya, ‘merek adalah alat untuk membedakan barang dan tanda
yang dipakai sebagai merek ini kiranya harus mempunyai daya pembeda

3 HM.N. Purwo Sutjlpto Op Cit, hal 88
3 R. Sockardono, Hukum dagang Indonesia, le:d 1, Dian Rakyat, Jakarta, 1979, hal. 149,
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untuk dapat membedakan barang yang bersangkutan itu”,*2
Dari beberapa pengertian merek yang telah dikemukakan di atas, terlihat

bahwa batasan rumusan merek hanya difokuskan pada fungsi dari merek yang
diakyi sebagai daya pembeda. Selain itu dalam batasan merek tersebut juga
belum memasukkan penggunaan merek dalam kegiatan perdagangan jasa.
Penggunaan merek masih terbatas pada hasil produksi atau perdagangan
barang saja. Sedangkan jasa meskipun sudah lama menjadi komoditas
perdagangan, namun penggunaan merek untuk jasa relatif nrasih baru bila
dibandingkan dengan istilah paten atau merek dagang. Istilah szvice mark atau
merek jasa untuk pertama kali mulai digunakan oleh pengadilan — pengadilan
di Amerika Serikat pada tahun 1946, yaitu sejak Federal lanham Act disahkan.
Sejak saat itu pengakuan ruang lingkup merek tidak hanya mencakup bidang
merek dagang saja tetapi mencakup juga merek jasa,

Dalam konvensi Internasional pengakuan pengéun,aan merek dalam
kegiatan perdagangan jasa baru dimasukkan dalam Konvensi Paris pada revisi
di Lisabon tahun 1958, Sejak itu barulah negara - negara peserta Uni Paris
Convention mencantumkan merek jasa dalam undang-undang merek di negara
masing-masing.

Hal yang sama juga terjadi pada negara-negara berkembang yang
mengadakan revisi terhadap undang-undang merek dengan mengacu pada
Model law yang dikeluarkan oleh BIRPI 1967. Dalam Model Law tersebut
pengertian merek dirumuskan dalam pasal 1 huruf a dan b berbunyi sebagai
berikut : '

a. “Irade Mark"” means any visible sign serving to distinguish the goods of
one enterprise from those of other enterprise.

b. “Service Mark” means any visible sign serving to distinguish to services
of one enterprise from those of other enterprise.

3 Sudargo Gautama, Hukum Merek indonesia, | selanjutnya disingkat Sudargo Gautama 1}; Alumni,
Bandung, 1977, hal 34.
% Insan Budi Maulane, Sukses Bisnis melalui Merek Paten & Hak Cipta ( selanjutnya disingkat Insan Budi
Maulana 1} Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 21
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Dengan berorientasi pada rumusan Model law, dalam pembaharuan undang-
undang merek di Indonesia melalui U.U No.19 Tahun 1992 pengertian merek
dicantumkan dalam pasal 1 angka 1. Lengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

“ Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-
angka, susunan wamna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang
memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang
atay jasa “.

Dari sumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1

UU Merek, suatu merek haruslah mengandung unsur-unsur antara lain :

1. Merek merupakan tanda,
Tanda yang digunakan sebagai merek tersebut bentuk atau wijudnya dapat
berupa : gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna,
atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, ‘

2. Merek mempunyai fungsi sebagai daya pembeda,
Merek yang akan digunakan untuk barang atau jasa oleh seseorang atau
badan hukum, haruslah memiliki daya pembeda dengan merek milik orang
lain yang sudah terdaftar lebih dahulu. Dengan kata lain merek tersebut
tidak boleh tﬁempunyai persamaan dengan merek milik orang / badan
hukum lain,

3. Merek digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
Untuk dapat didaftarkan dalam Dafiar Umum Merek [DUM] di Kantor
Merek guna mendapat pengakuan dan perlindungan hukum berdasarkan
Undang-Undang Merek, penggunaan merek atas barang atau jasa harus
mempunyai tujuan dalam aktifitas dunia bisnis. Dengan demikian
penggunaan tanda pada suatu barang atau jasa yang tidak digunakan dalam
kegiatan perdagangan, tidak diakui sebagai merek,
Sebagai contoh suatu tanda berupa gambar pohon beringin, bintang atau
gambar kepala banteng yang dipakai untuk baju kaos, topi, jaket dan
sebagainya yang tujuannya untuk aktifitas politik, atau suatu tanda yang
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digunakan pada jasa yang bertujuan dalam kegiatan memberikan bantuan
pada orang lain atau kegiatan sosial, keagamaan dan sebagainya, bukan
merupakan merek yang dimaksud dalam Undang-Undang Merek.
Penggunaan tanda atas barang atau jasa yang berada di luar jalur kegiatan
perdagangan seperti itu, tidak dapat didaftarkan untuk diakui sebagai
merek atau dikatakan “unregistrable”.

A2, Hak atas merek

Suatu hal penting sehubungan dengan perlindungan merek adalah
perlunya pengakuan hak secara resmi oleh negara atas merek, baik yang
dimiliki oleh seseorang, badan hukum atau beberapa orang atau beberapa
badan hukun secara bersama-sama [merek kolektif]. Suatu merek tidak akan
mempunyai arti dan memberi Imanfaat yang besar bagi pemiliknya, tanpa
adanya pengakuan dan perlindungan hukum dari negara terhadap hak atas
merek tersebut. |

Pengakuan dan perlindubngan hukum dari negara terhadap hak atas
merek dilegitimasi melalui Undang-Undang Merek dan diwujudkan dengan
memberikan hak eksklusif . Tanpa adanya hak atas merek yang berupa hak
eksklusif bagi pemilik, tidak mungkin tercipta suatu perdagangan bebas
dengan persaingan jujur dan sehat dalam lalu lintas perdagangan, karena tidak
adanya hak monopoli bagi pemilik merek, akan menyebabkan semua orang
merasa bebas menggunakan suatu merek milik siapapun.

Pihak-pihak yang beriktikad tidak baik akan leluasa meniru, mengcopy
atau mereproduksi merek orang lain atau membonceng merek-merek terkenal
yang sudah mempunyai reputasi tinggi. Keadaan yang secara nyata telah
merugikan pemilik merek dan juga konsumen ini, tentu tidak dapat digugat
oleh pemilik jika kepadanya tidak diberikan hak eksklusif sebagai wujud
kepastian hukum dan jaminan hukum bagi pemilik.
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Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Merek, negara
memberikan pengakuan terhadap hak atas merek yang dimiliki oleh seseorang
atau suatu badan hukum. Namun untuk menentukan siapakah yang berhak atas
suatu merek tergantung dari sistem yang dianut dalam Undang-Undang merek
dari negara yang bersangkutan, ‘

Secara umum terdapat dua cara untuk memperoleh hak atas merek yaitu
berdasarkan sistem a'eklarargf dan sistem konstitutif. Undang-Undang Merek
No. 19 Tahun 1992 menganut sistem konstitutif yang berarti pendaftaran atas
merek bagi pemilik merupakan suatu keharusan, apabila pemilik menghendaki
agar menurut hukum ia dipandang sebagai orang yang berhak atas suatu merek.

Secara yuridis pengertian hak atas merek tercantum dalam pasal 3 UUM
No, 19 Tahun 1992, yang berbunyi sebagai berikut :

“ Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada pemilik
merek yang terdafiar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu
menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada seseorang
atau beberapa orang secara bersama — sama atau badan hukum untuk

menggunakannya”,

Dalam penjelasan pasal 3 tidak diberikan keterangan apa yang
dimaksudkan dengan hak khusus tersebut. Makna hak khusus atau hak
eksklusif atas merek adalah hak yang memberikan jaminan perlindungan
hukum kepada pemilik merek, dan merupakan pemilik satu-satunya yang
berhak memakai dan mempergunakan serta melarang | siapa saja untuk
memiliki dan mempergunakannya.

Esensi pokok hak khusus atas merek yang terkandung dalam pasal 3
adalah terletak pada kata “menggunakan”. Pemilik menggunakan sendiri
merek miliknya, atau orang lain atau badan hukum lain dapat menggunakan
merek tersebut dengan memperoleh izin dari pemilik. Tanpa izin pemilik,
orang lain dilarang menggunakan merek itu. Dengan demikian pengertian
menggunakan meﬁgﬁnduﬂg sekaligus “larangan” terhadap siapapun untuk
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menggunakan merek tersebut,
Di dalam kepustakaan maupun dalam praktek, pengertian menggunakan
sendiri dikembangkan meliputi :
a. Menikmati secara eksklusif atas penggunaan.
Menurut teori ini, hak khusus memberi hak atau titel yang sah kepada
pemilik: * exclusive enfoyment” yakni menikmati secara eksklusif untuk :
1. Mempergunakan tanda merek sebagai logo, label atau gambar :
a. Dalam tulis menulis surat
b. Pada barang atau jasa
c. Pada kemasan [packaging}
d. Dalam advertensi atau promosi.
2. Exclusive enjoyment atas manifestasi yang lahir dari merek
a. Menikmati secara eksklusif “good will” atau “misi baik” yang
lahir dari merek.
b. Reputasi tinggi [high reputation)
¢. Kemashuran merek [well kown mark) (
d. Indikasi sumber asal dan geografis barang atau jasa yang
dilindungi merek,
e. Sentuhan budaya dan keakraban yang ditimiaulkan merek atas
barang atau jasa yang dilindungi.

b.  Eksploitasi ek;vklus.if atas keuntungan, _
Hak eksklusif mengandung hak “exclusive financial exploitation”.
Artinya pemilik merek berhak penuh mengeksploitasi merek untuk
memperoleh keuntungmi. Namun tentu saja dengan sclalu
memperhatikan etika bisnis.
Hak eksploitasi untuk memperoleh keuntungan ini meliputi ;
1. Menawarkan barang atau jasa dalam perdagangan domestik
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2. Menyimpan barang dalam arti tidak bertujuan monopoli dan
spekulasi. |

3. Mensuplai barang.

4. Mengekspor barang,

¢.  Memberi izin kepada orang lain untuk menggunakan,

Pemberian izin atau lisensi menggunakan merek dapat diberikan
kepada seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau kepada
badan hukum, Pada prinsipnya pemberian izin mempergunakan merek
tersebut meliputi hak “exclusive financial exploitation”, kecuali ada
kesepakatan pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.*

A.2. Fungsi Merek Di Bidang Perdagangan,

Upaya untuk meningkatkan daya saing dapat dilakukan dengan berbagai
cara, misalnya dengan meningkatkan penggunaan teknologi dalam produksi,
mencari metode-metode baru melalui research, meningkatkan promosi,
melakukan management usaha dengan baik agar bisa beroperasi seefisien
mungkin atay tindakan - tindakan lainnya yang dianggap perlu untuk
mengembangkan usaha, Semua upaya itu ditujukan untuk menghasilkan produk
barang dan atau jasa yang berkualitas baik dengan barga pada tingkat bersaing,
sehingga mampu bersaing dengan produk — produk lainnya di pasar.

Ketika sistem perdagangan menjadi semakin terbuka dan persaingan
menjadi semakin bebas, diperlukan kemampuan daya asing dari para produsen
melalui penampilan produk yang bermutu tinggi yang dikenal oleh masyarakat
dari merek yang digunakan atas produk tersebut. Disinilah arti penting
penggunaan merek atas barang dan atau jasa yang dapat berfungsi sebagai alat
kompetisi,

3 M. Yahya Harahap, Op. Cit, hal 357-359
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Merek dikatakan dapat berfungsi sebagai alat kompetisi, karena melalui
merek initah suatu produk menembus pasar untuk bersaing dengan produk-produk
~ lainnya, baik di pasar dalam negeri maupun di pasar luar negeri dan dikenal
secara luas oleh konsumen, '

Fungsi merek di bidang perdagangan sangat penting, karena dengan
menggunakan merek suatu produk dapat unggul dalam persaingan, bahkan untuk
- merek tertentu yang sudah mempunyai reputasi tinggi dapat merdominasi pasar
dengan cara yang sehat, schingga menguntungkan masyarakaf, Adapun fungsi
merek di bidang perdagangan antara lain adalah

1. Fungsi merek sebagai tanda pengenal atau identitas produk.

Melalui tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka,
susunan warna, atau kombinasi dari unsur — unsur tersebut yang dilekatkan
pada produk barang atau jasa yang di bidang perdagangan dikenal sebagai
merek, konsumen dapat mengenal suatu produk dengan mudah. Bagi
konsumen merek sebagai identitas produk sangat penting, karena berdasarkan
merek itulah konsumen dapat membedakan produk yang satu dengan produk
lainnya yang sejenis dalam satu kelas. Dengan demikian konsumen akan lebih
mudah memilih barang atau jasa yang banyak ditawarkan di pasar.

Bagi produsen, dengan menggunakan merek sebagai identitas produk yang
dihasilkannya, mereka dapat melakukan promosi untuk memperkenalkan
produk-produk tersebut pada masyarakat. Dan sekaligus memasarkan barang
atau jasa itu pada masyarakat dengan menggunakan merek_ tersebut,

2. Fungsi merek sebagai indikator sumber.
Dalam lingkup perdagangan yang sudah mengglobal, hubungan antara
produsen dan konsumen sudah sangat jauh sekalli. Dalam hubungan yang
sudah demikian jauh itu, tidsk mungkin bagi konsumen untuk mengetahui

35



siapa dan bagaimana reputasi dari produsen suatu barang atau jasa yang
beredar di pasaran. Disinilah penggunaan merek pada barang atau jasa dapat
berfungsi sebagai indikator sumber yang menghubungkan produk yang
bersangkutan dengan produsennya atau daerah asalnya.
Dengan mengetahui sumber yang jelas dari suatu produk barang atau jasa
~melalui merek, berarti adanya jaminan bagi konsumen bahwa suatu produk
bersumber secara sah dari suatu unit ussha atau korporasi tertentu. Dan
memberikan juga jaminan bahwa produk tersebut dibuat secara profesional.
Hal ini sangat bermanfaat bagi produsen yang memungkinkan ia berkinerja
lebih baik dalam kegiatan produksi dan pemasaran produk, guna
mempertahankan nama baik, kepribadian dan reputasi perusahaan sebagai
sumber asal dari barang atau jasa tersebut.

. Fungsi merek sebagai indikator kualitas.

Selanjutnya untuk mempertahankan indikator sumber tersebut, tentu setiap
produsen akan berupaya untuk tetap menampilkan produk-produk berkualitas
tinggi yang lebih baik dari produk lainnya yang sejenis, agar memperoleh
kepercayaan dari konsumen. Akibatnya mereck memperoleh fungsi sebagai
indikator kualitas, yakni memberikan jaminan kualitas produk bagi konsumen,

Di pasar luar negeri atau dalam negeri, upaya menampilkan produk-
produk berkualitas tinggi seringkali merupakan satu — satunya cara untuk
menciptakan dan mempertahankan “good will” suatn merek di mata

konsumen.

. Fungsi sugestif.

Dalam perkembangan lebih lanjut, merek - merek yang telah
mempertahankan fungsi indikator sumber dan fungsi indikator kualitasnya
dengan baik, akan mendapat tempat tersendiri di hati konsumen. Jika dalam
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kinetjanya memasarkan produk-produk tersebut, produsen melakukan
pengiklanan secara agresif untuk menciptakaﬁ kejelasan identitas suatu
produk, sckaligus sebagai langkah awal memasyarakatkan dan
mempopulerkan suatu merek, maka konsumen askan tersugesti menjadikan
merek tadi sebagai simbol. Simbol ini akan melahirkan asosiasi kultural dan
sentuhan mistik terhadap merek,

Apabila asosiasi kultural dan sentuhan mistiknya meliputi masyarakat
luas, berarti merek tersebut telah memiliki reputasi tinggi atau “higher
reputation”, Reputaasi dari merek yang menjelma sebagai “good will” atas
merek adalah sesuatu yang tidak ternilai bagi produsen atau pedagang dalam
memperluas pasar.

Daya saing dari merek ~ merek yang sudah menjeima sebagai simbol
status serta gaya hidup atau “Jife syle”, tidak hanya mampu memperluas dan
mempertahankan pasar di luar negeri ataupun di dalam negeri, tetapi dalam
tingkat tertentu bahkan mampu menguasai pasar dan menyingkirkan pesaing
lainnya. Oleh karena itu, penggunaan merek sebagai-alat kompetisi sangat
effektif untuk membangun suatu segmen pasar yang luas dengan jumlah
konsumen yang banyak secara terus menerus tersugesti menggunakan merek
tersebut.

Beberapa merek yang mencapai posisi menguasai pasar di Indonesia
berkat kualitas dan service serta penampilan mereka di pasaran yang terbuka
yang bersaing secara ketat antara lain : untuk produk batu batere pasar di
dominasi merek ABC, Eveready dan National, Produk rokok kretek di
dominasi merek Gudang Garam, Djarum, Bentoel dan Dji Sam Soe. Produk
susu di dominasi oleh Cap Nona dan Nestle, produk Bir dengan merek
Bintang, Anker, San Miguel, Produk Film dengan merek Fuji, Kodak atau

Sakura, dan lain sebagainya.®®

35T Gilarso, Pengantar Iimu Ekonomi, bégian mikro, jilid 2, Kanisius, Yogyakarta, 1993, hai 32 - 33
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Dominasi pasar seperti ini adalah wajar dan sulit untuk dibendung dan
dihindarkan dalam persaingan pasar, karena hukum ekonomi pasar pada
dasarnya berpijak kepada siapa yang paling produktif, paling effisien, paling
effektif, dan kreatif, maka dialah yang akan memenangkan persaingan dalam
menarik konsumen,

Atas dasar itulah, banyak prusahaan “besar pada saat sekarang
menggunakan merek yang telah mempunyai good will yang disandangnya
menjadi penggerak utama perkembangan perusahaan. Sebagai contoh
perusahaan mobil Jepang dengan merek “TOYOTA”, mengembangkan
berbagai jenis produksi mulai dari kijang, Corolla, Corona, Cresida dan
Crown, Demikién juga dengan merek “SONY™, yang sudah terkenal digunakan
dalam berbagai jenis barang mulai dari seterika, kipas angin, televisi, kulkas,
tape recorder, radio, laser disk dan sebagainya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan merek dalam
persaingan di bidang perdagangaen, jika dilakukan secara jujur selain akan
menguntungkan semua pihak, penggunaan merek juga dapat berfungsi
merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat. Sebaliknya
jika yang terjadi adalah persaingan curang, berupa pemalsuan, peniruan,
pembajakan atau pemboncengan terhadap merek terkenal, maka akan

. merugikan semua pihak.

A3 Ruang Lingkup Perlindungan Merek dan sistem konstitutif.
AJ3.1. Ruang lingkup perlindungan merek
Sejalan dengan sistem konstitutif yang dianut Undang—Undang Merek
No,19 Tahun 1992, maka lingkup perlindungan hukum atas merek dalam
Undang-Undang Merek di Indonesia adalah melindungi merek terdaftar atau
“registered marks”, Terhadap merek yang tidak terdaftar atau “wunregistered
marks” undang-undang tidak memberi perlindungan hukum atas merek
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tersebut,

Pengaturan perlidungan merek dalam UU No.19 Tahun 1992 mencakup
lingkup yang lebih luas yaitu meliputi merek dagang dan merek jasa [pasal 2].
Dalam hal ini aspek nama dagang yang pada dasarnya juga terwujud sebagai
merek, telah pula tertampung di dalamnya. Termasuk juga pengertian merek
lainnya seperti Merek Kolektif, atau bahkan dalam perkembangan yang akan
datang penggunaan istilah merek akan dapat pula‘menam}:ung pengertian lain
seperti “certification mark”, “associate mark” dan lain-lainnya {penjelasan
umum huruf a UU No. 19 Tahun 1992].

Adapun pengertian merek dagang dan merek jasa yang tercantum dalam
pasal 1 ayat 2 dan 3 UU n0.19 Tahun 1992 adalah sebagai berikut |

a. “Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama
atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis
Iainnya™, '

b. “Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan
oleh sesorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan
hukum untuk membedaka dengan jasa-jasa sejenis lainnya,

Pada prinsipnya kedua jenis merek ini adalah sama, perbedaannya hanya

terletak pada objek yang digunakan untuk merek tersebut. Jika objek yang
digunakan untuk merek tersebut berupa barang discbut merek dagang.
Sedangkan untuk objek yang berupa jasa disebut merek jasa.

Selain perlindungan terhadap merek dagang dan merek jasa, UU no.19
Tahun 1992 memberikan juga perlindungan terhadap merek kolektif, Merek
Kolektif ini merupakan merek dari suatu perkumpulan atau assosiasi yang
terdiri dari para produsen atau para pedagang atau jasa yang mempunyai ciri-
ciri umum tertentu,

Menurut Sudargo Gautama, merek kolektif ini bukan berfungsi untuk
membedakan barang-barang atau jasa — jasa dari suatu pemsah,han terhadap
perusahaan lain. Tetapi merek kolektif ini dipakai untuk membedakan asal usul

39




geografis atau lain karakteristik yang umum dari barang atau jasa dari
perusahaan yang berbeda tetapi memakai merek kolektif ini dibawah
pengawasan dari pada yang berhak, Dengan lain perkataan barang-barang ini
umumnya memberi jaminan tertentu fentang kualitas barang yang
bersangkutan,

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Merek No.19 Tahun 1992 berbunyi :
“Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan
karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan
hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa
sejenis lainnya”,

Tujuan penggunaan merek kolektif adalah utuk menyederhanakan
penyelesaian permintaan pendaftaran merek. Jadi apabila ada beberapa orang

~ atau beberapa badan hukum memproduksi atau memperdagangkan jenis
barang atau jasa yang mempunyai karakteristik sama, maka dimungkinkan bagi
mereka untuk menggunakan satu merek saja, Dengan demikian akan terjadi
penyederhanaan pendaftaran merek, karena cukup dilakukan satu permintaan
pendaftaran merek. Bagi pemohon hal ini dapat menghemat biaya, waktu dan
tenaga, sedangkan bagi Kantor Merek tidak dibebani untuk melayani banyak
permohonan pendaftaran yang sebetulnya sama mereknya,

Selain itu, perubahan Undang-Undang Merek melalui UU No.14 Tahun
1997 juga memperluas lingkup perlindungan merek yaitu meliputi indikasi
geografis, indikasi asal dan mengenai merek terkenal,

Indikasi geografis yang mendapat perlindungan dalam UU Merek ini
sebetuinya bukanlah merupakan merek dagang, tetapi perlindungan yang
diberikan sama dengan merek dagang. Indikasi geografis hanya merupakan
tanda yang menunjukkan "daerah asal barang”. Tanda tersebut dapat berupa
etiket atau label yang dilekatkan pada kombinasi unsur-unsur itu.

% Sudargo Gautama I, op. cit, hal 63
40




Tujuan penggunaan label ini untuk mengetahui asal suatu barang.
Sebagai contoh anggur yang dihasilkan di wilayah:‘ Bordeau)f diberi label
“Bordeaux Wine”, whisky yang dihasilkan di wilayah Scotchland diberi label
“Scotch Whisky”. Dengan adanya label ini masyarakat akan mehgetahui dari
mang asalnya anggur dan whisky tersebut.

Pengertian dari indikasi geografis terdapat dalam article 22 sub section 1
perjanjian TRIPS yang dirumuskan sebagai berikut :

“Geographical indication are, for the purpose of this Agrement, indications
which indentify a good as originating in the territory of a member, or a region
or locality in that territory, where a given qualily, reputation or other
characteristic of the good is essentially attributable to its geographical .
Menyrut perjanjian TRIPS indikasi geografis adalah tanda yang

mengidentifikasikan suatu barang sebagai berasal dari wilayah satu anggota
perjanjian TRIPS atau suatu wilayah atau tempat di dalam lingkungan itu, di
mana suaty kualitas tertentu, reputasi atau karakteristik lain daripada barang
itu berkaitan dengan daerah geografis.

Dengan mengacu pada ketentuan perjanjian ’I‘RIPS dalam Undang-
Undang Merek No.14 Tahun 1997 indikasi geografis dicantumkan dalam pasal
79 A yang dirumuskan sebagai berikut :

“Indikasi geografis dilindungi sebagai suatau tanda yang menunjukkan daerah
asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor
alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan
ciri kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan”

Mengenai perlindungan indikasi geografis, khusus untuk anggur dan

minuman keras [section 3 article 23 perjanjian TRIPS] tidak diatur dalam
Undang-Undang Merek di Indonesia, Karena di Indonesia dengan
masyarakatnya yang mayoritas beragama Islam, anggur dan minuman keras
tidak boleh diperdagangkan secara bebas, sehingga tidak ada perlidungan
hukum terhadap indikasi geografis untuk anggur dan minuman keras.

Syarat perlindungan untuk indikasi geografis, harus ada perlindungan di
negara asal. Jika indikasi geografis ini di negara asal tidak dilindungi atau
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sudah dihapuskan karena tidak dipakai lagi, maka indikasi geografis tersebut di
negara-negara anggota konvensi TRIPS lainnya juga tidak mendapat
perlindungan hukum,

Dalam hal tanda yang seharusnya dilindungi berdasarkan indikasi
geografis ini tidak didaftarkan, maka perlindungan terhadap tanda tersebut
adalah berdasarkan indikasi asal. Jadi indikasi asal merupakan tanda yang
semata-mata menunjukkan asal suatu barang yang mendapa",t perlindungan
tanpa melalui pendafiaran, o

Selalin itu UU Merek No. 14 Tahun 1997 juga memperluas perlindungan
terhadap merek tlerkenal yakni dengan ditambahkannya pasal 6 ayat [3] dan
[4]. Berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat [3] Kantor Merek dapat menolak
permintaan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya
atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik orang lain untuk
barang dan atau jasa yang sejenis. Perlindungan terhadap merek terkenal ini
meliputi pula penggunaan merek terkenal atas barang dan atau jasa yang tidak
sejenis, sepanjang dipenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih
lanjut dengan Peraturan pemerintah.

Sebetulnya ketentuan tfentang penolakan permohonan pendafataran
merek terkenal atau merek yang mirip merek terkenal milik orang lain
sebelumnya juga sudah diatur dalam Keputusan Ménteri Kehakiman RI
No.M.13-HC.02.01 Tahun 1991, Adapun yang dimaksud dengan merck
terkenal dalam keputusan tersebut adalah merek dagang yang secara umum
telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang
atau badan, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri.

Sebelumnya perlindungan terhadap merek terkenal diatur dalam UU
Merek No,19 tahun 1992 pasal 6 ayat [2a] yang menyatakan :

“ Permintaan pendaftaran merek juga ditolak oleh Kantor Merek, apabila

merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, merek dan nama
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badan hukum yang dimiliki orang lain yang sudah terkenal, kecuali atas
persetujuan tertulis dari yang berhak |
Ketentuan tentang merek terkenal dalam Undang-Undang Merek No.19 Tahun
1992 tersebut mengalami revisi pada Undang-Undang Merek No.14 Tahun
1997, pasal 6 ayat [2a]} berubah menjadi :
“ Permintaan pendaftaran merek juga ditolak oleh Kantor Merek, apabila
: [a] merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, dan nama
badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis
dari yang berhak “. .
Dalam Undang-Undaﬁg Merek yang baru, kata “merek” dan “yang sudah
terkenal ©, tidak dicantumkan lagi. Dengan dihapusnya 2 {dua] kata tersebut
maka pasal 6 ayat [2a] Undang-Undang Merek No.14 Tahun 1997 bukan
merupakan perlindungan untuk merek terkenal tetapi perlindungan untuk nama
orang terkenal, foto, dan nama badan hukum yang dimiliki \orang lain,
Perlindungan untuk merek terkenal pada Undang-Undang Merek baru, diatur
dalam 2 [dua] pasal yaitu pasal 6 ayat [3] dan pasal 6 ayat [4]. |
Pada pasal 6 ayat [3] Undang-Undang Merek No.14 Tahun 1997 dinyatakan
bahwa t
Kantor Merek dapat menolak permintaan pendafiaran merek yang
mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan
merek yang sudah terkenal milik orang lain untuk barang dan atau jasa
yang sejenis, '
Sedangkan pada pasal 6 ayat [4] Undang-Undang Merek No.14 Tahun 1997
menyatakan bahwa :
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat [3] dapat pula
diberlakukan terhadap barang dan atau jasa yang tidak sejenis sepanjang
memenuhi persyaratan tertenty yang akan ditetapkan !ebi!; lanjut dengan
Peraturan Pemerintah, _ E
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Kedua ketentuan tentang perlindungan untuk merek terkenal tersebut tidak
mensyaratkan adanya kewajiban pendafiaran terlebih dahulu bagi merek
terkenal. Jelaslah bahwa Undang-Undang Merek memberikan perlindungan
terhadap merek terkenal meskipun merek tersebut befum didaftarkan pada

Kantor Merek. Namun berhubung sampai saat ini Peraturan Pemerintah

sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat {4] UU Merek No.14 Tahun 1997
masih belum ada, maka tentu saja perlu dilakukan ketelitian yang cermat bagi
Kantor Merek dalam penolakan terhadap permohonan pendaftaran merek yang
mirip merek terkenal,

Penolakan oleh Kantor Merek dalam hal ini akan sangat ditentukan oleh
kemampuan, kecermatan dan subjektifitas pemeriksa merek, serta informasi
yang dimiliki Kantor Merek terhadap data-data objek merek terkenal maupun
merek yang sudah terkenal tetapi tidak atau belum didaftarkan oleh pemilik
atau pemegang hak atas merek terkenal tersebut.

Ketentuan lain vang juga memberikan perliﬁdungan terhadap merek
terkenal dalam Undang-Undang Merek No.14 Tahun 1997 iercantum pada
pasal 85 A ayat [1].

Dalam ketentuan tersebut Kantor Merek diberi kewenangan untuk
menolak permintaan perpanjangan dan atau pengalihan hak atas merek yang
serupa atau sama dengan merek terkenal yang diajukan oleh pihak yang tidak
berhak,

Pasal 85 A ayat [1} menyatakan :

Permintaan perpanjangan pendaftaran merek dan pengalihan hak atas
merek yang telah terdaftar ditolak oleh Kantor Merek apabila merek
tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya
dengan merek terkenal milik orang lain, dengan memperhatikan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat [3] dan ayat [4].

AJ3.2. Sistem konstitutif untuk menjamin kepastian hukum
Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu, dikenal 2 [dua]
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macam cara pendaftaran intuk memperoleh hak atas merek yaltu

1. Sistem Deklaratif [passief steisel]. '

2. Sistem Konstitutif [aktif/atributif stelsel],

Kedua sistem ini pernah diberlakukan di Indonesia. Sistem deklaratif dianut
pada saat berlakunya UU No.21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan
Merek Perniagaan, Sistem deklaratif menitik beratkan pengakuan hak atas
merek didasarkan pada pemakai pertama. Hal ini mengandung pengertian
bahwa pendaftaran merek bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya
memberikan dugaan atau sangkaan hukum / rechisvermoeden J, bahwa pihak
yang mereknya terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan
sebagai pemakal pertama dari merek terdaftar. |

Dalam sistem deklaratif fungsi pendaﬁaran hanya untuk memudahkan
pembuktian bahwa pendaftar adalah sebagai pemilik yang sah dan pemakai
pertama suatu merek. Oleh karena itu pendaftaran dalam sistem deklaratif
tidak merupakan suatu keharusan atau dengan kata lain tidak ada “wajib
daftar” bagi pemilik merek, untuk memperoleh perlindungan hukum.

Hal tersebut dianggap merupakan kelemahan dari sistem deklaratif yaitu
kurang adanya kepastian hukum bagi pemilik merek. Karena merek yang sudah
terdaftar masih dimungkinkan méndapat gugatan dari pemakai pertama yang
sesungguhnya. |

Contoh konkrit dapat dilihat dalam perkara yang sudah sangat terkenal
yaitu perkara “Tancho”. Dalam perkara “Tancho” ini pendaflaran yang telah

dilakukan oleh pengusaha Indonesia Wong A Kiong dari Finma Tokyo Osaka

Company Jakarta dibatalkan oleh Pengadilan [putusan Mahkamah Agung
No.677/K/SIP/1972 tanggal 13 Desember 1972], karena dipandang bertindak
tidak dengan iktikad baik. Dalam putusannya MA menyatakan bahwa
perusahaan Jepang yakni “PT Tancho Indonesia Co. Ltd” yang merupakan joint
venture antara “Tancho Co,Ltd” Jepang dengan “NV The City Factory” Jakarta
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adalah yang sebenarnya pertama-tama memakai merek “Tancho” dan
karenanya berhak atas merek “Tancho”, Pendaftaran dari pihak Wong A Kiong
pengusaha Indonesia telah dibatalkan dan dicoret dari Daftar Umum Merek.

Dari perkara ini dapat dilihat, meskipun suatu merek sudah didaftarkan
dalam DUM di Direktorat Paten pada waktu itu, ternyata masih dapat
dibatalkan oleh hakim atas permintaan dari pihak lain [dalam hal ini pihak lvar
negeri ],yang telah berhasil membuktian bahwa merekalah sesungguhnya yang
lebih dahulu memakai merek bersangkutan di Indonesia danpada si pendaftar.

Banyak munculnya perkara-perkara merek lainnya yang kemudian
menyebabkan dibatalkannya merek yang telah terdaftar, memberi kesan bahwa
sistem deklaratif kurang memberikan kepastian hukum.

Erman Rajagukguk mengemukakan, kelemahan lain dari sistem
deklaratif adalah memberi kesempatan bagi pihak tertentv untuk melakukan
persaingan curang. Kasus “Tancho” di atas merupakan salah satu bentuk
persaingan curang di bidang merek. Selain itu dikatakan sistem deklaratif juga
dapat menimbulkan semacam perdagangan merek. Hal itu dilakukan dengan
cara mendafiarkan merek-merek terkenal dari luar negeri pada Direktorat
Paten di Indonesia, Apabila kemudian hari pemilik merek yang asli datang ke
Indonesia dan menuntut pembajak mereknya, maka sang pembajak mencoba
menawarkan jalan damai dengan mengajak kerjasama atau jika ditolak mereka
meminta imbalan atau menjual merek tersebut kepada pemilik aslinya
Pendaftaran tanpa hak ini banyak menciptakan Trademark Trafficker pada era
undang-undang merek yang lama.

Berbeda dengah Undang-Undang Merek No.21 Tahun 1961 yang
menerapkan sistem deklaratif atau first fo use system, maka untuk lebih
menjamin kepastian hukum bagi pemilik merek, Undang-Undang Merek No.19
Tahun 1992 menganut sistem konstitutif atau first to file principle.

37 Erman Rajagukguk, Perl:‘rﬁmgan Merek Memasuki Era Baru, Jawa Pos, 16 April 1993, hnl 7
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Dalam penjelasan UU Merek No.19 Tahun 1992 huruf b dinyatakan
dalam undang-undang ini, penggunaan sistem konstitutif bertujuan menjamin
kepastian hukum disertai pula dengan ketentuan-ketentuan yang menjamin
segi-segi keadilan.

Untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik merek, maka'dalam
undang-undang ditetapkan suatu persyaratan formil dan substantif yang harus
dipenuhi oleh pendaftar dalam proses pendaftaran. Proses pendaftaran merek
dalam sister konstitutif dilakukan secara teliti dengan melalui beberapa tahap
pemeriksaan,

Pendaftaran berarti memasukkan atau mencatat merck secara resmi
dalam buku register oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Melalui proses
pendaftaran merek secara bertahap, diharapkan akan lebih dapat menjamin
kepastian hukum, karena hak atas merek hanya diberikan pada orang atau
badan hukum yang betul-betul berhak atas merek. Dengan demikian
pembatalan atas merek terdaftar karena adanya persamaan dengan merek orang
lain dapat dihindari,

Jadi dalam sistem konstitutif pendafataran adalah mutlak, untuk
terjadinya hak atas merek. Tanpa pendaftaran tidak ada hak eksklusif merek,
yang berarti tidak ada pula perlindungan hukum atas merek. Tetapi apabila
merek fersebut telah didaftarkan dan memperoleh sertifikat, maka merek itu
akan dilindungi dan orang lain tanpa hak dilarang memakai merek yang sama
baik pada keselurvhannya maupun sama pada pokoknya dengan merek
terdaftar.

Meskipun demikian bagi merek yang tidak terdafiar tetapi luas
pemakaiannya dalam perdagangan [well known trademark], tetap akan diberi
perlindungan terhadapnya terutama dari tindakan persaingan yang tidak jujur

Jaminan terhadap aspek keadilan dilakukan antara lain dengan
pembentukan cabang-cabang Kantor Merek di daerah dan pembentukan
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Komisi banding merek. Kemudian memberi kemungkinan untuk mengajukan
gugatan yang tidak terbatas melalui Pengadilan Negeri Jakarta: Pusat, tetapi
juga melalui Pengadiian Negeri lainnya yang akan ditetapkan secara bertahap
serta tetap dimungkinkannya gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara,
Bahkan dalam masa pengumuman permintaan pendaftaran merek
dimungkinkan pemilik merek tidak terdafiar yang telah menggunakan merek
sebagai pemakai pertama untuk mengajukan keberatan,

A4, Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik / Pemegang Hak Atas Merek.

Bertitik tolak dari landasan adanya pengakuan negara terhadap hak atas
merek yang bersifat eksklusif dan absolut, maka hukumpun harus memberikan
jaminan perlindungan yang penuh pula kepada pemilik atau pemegang hak atas
merek. Prinsip perlindungan harus mempunyai kekuatan hukum, schingga mampu
mencegah setiap perbuatan orang lain tanpa hak memakai merek yang sama atau
mengandung persamaan dengan merek terdaftar, '

Upaya mencegah dan memberantas pemalsuan merek dalam arti luas telah
menjadi titik sentral politik perlindungan hukum atas merek.. Alasannya, karena
setiap pemalsuan merek tidak hanya merusak nama baik merek yang
bersangkutan dan merugikan pemilik merek, tetapi juga dapat mengakibatkan
timbulnya dampak negatif yang lebih luas antara lain :

1. Merusak orde perdagangan bebas dan persaingan jujur, dan
2. Mendatangkan kerugian luas kepada khalayak ramai, karena disesatkan dan
terpedaya sehingga kéiiru membeli barang yang tidak bermutu.

Dalam upaya melindungi kepéntingan semuaz pikak termasuk
pemilik/pemegang hak atas merek, serta mecegah dampak négatif dari tindakan
pelanggaran merek, maka dalam Undang-Undang Merek perlindungan hukum
diwujudkan dalam bentuk tindakan preventif, edukatif dan refresif dengan
mengenakan sanksi-sanksi terhadap setiap pelanggaran. Adapun bentuk upaya
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hukum yang telah dirancang sebagai sistem pelayanan perlindungan hukum
kepada pemilik dapat berupa tindakan administratif, pertanggung jawaban perdata
serta tuntutan pertanggung jawaban pidana,
a. Tindakan Administratif,
Tindakan administratif merupakan kewenangan yang dilimpahkan pada Kantor
Merek yang dapat dikenakan pada setiap orang / badan hukum yang melakukan
pelanggaran terhadap hak merek. Sesuai dengan kewenangannya, tindakan
administratif yang dapat dilakukan oleh Kantor Merek antara lain :
1). Melakukan penolakan atas permintaan pendafiaran merek.
Pada tahap proses permintaan pendaftaran merek, peranan Kantor
Merek sangat menentukan dalam memberikan perlindungan hukum kepada
pemilik merek yang sudah terdaftar, Dengan kewenangan yang dimilikinya,
kantor Merck berhak menolak permintaan pendaftaran yang tidak
memenuhi persyaratan substansif yang ditetapkan dalam Undang-Undang
Merek. _ .
Penolakan permintaan pendaftaran merek dapat dilakukan kantor
Merek dengan memperhatikan ketentuan pasal 4 ayat 1, pasal 5 dan pasal 6
serta keberatan atau sanggahan atas pendaftaran merek tersebut bila ada.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan substantif
antara lain :
1, Pasal 4 ayat 1 menentukan merek hanya dapat didaftarkan atas dasar
permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik
2. Pasal 5 UU Merek No,19 Tahun 1992 menentukan, merek tidak dapat
didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur di bawah ini
Bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;
Tidak memiliki daya pembeda;
Telah menjadi milik umum; atau
Merupakan keterangan atau berkaitan dengan b‘arang atau jasa
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yang dimintakan pendaftaran,

Ketentuan tersebut berbentuk alternatif dan bersifat memaksa. Artinya

salah satu unsyr-unsur tersebut dilanggar sudah cukup alasan untuk
menyatakan merek yang diajukan tidak dapat didaftarkan.

3. Pasal 6 UU Merek No.14 Tehun 1997, menentukan permintaan
pendaftaran merek harus ditolak oleh Kantor Merek apabila ;

a.

Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya
dengan merek milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu
untuk barang dan atau jasa sejenis [pasal 6 ayat (1)].

Merupakanh atau menyerupai nama orang terkenal,foto, dan nama -

badan hukun yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan

‘tertulis dari orang yang berhak,

Merupakan peniruan atau menyerupai nama atau singkatan nama,
bendera, lambang atau simbol atay emblem, dari negara atau
lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan
tertulis dari pihak yang berwenang.

Merupakan peniruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel
resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah,
kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang ; atau
Merupakan atau menyerupai ciptaan orang lain yang dilindungi hak
cipta, kecuali atas persetujuan tertulis deri pemegang hak cipta
tersebut [pasal 6 ayat (2)].

Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya
dengan merek yng sudah terkenal milik orang lain atau badan
hukum lain untuk barang atau jasa sejenis [ pasal 6 ayat [3]. '
Ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat [3] dapat pula
diberlakukan terhadap barang dan atau jasa yang tidak sejenis
sepanjang dipenuhi persyaratan tertentu berdasarkan Peraturan
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Pemerintah [ pasal 6 ayat (4)]

4. Merek yang dimintakan pendafiarannya merupakan merek mlhk orang
atan badan hukum lain, atay mempunyai persamaan dengan merek milik
orang / badan hukum lain berdasarkan surat keberatan atau oposisi yang
diajukan oleh pemilik merek.

Apsbila pada pemeriksaan substantif salah satu dari beberapa
ketentuan tersebut dilanggar, maka sudah dapat dijadikan dasar alasan
penolakan permintaan pendaftaran merek oleh Kantor Merek.

Dalam hal Kantor Merek berkesimpulan bahwa permintaan
pendaftaran merek tidak dapat didaftarkan atau harus ditolak, maka
Kantor Merek menetapkan keputusan penolakan permintaan pendaftaran
merek tersebut, Keputusan penolakan diberitahukan secara tertulis
kepada orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan
permintaan pendaftaran merek dengan menyebutkan alasannya,

Tindakan penegakan hukum melalui penolakan permintaan
pendaftaran merek atas alasan bertentangan dengan pasal 6 sangat efektif
melindungi pemilik merek yang sudsh terdafiar atas perbuatan
“counterfeiting” atau ‘pembajakan"merek.

Ketelitian Kantor Merek dalam menerima permintaan pendaftaran
merek yang memenuhi persyaratan substantif dan menolak permintaan
pendaftaran merek yang mengandung pemalsuan, merupakan tindakan
“cdukatif”, “korektif’, dan “preventif® untuk nienciptakan kondisi
pertumbuhan ekonomi yang sehat dalam kehidupan perdagangan
nasional, regional dan global, Oleh karena 1tu dalam sistem konstitutif,
Kantor Merek sebagai pintu gerbang tegaknya perlindungan merek harus
mampu menampilkan kinerja yang baik dalam melindungi  pemilik
merek dan masyarakat dari perbuatan persaingan curang di bidang

merek.
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2). Penghapug»an pendaftaran merek dari DUM.

Dalé,m ketentuan pasal 51 ayat [1] undang-undang memberikan
wewenang‘E kepada Kantor Merek secara “ex officio” atau atas prakarsa
sendiri untuk mengambil tindakan administrasi, yakni melakukan
penghapus:an pendaftaran merek dari DUM, Tindakan penghapusan
pendaftaran merek dapat dilakukan Kantor Merek apabila diperoleh bukti
yang cukub atas dasar alasan bahwa :

1. Merek tlclak digunakan atau “non use”, :

Merek yang telah didaftarkan dalam DUM oleh pemilik tidak
digunakan berturut-turut selama tiga tahun atau lebih dalam perdagangan
barang dan jasa sejak tanggal terdaftar atau pemakaian terakhir, kecuali
ada alasan yang dapat diterima oleh Kantor Merek. Alasan yang dapat
diterima oleh Kantor Merek dalam hal ini adalah :

a, Larangan impor; _

b. Larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang

yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan
dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara ; atau

¢, Larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan

' Pemerintah [ pasal 51 ayat (3) UUM No. 14 Tahun 1997 ],
2. Merek digunakan tidak sesuai dengan yang didaftarkan,

Kantor Merek berdasarkan wewenangnya akan menghapus atau
mencoret merek terdaftar dari DUM, apabila merek tersebut digunakan
untuk jenis barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang
atau jasa yang dimintakan pendaftarannya, termasuk pemakaian merek
yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar [ pasal 51 ayat (2b) UUM
No. 14 Tahun 1997 ]. Sebagai contoh dalam permintaan pendaftaran,
merek akan digunakan untuk melindungi jenis barang-barang perabot
rumah atau dapur, gelas, porselin dan pecah belah dari.tembikar yang
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temasuk dalam kelas 21. Kenyataannya merek tersebut digunakan untuk
jenis barang lain dari yang didaftarkan, baik yang masih berada dalam
satu kg:las ataupun yang berbeda kelasnya. Ketidak sesuaian dalam
pengguhaan ini meliputi pula bentuk penulisan kata atau huruf, atau
penggunaan warna yang berbeda.

Perbuatan pemilik merek yang dengan sengaja maupun karena lalai
menggunakan merek yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa
yang didaftarkan adalah merupakan perbuatan penyelewengan atau
pelanggaran hukum. Perbuatan seperti ini termasuk pemalsuan atau
pembajjakan merek dalam arti luas yang sangat bertentangan dengan
undang:-undang merek, Oleh karena itu, dalam rangka membina
terciptdnya persaingan sehat dengan penggunsan merek secara “jujur”
atau “fair use” dan “beriktikad baik” atau “good faith’, maka sudah
sepantasnya Kantor Merek bertindak menghapuskan pendaftaran merek
tersebut dari DUM,

Dengan pelimpahan wewenang dari undangundang yang
memberikan peran serta kedudukan yang sangat besar kepada Kantor
Merek untuk melakukan pengawasan atas pembinaan perkembangan
merek di Indonesia, diharapkan Kantor Merek tidak segan mengambil
tindakan tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum di bidang
merek,

Namun, tindakan Kantor Merek menghapuskan pendaftaran merek
atas prékarsa sendiri harus berdasarkan alasan yang sah menurut undang-
undang dan didukung oleh bukti-bukti yang cukup. Kesalahan dalam
mengambil tindakan dapat digugat balik oleh pemilik merek,

Demi kepentingan pemilik merek dalam memperoleh jaminan
perlindungan hukum, undang-undang memberi hak kepada pemilik
merek untuk mengajukan keberatan atas tindakan kantor Merek.
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Keberatan terhadap keputusan penghapusan pendafiaran merek oleh
Kantor Merek dapat diajukan pemilik merek dalam bentuk pengajuan
gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Negeri lain
yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden, ~

Menghadapi terjadinya pelanggaran terhadap hak atas merek |,
tindakan administratif juga dapat dilakukan oleh instansi lain diantaranya
melalui pabean, badan standar industri dan badan pengawas peﬁyiaran
periklanan, '

Dalam perundang-undangan di Indonesia, ketentuan Konvensi
Paris pasal 9 tentang penyitaan atau larangan impor atas barang yang
menggunakan merek palsu atau tidak sah, telah diakomodasikan dalam
pasal 54 UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan,

Tindakan administratif dalam hal terjadinya impor barang yang
menggunakan merek palsu atau tidak sah, dapat dilakukan oleh Pejabat
Bea Cukai atas perintah tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri. Keputusan
Ketua Pengadilan Negeri itu dikeluarkan atas permintaan pemilik atau
pemegang hak atas merek untuk menangguhkan sementara waktu
pengeluaran barang.impor dan eckspor dari kawasan Pabean yang
berdasarkan bukti yang cukup diduga merupakan hasil pelanggaran atas

- merek yang dilindungi di Indonesia,

Tindakan administratif oleh Badan Standar Industri dapat
dilakukan dengan mengeluarkan Keputusan untuk melarang barang yang
memakai merek tidak sah, yang diduga tidak memenuhi persyaratan
standar indutri ya;mg ditentukan, Tindakan ini dimaksuhkan untuk
melindungi konsumen dan pemilik merek yang dirugikan, karena
penggunaan merek yang tidak sah yang menyebabkan barang tersebut di
bawah standar / inferior quality goods or services].

Untuk mencegah meluasnya pelanggaran terhadap hak merek,
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pengawasan dapat juga dilakukan oleh Badan Standar periklanan,
Pengawas periklanan dengan kewenangannya mengontrol situasi
persaingan di pasaran melalui kode etik periklanan, dapat melarang iklan
merek yang menyesatkan konsumen, sehingga konsumen terhindar dari
kerugian,®®

Penanganan melalui administrasi negara oleh tiga badan yang
disebutkan di atas tidak diatur dalam undang- undang merék, dan
karenanya akibat hukum atas tindakan tersebut tidak menyebabkan
hapusnya perlindungan hukum atas merek. Hapusnya perlindungan
huku_m‘ atas merck akibat dari adanya pelanggaran merek harus diajukan
melalml suatu badan peradilan, '

b. Tuntutan Pertanggung Jawaban Perdata.

Perbuatan menggunakan merek untuk barang dan atau jasa yang
mempunyai ip'e_rsa':una:.;m pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek
terdafiar milik orang lain atau badan hukum lain tanpa hak, dalam undang-
undang merek tergolong perbuatan pelanggaran hukum terhadap hak atas -
merek.

Pemilik atau pemegang hak atas merek yang dirugikan akibat terjadinya
tindak pelanggaran merek tersebut, berhak menuntut secara perdata terhadap
pihak yang melakukan pelanggaran. Hak bagi pemilik merek untuk
mengajukan gugatan perdata diatur dalam UUM No. 14 tahun 1997 BAB VIII
dengan judul “Gugatan Atas pelanggaran Merek”, Ketentuan ini merubah
ketentnan UUM No.19 Tahun 1992 BAB VI dengan judul “Gugatan Ganti
Rugi”.

Perubahan “Gugatan Ganti Rugi” menjadi”Gugatan Atas Pelanggaran

3% M. Djumhana dan R Djubaldlllah Hak Milik Intelektual sejarah, teori dan prakteh:ya, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1994, hal 194 - 197
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Merek” dimaksudkan selain untuk menyesuaikan de;!ga_n perubahan ketentuan
pasal 6 yang telah diperluas meliputi barang dan atau jasa yang tidak sejenis,
juga untuk menetapkan bahwa ketentuan ini tidak lagi menyatakan secara tegas
isi gugatan. Sebab dalam melakukan tuntutan perdata, isi gugatan yang akan
diajukan sepenuhnya merupakan kepentingan pihak yang bersangkutan yang
tidak harus ditentukan isinya dalam undang-undang. Penggugat berhak untuk
mengajukan hanya satu tuntutan atau bahkan beberapa tuntutan sekaligus.

Dalam praktek isi guagatan ganti rugi terhadap pelanggaran merek antara
lainberupa: - gugatan ganti rugi |

- penghentian pemakaian merek
- gugatan untuk mendapatkan keuntungan yang
seharusnya diperoleh.

Hak pemilik merek untuk mengajukan gugatan atas pelanggaran merek
diatur dalam pasal 71 ayat [1] yang menyatakan "Pemilik merek terdaftar
dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang secara
tanpa hak menggunakan merek untuk barang dan atau jasa yang mempunyai
persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan mereknya”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, untuk dapat mengajukan gugatan atas
pelanggaran merek, harus dipenuhi 3 unsur yang akan dijadikan sebagai dalil
gugatan antara lain :

a. Merek yang digunakan oleh tergugat mempunyai persamaan pada
pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang atau badan
hukum lain,

b. Merek milik orang atau badan hukum lain itu sudah terdafiar dalam
DUM.

¢. Penggunaan merek oleh tergugat dilakukan tanpa hak.

Apabila ketiga unsur yang ﬁimaksud sudah dipenuhi, maka penggugat
sudah dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran merek. Unsur kesalahan
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dalam UU Merek dirumuskan secara positif yakni “tanpa hak”, Penafsirannya
lebih diarahkan untuk mencari fakta apakah perbuatan tergugat menggunakan
merek terdaftar milik orang atau badan hukum lain itu tanpa melalui alas hak
yang sah berupa |

1. pengalihan hak dalam bentuk : pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian

atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang,

2. perjanjian pemberian lisensi

Jadi, apabila tergugat menggunakan merek tanpa pengalihan hak atau
pemberian lisensi oleh pemilik, maka penggunaan merek yang mempunyai
persamaan dengan merek orang lain yang sudah terdafiar dianggap penggunaan
merek tanpa hak,

Pengertian “tanpa hak” dalam pelanggaran merek tidak berarti
penggunaan merek yang tidak terdaftar. Merek yang tidak ierdafiar tidak
merupakan pelanggaran hukum sepanjang merek tersebut tidak mempunyai
persamaan dengan merek orang lain yang sudah terdafiar lebih dahulu. Namun,
dalam sistem konstitutif merek yang tidak terdaftar ini tidak memperoleh
pengakuan hak atas merek dan karenanya tidak memperoleh perlindungan
hukum. |

Dalam pelanggaran merek ini, merek orang atau badan hukum lain yang
digunakan oleh tergugat, haruslah merek yang sudah terdaftar, Karena dalam
sistem konstitutif perlindungan hukum hanya diberikan kepada merek yang
terdaftar. Dengan demikian hak menggugat juga hanya ada pada pemilik merek
terdaftar. Sedangkan untuk merek yang digunakan tergugat atau merek yang
digunakan tanpa hak tersebut tidak disyaratkan harus terdafiar, Kecuali
gugatan untuk pembatalan merek yang ditujukan terhadap merek yang sudah
terdaftar, Jika merek‘ yang digunakan tergugat juga harus terdafiar lebih dahulu,
maka pembajak atau pemalsy merck akan bebas melakuken perbuatan
tersebut, karena peniilik merek asli tidak berdaya menjangkau dirinya selama
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merek yang digunakan tidak terdaftar. Dalam keadaan yang demikian, gugatan
atas pelanggaran merek akan menjadi tidak efektif, sebab pembajak atau
pesaing curang sengaja tidak mendafiarkan merek yang digunakannya untuk
menghindari dari tuntutan pemilik merek.

Pada waktu berlakunya UU No.21 tahun 1961, suatu perkara yang tunduk
pada hukum acara yang bersifat khusus seperti gugatan pembatalan
pendaftaran merek berdasarkan UU No.21 Tahun 1961, tidak boleh
digabungkan dengan perkara gugatan ganti rugi berdasarkan pasal 1365 KUH
Perdata. Meskipun pada prinsipnya kedua gugatan tersebut mengandung
hubungan yang erat atau saling berkaitan, tetapi tidak boleh digabungkan,
karena antara kedua gugatan tersebut terdapat perbedsan ketentuan hukum
acaranya dalam melakukan upaya hukum,

Putusan Pengadilan Negeri atas gugatan pembatalan pendaftaran merek
berdasarkan UU No.21 Tahun 1961 merupakan putusan tingkat pertama dan
terakhir, oleh karenanya tidak dapat diajukan permohonan banding tapi
langsung kasasi. Sedangkan putusan Pengadilan Negeri atas gugatan ganti rugi
yang bersifat sengketa perdata murni, merupakan putusan tingkat pertama yang
dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Dengan ketentusn hukum acara
yang berbeda seperti ini, jelas tidak mungkin dua tuntutan tersebut diajukan
bersama-sama dalam satu gugatan, Penerapan sistem gugatan secara terpisah
menyebabkan gugatan atas persaingan curang di bidang merek berlangsung
dalam wakty yang sangat lama dan penyelesaian perkara menjadi berbelit-
belit. -

Setelah berlakunya UUM No.19 tahun 1992 dan UUM No.14 tahun
1997, semua gugatan atas pelanggaran merek merujuk pada ketentvan kedua
undang-undang merek tersecbut, Berdasarkan j)elembagaa_n yang bersifat
khusus, maka tuntutan pembatalan pendaftaran merek dengan tuntutan ganti
rugi dimungkinkan untuk diajukan secara kumulasi dalam satu surat gugatan.
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Penggabungan gugatan dalam undang-undang merek ini akan mempermudah
penyelesaian tuntutan ganti rugi dalam waktu relatif lebih singkat. Dengan
demikian perlindungan hukum dalam bentuk ganti rugi dapat dioptimalkan,

Dalam UUM No.14 tahun 1997 perlindungan hukum juga diberikan
terhadap indikasi geografis dan indikasi asal, maka penggunaan indikasi
geografis ataupun indikasi asal tanpa hak juga dapat digugat oleh mereka yang
berhak atau pemegang hak atas indikasi geografis atau indikasi asal. Hak untuk
mengajukan gugatan atas penggunaan indikasi geografis tanpa hak, tercantum
dalam UUM No. 14 tahun 1997 pasal 79 B antara lain :

b. Ayat [1] Pemegang hak atas indikasi geografis, dapat mengajukan
gugatan terhadap pemakaian indikasi geografis secara tanpa hak,
berupa permintaan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta
pemusnahan etiket indikasi geografis yang digunakan secara tidak szh
tersebut, .

C. Ayat [2] Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang
haknya dilanggar, "hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk
menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakan, serta memerintahkan
pemusnahan etiket indikasi geografis yang digunakan secara tidak sah
tersebut,

Untuk perlindungan terhadap indikasi asal, pasal 79 E menyatakan

bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 B tersebut berlaku
pula terhadap pemegang hak atas indikasi asal,

Dalam tuntutan perdata ini, gugatan atas pelanggaran merek dapat juga
diajukan oleh pihak penerima lisensi merek terdafiar, baik secara sendiri atau
bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan. Hal ini merupakan
pengakuan lebih lanjut atas hak seorang penerima lisensi [licencee].

. Tuntutan Pertanggung jawaban Pidana.

Dalam upaya meningkatkan efektifitas perlindungan hukum kepada
pemilik merek terdaftar dan terutama untuk memberikan perlindungan kepada
masyarakat sebagai konsumen, negara berhak melakukan tuntutan pidana atas
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pelanggaran hukwin terhadap hak merek.

Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 76 UUM No.19 Tahun 1992,
bahwa pengajuan gugatan atas pelanggaran merek kepada pelaku, tidak
mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan tindak pidana di bidang
merek,

Dalam undang-undang merek yang berlaku saat ini, untuk semua tindak
pidana di bidang merek, mengenai unsur delik pidananya dan juga ancaman
pidananya telah diatur secara khusus. Pengaturan tentang ketentuan tindak
pidana merek secara khusus dalam und.ang-undang' merek, menunjukkan
bahwa tindak pidana merek tergolong sebagai suatu tindak pidana yang diatur
secara khusus yang berada di luar ketentuan tindak pidana umum dalam
KUHP. Dengan demikian ketentuan pidana di bidang merek yang diatur dalam
pasal 81 sampai dengan pasal 84 UUM No.14 tahun 1997 yang merubah BAB
XI pasal 81 sampai dengan pasal 84 UUM NO.19 Tahun 1992 akan
diberlakukan terhadap semua tindak pidana di bidang merek.

Berhubung tindak pidana di bidang merek ini bukan merupakan delik
aduan, maka untuk mengefektifkan perlindungan hukum terhadap pemilik
merek dan masyarakat dari perbuatan yang merugikan tersebut, perlu adanya
tindakan tegas dari aparat penegak hukum terhadap pelaku, tanpa harus
menunggu laporan pihak yang dirugikan.

B. PELANGGARAN MEREK DAN UPAYA - UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK
MENINGKATKAN PERLINDUNGAN MEREK,

B.1. Pelanggaran Hukum. Terhadap Hak Merek
Dalam dunia usaha motivasi mencari keuntungan yang sebesar - besarnya
dengan menguasai pasar telah menimbulkan peluang bersaing yang merupakan
salah satu ciri penting perusahaan swasta.
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Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan perdagangan mulai dari
lingkup yang berskala nasional, regional bahkan sampai pada skala global, maka
persainganpun  berlangsung semakin ketat sesuai deugan perkembangan
perdagangan itu sendiri,

Pada hakekatnya persaingan dalam dunia usaha adalah baik dan jika terjadi
dalam batas-batas yang wajar serta dilakukan secara Jujur, justru akan
mengmbangkan dunia perdagangan. Karena persaingan dapét menciptakan
rangsangan atau semangat bagi pelaku-pelaky bisnis untuk memajukan usahanya
dengan menghasilkan produk-produk barang yang terbaik ateu memberikan
pelayanan jasa yang terbaik kepada konsumen, |

Akan tetapi, apabila persaingan tersebut dilakukan secara tidak Jujur, yakni
untuk memenangkan persaingan, pelaku bisnis yang satu berusaha menyaingi
lawannya dengan perbuatan yang melanggar hukum serta melanggar norma sopan
santun dalam lalu lintas perdagangan maka persaingan berubah menjadi
persaingan melawan hukum atau sering disebut dengan pesaing curang.

Mengingat sangat luas dan kompleksnya cakupan perbuatan persaingan
curang, maka pelanggaran terhadap hak merek dapat juga dimasukan ke dalam
suafu perbuatan persaingan curang, Hal ini disebabkan karena perbuatan
penggunaan merek orang lain tanpa hak biasanya dilakukan oleh seseorang atau
badan hukum untuk memperoleh keuntungan dalam biénis melalui persaingan
bisnis secara tidak jujur,

Dimasukkannya perbuatan pelanggaran hak merek dalam perbuatan
persaingan curang dapat dilihat dalam beberapa ketentuan international yang
menyangkut hak milik intelektual,

Dalam Model Law for Developing Countries on Mark, Trade Names, and
Acts of Unfair Competition, dicantumkan mengenai perbuatan yang termasuk
konkurensi curang, Section 50 : Acts of Unfair Competition menyat;a_lcan : Any act

of competition contrary to konest practices in industrial or commercial matters
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shall be unlawfull. Pasal ini menyatakan bahwa setiap perbuatan kompetisi yang
bertentangan dengan “honest practices in industrial commercial matters”
dianggap tidak sah,

Ketentuan tentang unfair competitian dalam Model Law tersebut sejalan
dengan ketentuan dalam Paris Convetion pasal 10 bis. Dalam Paris Convention
pasal 10 bis ayat [1] dinyatakan bahwa : The Countries of the Union are bound to
assure to nationals of such countries effective protection against competition. Di
sini dikehendaki bahwa negara-negara peserta union terikat untuk memberikan
kepada para warga negara dari negara-negara peserta perlindungan yang efektif
terhadap “unfair competition” [persaingan tidak sewajarnya).

Dalam ayat ke dua pasal 10 bis ini dikemukakan bahwa tiap perbuatan yang
bertentangan dengan “honest practies in industrial and commmercial matters”
dianggap sebagai perbuatan persaingan curang (unfair competitiqn) . Ketentuan
ini sama seperti perumusan dalam pasal 50 Model Law for Developing Countries,
yang menggunakan istilah unfawfull untuk persaingan curang,

Selanjutnya dalam ayat 3 pasal 10 bis Paris Convention menentukan bahwa
secara khusus dilarang : Semua perbuatan yang akan menciptakan kekacauan
[kekeliryan] dengan cara apapun berkenaan dengan asal usul daripada barang
bersngkuytan atau berkenaan dengan usaha-usaha industri komersial dari seorang
pengusaha yang bersaing,

Tiap bentuk yang paisu berkenaan dengan sifat barang bersangkutan yang
dimaksud untuk mendiskreditkan barang dan usaha dari seorang pengusaha yang
bersaing, juga tidak diperbolehkan.. Juga ditentang semua tindakan-tindakan dan
indikasi-indikasi yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal
usul dari barang yang bersangkutan.*

Sehubungan dengan konkurensi curang, dalam Paris Union Convention

* Sudargo Gautama,”Rizawanto Winata, Komentar Atas Undang-Undang Merek baru 1992 Dan Peraturan-
Peraturan Pelaksanaannya, Alumni, Bandung, 1996, hal 29-30,
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perlu diperhatikan pula ketentuan pasal 6 bis. Dalain pasal ini ditentukan bahwa
negara-negara peserta Union dapat secara ex officio {jika dipefbolehkan oleh
perundang-undangan negara mereka] atau atas permintaan déri pihak yang
berkepentingan, menolak atau membatalkan pendaftaran suatu trade mark yang
metupakan reproduksi, imitasi atau terjemahan [translation] belaka, yang dapat
menimbulkan kekeliruan dari suatu merek yang dianggap sebagai merek yang
terkenal [well known trademark] di negeri itu serta dipakai barang-barang sejenis.

Ketentuan tentang pelanggaran hak merek atau persaingan curang di bidang
merek yang merupakan tindak pidana, tidak diatur secara khusus dalam Undang-
Undang no.21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan,

Pada waktu berlakunya UU No.21 Tahun 1961, setiap pelanggaran merek
yang berindikasi pidana atau mengarah pada suatu tindak pidana, maka
diberlakukan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni pasal
382 bis KUHP untuk tindak pidana memperdaya khalayak ramai atau konsumen,
dan pasal 393 KUHP untuk pemalsuan merek. |

Berbeda dengan Undang-Undang Merek No.21 Tahun 1961 yang tidak
mencantumkan sanksi pidana atas pelanggaran merek, dalam Undang-Undang
Merek No.19 tahun 1992 dan Undang-Undang Merek No.14 Tahun 1997 yang
merupakan revisi Undang-Undang Merek, ketentuan pidanz merek telah
dicantumkan secara khusus dalam BAB XI tentang Ketentuan Pidana.

Dengan adanya ketentuan khusus ini berarti berdasarkan Undang-Undang
Merek, tindak pidana merek merupakan “tindak pidana khusus” yang berada
diluar ketentuan “tindak pidana umum” yang diatur dalam KUHP.

Perbuatan persaingan curang dibidang merek adalah suatu perbuétan
pelanggaran hukum terhadap hak atas merek dan dalam Undang-Undang merek
merupakan suatu tindak pidana.

Berdasarkan Undang-Undang Merek No.19 Tahun 1992 jo Revisi Undang-
Undang Merek No.14 Tabun 1997 tindak pidana dibidang merek diklasifikasikan
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dalam 2 [dua] bentuk yaitu :

1. Tindak Pidana Kejahatan, dan

2. Tindak Pidana Pelanggaran.

Tindak pidana dibidang merek merupakan kejahatan, apabila perbuatan
seseorang atau badan hukum dalam menggunakan merek atas barang dan atau
jasa melanggar ketentuan dalam pasal 81, pasal 82, pasal 82A dan pasal 82B
Undang-Undang Merek No.14 Tahun 1997. Sedangkan tindak pidana di bidang
merek merupakan pelanggaran, apabila perbuatan seseorang atau badan hukum
memperdagangkan barang dan atau jasa yang diketahui atau patut diketahui
bahwa barang dan atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana
dimaksud dalam pasal 81, pasal 82, pasal 82 A dan pasal 82B,

Berdasarkan Undang-Undang Merek, dari dua bentuk tindak pidana merek
tersebut dapat digolongkan 4 {empat] macam pelanggaran merek yaitu :

1. Perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan secara sengaja dan tanpa

hak menggunakan merek yang sama,

2. Perbuatan pelanggaran yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak
menggunakan merek yang serupa.

3. Perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan karena kelalaian.

4. Perbuatan pelanggaran merck karena menggunakan tanda yang
dilindungi berdasarkan indikasi geografis atau indikasi asal yang
dilakukan secara sengaja dan tanpa hak schingga menyesatkan
masyarakat mengenai asal barang atau jasa®,

Tindak pidana kejahatan terhadap pelanggaran macam 1 dan 2 dimmuskan

dalam pasal 81 dan 82 Undang-Undang Merek No.14 tahun 1997,
Pasal 81 Undang-Undang Merek No.14 Tahun 1997 menetapkan :

 [nsan Budi Maulaua, Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa, (selanjutnya
disingkat Insan Budi Maulana IT), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 125, lihat lebih lanjut pasal 81-84
Undang-Undang merek No. 19 Tahun 1992 dan Undang-Undang Merek No. 14 Tahun 1997
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* Barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang
sama pada keseluruhannya dengan merek terdaflar milik orang lain atau badan
hukum lain untuk barang dan atau jasa sejenis maupun tidak sejenis yang
diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 7 [tujuh] tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,- [seratus juta
rupiah]”. ‘

Pasal 82 Undang-Undang Merek No.14 Tahun 1997 menetapkan ;

“Barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang

sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan
hukum lain, untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau
diperdagangkan , dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 [lima] tahun
dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- [lima puluh juta rupiah]",

Ketentuan pidana yang dirumuskan dalam pasal 81 dan pasal 82 Undang-

Undang mengandung unsur delik yang sama sepanjang mengenai
1. Subjek pelaku : orang atau badan hukum
2. Unsur mens rea [niat untuk melakukan kejahatan] : dengan sengaja
3. Unsur melawan hukum : tanpa hak ) .
4, Unsur actus reus ftindak kriminal] : menggunakan [dalarfx produksi dan
atau perdagangan], _

Sedangkan perbedaan antara kedua pasal tersebut hanya menyangkut bentuk

dan penggunaan mereknya,
Pasal 31 menyebutkan, menggunakan merek :
1) Se!una pada keseluruhannya
2) Untuk barang dan atau jasa sejenis maupun tidak sejenis [khusus
untuk merek terkenal],
Sedangkan pasal 82 menyebutkan, menggunakan merek :
1) Sama pada pokoknya
2) Untuk barang dan atau jasa sejenis.

Dalam penjelasan pasal 6 ayat [1] dikatakan yang dimaksud dengan
“persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya” adalah adanya kesan yang sama
antara lain baik mengenai bentuk, cara penempatan, atau kﬁmbin’asi antara unsur-
unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek yang
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bersangkutan,

Secara umum pengertian mempunyai persamaan secars keseluruhan
lentireties similar] ada]ah peniruan [imitation], mengcopy atan memproduksi
secara bulat dan utuh merek orang lain serta bersamaan dengan itu sekaligus

terdapat persamaan yang persis mengenai : jenis barang atau jasa, kelas barang, -

persamaan bahan barang, desain, penggunaan dan pemeliharaan, proses produksi,
atau meliputi persamaan persaingan, segmen pasar dan jalur pemasaran,

Faktor-faktor tersebut tidak harus terpenuhi semuanya, tetapi faktor yang
paling menentukan adalah persamaan logo, gambar, tylisan atau bunyi, jenis dan
kelas barang, kegunaan serta jalur pemasaran, Apabila faktor-faktor ini terpenuhi,
maka sudah terwujud persamaan yang menyeluruh, -

Sedangkan persamaan pada pokoknya mengandung pengertian bahwa suatu
merek mempunyai persamaan yang hampir identik atau sangat mirip dengan
merek terdaftar milik orang lain. Kemiripan yang melekat pada merek yang
digunakan pelaku dengan merek terdaftar terebut dibuat sedemikian rupa
sehingga dapat .menyesatkan konsumen, karena sﬁli_t '\ bagi konsumen untuk
membedakan merek yang asli dengan yang palsu. Jika &ilihat sepintas hampir
tidak ada perbedaaan, bahkan menimbulkan kesan sama dengan yang asli.
Persamaan atau kemiripan yang membingungkan itu biasanya terjadi dalam hal :
penampilan, bunyi, konotasi, kesan atau persamaan dalam asosiasi.

Perbedaan antara “persamaan secara keseluruhan” dengan “persamaan pada
pokoknya” , perlu dipertegas, karena perbedaan dari dua kata tersebut
menyebabkan perbedaan dalam ancaman hukumannya. .

Selain itu perbedaan “sama pada keselwuhannya” dan “sama pada
pokoknya” juga menyébabkan perbedaan larangan untuk mengganakan merek
tersebut. Apabila merek terebut sama pada keseluruhannya, maka 1arangan
penggunaannya tidak hanya untuk barang dan atau jasa yang sejenis, tapi juga
meliputi barang dan atau jasa yang tidak sejenis. Sedangkan untuk merek yang
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“sama pada pokoknya” larangan penggunaannya hanya untuk barang dan atau jasa
yang sejenis, kecuali bagi merek yang sudah terkenal . Larangan penggunaan
meliputi pula barang dan atau jasa yang tidak sejenis,*!

Berhubung dalam Undang-Undang Merek No.14 Tahun 1997 diatur pula
perlindungan terhadap indikasi geografis dan indikasi asal, maka tindak pidana di
bidang merek juga meliputi pasal 82A dan pasal 82B Undang-Undang, yang
merupakan pelanggaran macam ke 4.

Rumusan yang diatur dalam pasal 82A berbunyi :

Pasal 82A ayat [1] "Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan
tanda yang sama pada keseluruhannya dengan indikasi geografis milik pihak lain
untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdafiar, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 7 [tujuh] tahun dan denda paling banyak
Rp.100.000.000,- [seratus juta rupiah]”, '

Ayat [2] .” Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang
sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang
yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 [lima] tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,-
[lima puluh juta rupiah]”.

Sedangkan pasal 82B tentang indikasi asal berbunyi ;

“ Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi
berdasarkan indikasi asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau
menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau jasa tersebut, dipidana
dengan pidana penjara paling lama S [lima] tahun dan denda paling banyak
Rp.50.000.000,~ [lima puluh juta rupiah]”.

Secara prinsip unsur-unsur delik dalam pasal 82A ayat [1] dan [2] serta

pasal 82B adalah sama dengan unsur delik dalam pasal 81 dan 82 Undang-
Undang, Perbedaannya adalah dalam pasal 81 dan pasal 82 menyangkut merek
sedangkan pasal 82A dan pasal 82B menyangkut indikasi geografis dan indikasi
asal, ,

Selain tindak pidana kejahatan dalam Undang-Undang Merek diatur puia
tentang tindak pidana pelanggaran, Tindak pidana pelanggaran diatur dalam pasal

“! lihat pasal 6 ayatl 4 Und@g—Undm Merek No.14 Tshun 1997, Peraturan Pemerintsh sebagaimana
dimeksud dalam pasal 6 ayat 4 sampai saat ini belum ada.
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84 Undang-Undang Merek No. 14 Tahun 1997 yang berbunyi sebagai berikut :

“ Barangsiapa memperdagangkan barang dan atau jasa yang diketahui atau patut
diketahyi bahwa barang dan atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran
sebagimana dimaksud dalam pasal 81, pasal 82, pasal 82A dan pasal 82B
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 [satu] tahun atau denda paling
banyak Rp.10.000.000,- [sepuluh juta rupish]”. |

Pada tindak pidana kejahatan sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu,

unisur perbuatan yang dapat dipersalahkan kepada pelaku adalah menggunakan
merek orang lain dalam kegiatan ‘produksi dan atau perdagangan”, Dalam hal ini
perbuatan menggunakan merek orang lain tanpa hak yang biasa disebut dengan
istilah pemalsuan, pembajakan, peniruan, ataupun pemboncexigan, dilakukan
Iangsung oleh pelaku. '

Tetapi pada tindak pidana pelanggaran di bidang merek unsur kesalahan
yang dapat dituntut pertanggung jawaban pidananya kepada pelaku terbatas pada
perbuatan ‘memperdagangkan”, Disini pelaku tidak menggunakan merek orang
lain tanpa hak, melainkan hanya memperdagangkan barang dan atau jasa yang
merupakan hasil dari tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh orang lain atau
badan hukum lain,

Sejauh mana suatu perbuatan ténnasuk perbuatan “memperdagangkan”,
tidak dibatasi pada perbuatan tertentu saja tetapi disesuaikan dengan kondisi
perkembangan bisnis, Pada saat sekarang yang termasuk benwk kegiatan
| perdagangan, misalnya meliputi pengiklanan atau promosi, menawarkan dalam
partai besar maupun dalam bentuk eceran, Sehingga pelakunya bisa agen tunggal,
distributor ataupun pengecer dan perbuatan-perbuatan lainnya\' yang dapat
digolongkah dalam perbuatan perdagangan,

Perbuatan memperdagangkan barang dan atau jasa yang menggunakan
merek palsu tersebut baru dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya
kepada pelaku, jika pelaku “mengetahui” atau “patut mengetahui” adanya tindak
kejahatan tersebut. Adanya unsur “mengetahui’ atau “patut mengetahui” dalam
diri pelaku akan menunjukkan adanya unsur kesengajaan.
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Oleh karena itu, untuk dapat dimintakan pertanggung j'awaban pidana
kepada pelaku berdasarkan pasal 84 ayat [1], maka dalam penerapan hukumnya
perlu dilakukan _pengkajian dan analisis terhadap kadar pengetahuan pelaku atas
perbuatan pelanggaran yang dilakukannya.

Berhubung dalam tindak pidana berdasarkan pasal 84 ayat [1] pelaku hanya
memperdagangkan barang dan atau jasa hasil kejahatan yang dilakukan oleh
pihak lain, maka perbuatannya termasuk kesalahan ringan yang digolongkan ke
dalam tindak pidana pelanggaran.

Dengan telah diaturnys ketentuan pidana secara khusus dalam Undang-
Undang Merek yang masing-masing telah pula ditentukan unsur delik dan
ancaman pidananya, maka dalam penerapannya terhadap semua bentuk tindak
pidana merek tidak dibolehkan lagi mencari unsur-unsur delik dan ancaman
pidana yang tercantum dalam pasal-pasal KUHP,

Dengan demikian, baik dari pendekatan doktrin maupun berdasarkan asas
pasal 2 KUHP, pada tindak pidana merek melekat asas ; “Jex specialis derogat lex
generalis”, Juga terhadap tindak pidana merek deﬁgan sendirinya harus
ditegakkan asas :” lex posterior derogat lex prior” ¥

B.2. Upaya Upaya Meningkatkan Perlindungan Hukum Di Bidang Merek.

Hukum dan ekonomi diakui mempunyai kaitan yang erat dan merupakan
dua bidang yang tidak dapat dipisahkan, karena antara satu dan lainnya saling
memperngaruhi. Agar kedua bidang ini dapat berjalan sejajar, maka
perkembangan ekonomi yang melaju dengan cepat harus diikuti pula dengan

- perkembangan perangkat hukum yang mampu mengantisipasi perubahan tersebut,

Apabila perkembangan ekonomi tidak diimbangi dengan perkembangan di
bidang hukum , maka akan timbul dampak yaitu munculnya praktik-praktik bisnis
yang tidak sehat atau persaingan curang dalam berbagai macam bentuknya. Di

“AM. Yahya Harahap, Loc. Cit, hal 695
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bidang merek persaingan curang yang merupakan pelanggaran terhadap hak atas
merek dapat terjadi berupa tindakan pembajakan, peniruan, pemalsuan,

pemboncengan merek terkenal dan sebagainya,

Meningkatnya persingan curang di bidang merek pada masa lalu, memang

tidak dapat dilepaskan dari lemahnya ketentuan hukum merek yang diatur dalam
Undang-Undang No.21 Tahun 1961. Kelemshan dari Undang-Undang Merek
No.21 Tahun 1961 karena hanya bersif:j mengatur administrasi merek, sehingga
banyak sekali hal-hal penting yang belum dimuat diﬁalamnya. Terutama karena
tidak diaturnya mengenai sanksi terhadap pelanggaran merek baik secara perdata
maupun pidana, mengakibatkan terhadap pelaku sulit untuk dikenakan hukuman
yang berat, Ringannya hukuman yang Jikenakan terhadap pelaku pelanggaran
merek mengakibatkan semakin merajalelanya tindak pelanggaran di bidang

merek,

Munculnya berbagai permasalahan di bidang merek dan kurangnya
perlindungan hukum dalam perundang-imdangan tentang merek di beberapa
negara, sudah sejak lama menjadi perhatian dari negara-negara di dunia dengan
dilakukannya berbagai konvensi internasional untuk menyatukan persepsi dalam
perlindungan merek,
Gagasan pemikiran untuk mewujudkan kerjasama membina keseragaman
landasan tentang hukum merek yan dihasilkan dari konvensi-konvensi
internasional, diharapkan mampu mengatasi dan memperkecil tindakan serta
gejolak pembajakan dan pemalsuan merck terkenal yang sudeh lama menjadi
perhatian masyarakat internasional.

Dalam rangka memperhatikan dan memperlihatkan hasrat untuk mencegah
dan menanggulangi terjadinya pelanggaran merek, pemerintah telah mengambil

langkah untuk ikut serta dalam konvensi internasional di bidang merek.
| Dari beberapa kali revisi atas Paris Union, Indonesia telah meratifikasi
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konvensi paris versi London tahun 1934%, Dengan keikut sertaan Indonesia
sebagai anggota dari Paris Union berarti sebagai negara peserta Indonesia harus
menerima dan mengakui perlindungan hukum terhadap merek asing yang masuk
ke Indonesia berdasarkan atas hak perlakuan yang sama atau “the right of the
same treatment” serta prinsip hak prioritas atau ‘priority right”.

Kemudian setelah konvensi Paris mengalami revisi lagi, untuk mengikuti
perkembangan hasil Konvensi tersebut, Indonesia meratifikasi kembali konvensi
Paris Revisi Stockholm 1967 dengan Keppres No.24 Tahun 1979 pada tanggal 10
mei 1979. Bersamaan dengan itu, melalui Keppres yang sama juga sekaligus
diratifikasi pula konvensi pembentukan WIPO [World Intellectual Praoperty
Organization]. Sejak itu Indonesia menyatakan diri keluar dari Paris Union revisi
London 1934,

Ratifikasi itu menempatkan kedua ketentuan internasional tersebut sebagai
bagian dari hukum Indonesia yang mengikat bangsa Indonesia. Dengan resminya
Indonesia menjadi anggota dari Paris Union versi Stockholm 1967 dan WIPO,
konsekuensinya menimbulkan kewajiban bagi Incionesia untuk  segera
menyesuaikan diri dengan ketentuan yang terdapat dalam kedua konvensi
tersebut. Satu-satunya jalan untuk mempercepat proses kearah ity, harus segera
dilakukan pembaharuan terhadap UU Merek No,21 tahun 1961.

Akan tetapi sebelum cita-cita untuk mewujudkan pembaharuan hukum
merek terbentuk, mengingatkan kondisi yang dihadapi dalam permasalahan merek
pada waktu itu sudah sangat krusial, maka pemerintah mengambil kebijaksanaan
dengan mengeluarkan beberapa keteﬂtuan sebagai upaya untuk mencegah
persaingan curang di bidang merek antara lain :

1. Pada tahun 1978 Menteri Kehakiman mengeluarkan instruksi No.1/1/9 tentang

merek kombinasi,

“ Dari sejarah keikut sertaan Republik Indonesia dalam Konvensi Paris versi London 1934 adalah karena asss
konkordansi yang pada waktu itu berlaku untuk Hindia Belanda.
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Menurut instruksi tesebut, yang dimaksud dengan merek kombinasi dijelaskan
dalam pasal 1 yaitu ;
a. Merek yang terdiri dari gabungan lukisan-lukisan dan atau perkataan-
perkataan, '
b. Jika dilihat secara keseluruhan ternyata tidak merupakan satu kesatuan
pengertian tersendiri, '
¢. Sedangkan salah satu atau lebih lukisan atau perkataan yang digabung
sama atau mempunyai persamaan dengan lukisan atau perkataan merek
orang lain yang -sudah terdafiar lebik dahulu, |
Untuk melindungi pemilik merek terdaftar dan menghindarkan
masyarakat dari kekeliruan terhadap merek-merek yang dikombinasikan
dengan merek yang sudah terdaftar, maka terhadap merek kombinasi yang
memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1 tersebut, dinyatakan “dilarang™ untuk
didaftarkan. Jika ada permintaan pendaftaran merek seperti itu, maka
Direktorat Paten dan Hak Cipta harus menolak permohonan pendaftarannya.
Ketentuan ini merupakan upaya preventif untuk mencegah pemboncengan
terhadap merek terkenal dengan cara dikombinasikan. '

. Dalam waktu yang bersamaan pada tanggal 15 Januari 1987 pemerintah
mengeluarkan sekaligus dua keputusan di bidang merek.
Pertama : Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01-HC.01 tahun 1987
tentang pembatasan jumlah kelas barang dalam permohonan dan pembaharuan
pendaftaran merek perusahaan dan merck perniagaan. Sedangkan Keputusan
yang kedua adalah keputusan Menteri kehakiman RI No.M.02-HC.01 Tahun
1987 tentang Penolakan Permohonan Pendafiaran Merek yang Mempunyai
Persamaan dengan Merek Terkenal Milik Orang lain.

Dalam keputusan yang pertama ditegaskan bahwa setiap permohonan
pendafiaran merek perusahaan dan merek perniagaan hanya diperkenankan
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paling banyak untuk 4 [empat] kelas barang. Sebelumnya, setiap pendaftar
bebas mendaftarkan satu hak merek untuk beberapa kelas apa saja tanpa
terbatas. Alciﬁatnya pemakaian merek untuk barang tidak menunjukkan adanya
suatu spesifikasi, karena satu merek dapat dipakai untuk semua jenis kelas
barang, Sehingga terjadi semacam “momnopoli” hak merek. Kendatipun
pendaftar bafrang_kali tidak mempunyai hak merek untuk kelas yang sudah
masuk dalamf kelompok monopolinya, atau penggunaan merek tersebut hanya
dipakai untuk satu atau dua jenis saja sedangkan yang lain tidak digunakan,

Dalam keputusan kedua dinyatakan bahwa permohonan pendaftaran
merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun pada
keseluruhannya dengan merek terkenal milik orang lain " ditolak untuk
didaftarkan dalam Daftar Umum Merek untuk barang yang sejenis. Keputusan
ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pemboncengan terhadap merek
terkenal,

. Untuk memberi perlindungan hukum yang lebih luas terthadap merek terkenal,
pada tanggal 2 Mei 1991 pemerintah melalui Keputusan Menteri kehakiman
RI No.M.03.HC.02.01 Tabun 1991 menetapkan ketentuan tentang Penolakan
Permohonan’ Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek yang mirip Merek
Terkenal milik orang lain atau badan hukum lain. Kep.Men 1991 yang
mencabut Kep.Men 1987 ini, isinya menolak baik permohonan pendaftaran
maupun pembaharuan pendaftaran merek yang sama atau mirip dengan merek
terkenal milik orang lain atau badan hukum lain, Perlindungan juga diperluas
tidak hanya merek yang dikenal dan dipakai pada barahg yang diperdagangkan
di dalam Wilayah Indonesia tapi juga meliputi merek dari Iuar negeri baik
untuk barang yang sejenis maupun yang tidak sejenis.

Selain mengeluarkan ketentuan yang mengatur tentang teknis pemakaian
merek yang bertujuan untuk menghindari pelanggaran di bidang merek yang

73




telah disebutkan di atas, berikut juga dikeluarkan ketentuan yang bersifat
pelengkap administrasi,

. Pada tanggal 31 Januari 1990, dikeluarkan Surat Edaran Menteri Kehakiman
Republik Indonesia No.M.01.HC.01.06 Tahun 1990 tentang Pengumuman
Merek Perusahsan dan Merek Perniagaan dalam Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia,

. Pada tanggal 8 Januari 1991 dikeluarkan Surat Edaran Menteri Kehakiman
Republik Indonesia NoM.01.HC.01.02.Tahun 1991 tentang Kewajiban
Melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak [NPWP] dalam Permohonan dan
Pembaharuan Pendaftaran serta Permohonan Pencatatan Pemindahan Hak
Merek Terdaftar.

Selain mengeluarkan beberapa kebijaksanaan, dalam rangka upaya untuk
merevisi UU No.21 Tahun 1961 pemerintah juga melakukan langka-langkah
antara lain : | |

a. Menyelenggarakan seminar hukum merek pada tahun 1976, Seminar

Hukum Merek yang diselenggarakan oleh badan pembinaan Hukum

nasional {BPHN] bekerja sama dengan Dirjen Hukum dan Perundang-
undangan Departemen kehakiman tersebut ditinjau dari beberapa segi
dianggap mempunyai arti penting dalam sejarah perkembangan hukum
merek di Indonesia,

Pertama, karena seminar tersebut diadakan dan diprakarsai sendiri oleh
BPHN yang merupakan suatu badan yang dibentuk oleh Pemerintah
untuk menangani masalah hukum dan pembaheruan hukum di
Indonesia. Bekerja sama dengan Dirjen Hukum dan Perundang-
undangan Departemen kehakiman yang jugé merupakaﬁ suatu lembaga
pemerintah,
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Kedua, seminar tersebut akan memberikan masukan yang sangat
berharga bagi pemerintah, karena ditinjau- dari segi pesertanya pihak-
pihak yang ikut berpartisipasi tergolong para ahli dan pejabat yang
memiliki kapasitas tinggi di bidang merek, '
Motivasi utama diadakannya seminar itu adalah untuk mengumpulkan
bahan-bahan pemikiran dalam rangka pembaharuan UU No.21 tahun
1961,

. Membentuk suatu tim antar departemen / lembaga untuk menangani
masalah-masalah hak milik intelektual termasuk merek, Tim yang
dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia No.34
tahun 1986 kemudian dikenal dengan Tim Kep.PRes 34. Beberapa tugas
penting yang dilakukan oleh Tim tersebut antara lain menyelesaikan
revisi terhadap UU No.21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan
Merek Perniagaan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta
perkembangan, antara lain meliputi sektor perdagangan dan sekfor
perindustrian yang kemudian menghasilkan rancangan undang-undang
tentang merek. ‘

Semakin kompleksnya permasalahan merek dalam era pasar bebas ternyata

sulit untuk dapat diatasi hanya dengan menetapkan ketentuan yang . bersifat
parsial. Untuk itu diperlukan adanya ketentuan yang bersifat komprehensif yakni
dengan jalah melakukan pembaharuan Undang-Undang Merek.

Pembaharuan undang-undang merek melalui UU No.19 Tahun 1992
tentang Merek menggantikan UU No.21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan
dan Merek Perniagaan, merupakan bukti nyata keseriusan pemerintah untuk
mengatasi berbagai permasalahan merek.

Upaya untuk mencegah dan menanggulangi persaingan curang di bidang
merek, terlihat dengan dicantumkannya beberapa ketentuan-ketentuan prinsip
dalam UUM No.19 tahun 1992 yang berbeda dibandingkan dengan UUM No.21
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Tahun 1961, s,ebagaimana disebut dalam penjelasannya yaitu ; :

a. Dalam undang-undang ini perlindungan merek diperluas yaitu mencakup
merek dagang dan merek jasa. Demikian pula aspek nama dagang yang pada
dasarnya juga berwujud sebagai merek, telah pula tertampuﬁg di dalamnya,
termasuk pula pengertian merek lainnya seperti merek kolektif, certification
mark, associate marks dan lain-lainnya,

b. Untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah timbulnya persoalan dan
hambatan dalam dunia usaha sehubungan dengan pemakaian merek, dilakukan
perubahan dari sistem deklaratif ke sistem konstitutif,

¢. Untuk penertiban permintaan pendftaran merek, pemeriksaan dilakukan tidak
hanya menyangkut kelengkapan persyaratan formal saja, tetapi juga meliputi
pemeriksan substantif,

d. Sebagai negara yang ikut serta dalam Paris convention for the Protection of
Industrial Property tahun 1883, maka dalam undang-undang ini diatur pula
pendafiaran merek dengan menggunakan hak prioritas [priority rights].

e, Undang-undang ini mengatur juga pengalihan hak atas merek berdasarkan
lisensi, yang tidak diatur dalam Undang-undang No.21 Tahun 1961.

f. Undang-undang ini mengatur juga sanksi pidana baik untuk tindak pidana
yang diklasifikasi sebagai kejahatan maupun sebagai pelanggaran,

Selain itw, secara rinci dalam pasal-pasalnya dimuat pula ketentuan-
ketentuan baru, sehingga ketentuan tentang merek yang diatur dalam UUM No.19
Tahun 1992 jauh lebih luas dibandingkan UU No.21 tahun 1961,

Meskipun pengaturan tentang merek dalam UUM No.19 tahun 1992 sudah
lebih luas dan pelaksanaantiyapun baru efektif berlaku dalam waktu satu tahun
setelah diundangkan, namun pemerintah masih merasa perlu untuk melakukan
perubahan dan penambahan terhadap undang-undang merek tersebut.
Pembaharuan terhadap undang-undang merek diperlukan karena Republik
Indonesia telah turut serta dalam WTO [World Trade Organization] melalui
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Undang-Undang No.7 tahun 1994 tentang Pengeszjihan Persetujuan Pembentukan
organisasi Perdagangan dunia L.N 1994 No.57.TLN No.3564,

Dengan meratifikasi paket persetujuan putjaran Uruguay tersebut, maka
konsekuensinya Indonesia harus berupaya untuk Ihénegakan prinsip-prinsip pokok
yang terkandung dalam GATT, termasuk di dalamnya mencakup TRIPS [Trade
Related aspect of Intellectual Property Right Ir;cluding trade In Counterfeit
Goods] atau Aspek-aspek dagang yang terkait dengan hak milik intelektual
termasuk perdagangan barang palsu. j _

Persetujuan TRIPS tersebut memuat beberap%a ketentuan yang harus ditaati
oleh negara-negara anggota, diantaranya menyesjuaikan peraturan perundang-
undangan hak milik intelektual dari negara ang_gcj;ta dengan berbagai konvensi
internasional di bidang HMI. Mengenai norma dan standar ditetapkan adanya
kesesuaian penuh [full compliance] terhadap beberi'apa persetujuan internasional
di bidang HMI sebagai persyaratan minimat,

Untuk mengakomodasikan beberapa ketentuafn dari hasil Putaran Uruguay
tersebut, maka di bidang merek dilakukan perub}ahan 'dengan dikeluarkannya
UUM No. 14 tahun 1997 tentang perubahan Atas Undang-Undang No.19 tahun
1992, L

Ketentuan lain yang perfu diperhatikan dalam persetujuan TRIPS yaitu
norma yang memberikan kewenangan negara untuk menghentikan tindakan yang
diduga merupakan pelanggaran terhadap hak milik injtelektual. Ketentuan ini telah
pula diskomodasikan dalam peraturan perundang-fundangan Indonesia , yaitu
dalam Undang-Undang No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan khususnya pada
BAB X tentang larangan Pembatasan impor ataui Ekspor Serta Pengendalian
Impor atau Ekspor barang hasil pelanggaran Hak‘ Atas Kekayaan Intelektual
[HAKT] ;

Selain penyesuaian dengan melakukan pembaharuan Undang-Undang
Merek tersebut, Indonesia juga telah meratijﬁkasi perjanjian-perjanjian
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internasional di bidang HMI yang menyangkut merek yaitu :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1997 tentang
Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang pengesahan
Paris Convention For The Protection of Industrial \Property dan Convention
Establishing The World Intellectual Property Organization. [Diundangkan
tanggal 7 Mei 1997 Lembaran Negara RI Nomtor 32 Tahun 1997].

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia momor 17 tahun 1997 tentang
pengesahan Trade Mark Law Treaty. [Diundangkan tanggal 7 Mei 1997
Lembaran Negara RI Nomor 34 Tahun 1997].

Dalam rangka melaksanakan ketentuan UUM No.19 tahun 1992 tentang

Merek, pemerintah telah mengeluarkan beberapa Peraturan pemerintah yang

merupakan peraturan pelaksaan dari Undang-Undang tersebut antara lain ;

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.23 Tahun 1993 tentang Tata
Cara Permintaan Pendaftaran Merek. Di dalam peraturan ini ditetapkan
tentang tata cara : permintaan pendaftaran merek, permintaan perpanjangan
jangka waktu perlindungan merek terdafiar, permintaan pencatatan
pengalihan hak atas merek terdaftar, permintaan penghapusan pendaftaran
merek terdafitar oleh pemilik merek, permintaan dan pencatatan kembali,

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 1993 tentang Kelas
Barang atau jasa Bagi Pendaftaran Merek, Peraturan Pemerintah ini
mengatur lebih lanjut tentang kelas barang atau jasa sebagaimana
dimaksud dalam pasal 8 undang-undang. Dalam UUM Nc.19 tahun 1992
ditetapkan bahwa suatu barang atau jasa dapat dimintakan pendafiaran
mereknya sesuai dengan kelas yang ditentukan dalam Peraturan
Pemerintah, Pada prinsipnya, suatu permintaan pendaftaran bagi suatu
barang atau jasa tertentu hanya dapat diajukan untuk satu kelas barang atau
jasa. Tetapi dalam hal dibutuhkan pendafatarn untuk lebih dari satu kelas,
maka terhadap setiap kelas yang diinginkan harus diajukan permintaan
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secara terpisah. Di samping itu, dalam setiap permintaan pendaftaran
merek harus disebutkan jenis atau jenis-jenis barang atau jasa yang
diinginkan dalam kelas yang bersangkutan,

¢. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.32 tahun 1995 tentang
Komisi Banding Merek. Peraturan Pemerintah ini dikeluarkan untuk
memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan permintaan banding
terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud
dalam pasal 35 UUM No.19 Tahun 1992. Komisi Bandihg mempunyai
tugas dan wewenang memeriksa dan memutuskan perminiaan banding
terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek berdasarkan alasan
sabagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Merek.

Kewenangan atau yurisdiksi Komisi banding dalam hal ini hanya terbatas
pada lingkup pemeriksaan ulang keputusan penolakan Kantor Merek sepanjang
yang berkenaan dengan bidang pemeriksaan substantif saja dan tidak meliputi
pemeriksaan ulang mengenai kelengkapan persyaratan permintaan pendaftaran
merek, '

Komisi banding secara khusus dibentuk dan bernaung di lingkungan
Departemen Kehakiman. Jadi Komisi banding merupakan bagian dari kekuasaan
cksekutif yang bertujuan untuk melaksanakan fungsi publik, Namun dalam
melaksanakan tugasnya Komisi banding bersifat mandiri yang berarti tidak
tunduk kepada perintah atau kemauan siapapun yang memimpin departemen atau
Kantor Merek.

Disamping peraturan pelaksanaan yang dibuat setelah berlakunya undang-
undang merek yang baru, dalam pasal 88 dinyatakan bahwa semua petraturan
pelaksanaan yang dibuat berdasarkan Undang-Undangn No.21 ;ahun 1961, tetap
berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru
berdasarkan undang-undang ini. .

Peran pemerintalrl. dalam upaya mencegah dan menanggular__;g_i persaingan
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curang di bidang merek, tidak hanya terbatas menetapkan peraturan perundang-

undangan saja tapi juga berperan sebagai pembina dan pengawas, Peran
Pemerintah sebagai pengawas dalam pelaksanaan ketentuan Undang-Undang
Merek dapat terlihat dengan diberikannya kewenangan kepada Kantor Merek
untuk ;

1

Melakukan pemeriksaan substantif,
Dengan kewenangannya Kantor Merek berhak menetapkan keputusan tentang
penolakan permintaan pendaftaran merek, apabila permohonan permintaan
pendaftaran merek tersebut tidak memenuhi persyaratan substantif,
Melakukan pengawasan pemakaian merek. '
Dengan kewenangannya kantor Merek berhak melakukan penghapusan
pendaftaran merek atas prakarsa sendiri, apabila merek tidak digunakan
berturut-turut selama tiga tahun atau lebih, atau merek digunakan untuk jenis
barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang
dimintakan pendafteran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai
dengan merek yang didaftar,
Melakukan pengawasan dalam pembuatan perjanjian lisensi.
Kantor Merek mempunyai wewenang untuk memeriksa isi perjanjian lisensi.,
Kantor Merek wajib menolak permintaan pencatatan perjanjian lisensi,
apabila perjanjian lisensi tersebut memuat ketentuan yang langsung maupun
tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian
Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa
Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya,
Ketentuan tindak pidana merek yang diatur dalam Undang-Undang Merek

[UUM.No.19 Tahun 1992 jo UUM No.14 tahun 1997}, merupakan tindak pidana
yang bersifat khusus, berada di luar ketentuan tindak pidana umum yang diatur
dalam KUHP. Dengan pengaturan pidana secara khusus, maka diberikan pula
wewenang khusus kepada pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas dan
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tanggung jawab langsung dengan bidang ini untuk menj;di Pehyidik Pegawai
Negeri Sipil [PPNS]. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Undang-Undang
Merek untuk penegakan hukum di bidang merek selain dilakukan oleh aparat
penegak hukum jaksa, hakim dan penyidik pejabat POLRI juga dilibatkan PPNS
di lingkungan Departemen Kehakiman,

Tentang lingkup kewenangan PPNS sebagai penyidik di bidang merek,
hanya sebatas tindak pidana yang disebutkan dalam undang-undang merek saja
yang boleh disidiknya. Pembatasan kewenangan penyidikan oleh PPNS di bidang
tindak pidana merek, telah digariskan dalam pasal 80 ayat [2] undang-undang :

a. Melakukan pemeriksaan atag kebenaran laporan atau keterangan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang merek ;

b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga
melakukan tindak pidana di bidang merek ; |

¢. Meminta keterangan dan bshan bukti deri orang atay badan hukum
sehubungan dengan tindak pidana di bidang merek ;

d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lainnya yang
berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek ;

¢. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang didﬁga terdapat bahan bukti,
pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap
bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara
tindak pidana di bidang merek ; dan

f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana di bidang merek, |

Dalam penjelasan undang-undang dinyatakan bahwa wewenang khusus
yang dilimpahkan kepada PPNS untuk bertindak sebagai penyidik merek dalam
hal ini adalah supplementer, disamping fungsi dari penyidik pejabat POLRI
sebagai penyidik utama. Dalam melaksanakan tugasnya PPNS berada di bawah
koordinasi dan pengawasan penyidik pejabat POLRI.
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Berhubungan tindak pidana di bidang merek tidak termasuk delik aduan,
maka PPNS dan pejabat penyidik POLRI dengan kewenangannya sudah bisa
melakukan penyidikan apabila diduga adanya tindak pidana di’bidang merek,
meskipun tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Peranan penyidik
sebagai penegak hukum tidak boleh hanya bersikap pasif, artinya baru akan
bertindak setelah adanya pengaduan. Tetapi hendaknya perlu lebih aktif
melakukan pengawasan secara rutin untuk memberikan perlindungan kepada
masyarakat.

Namun yang tetjadi dalam praktek selama ini, aparat penyidik baik PPNS
maupun pejabat penyidik POLRI tampaknya masih bersikap pasif, Mereka baru
melakukan penyidikan setelah ada pengaduan dari saksi pelapor kepada
kepolisian. Padahal jika PPNS dan polisi bersikap aktif melakukan pemantauan
kejahatan-kejahatan di bidang merek, kemudian langsung melakukan penyidikan
jika terbukti adanya tindak pidana tanpa menunggu laporan dari saksi pelapor,
maka akan sangat efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana merek.

Sikap pasif dari PENS dan Kepolisian dalam menangani tindak pidana di
bidang merek disertai dengan sikap masyarakat konsumen yang enggan melapor
meskipun telah dirugikan, akan sangat menguntungkan bagi pelaku pelanggaran
merek. Bahkan apabila ada sebagian masyarakat yang merasa diuntungkan dengan
tersedianya produk-produk palsu tersebut, maka selamanya pasar tetap penuh
dengan produk-produk palsu yang sangat tidak menguntungkan baik bagi
produsen atau pemilik merek maupun konsumen dan masyarakat pada umumnya.

Agar supaya penegakan hukum di bidang merek dapat terlaksana secara
efektif, disamping perlunya keaktifan dari aparat penyidik tentu perlu pula
didukung oleh aparat penegak hukum lainnya yakni jaksa dan bakim. Para
penegak hukum di bidang merek ini harus memiliki pemahaman dan persepsi
yang sama sehingga tidak ada ketimpangan dalam menangani tindak kejahatan di
bidang merek.
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S. Kayatmo menyatakan, sangat disayangkan apabila pihak PPNS atau
Kepolisian yang dengan susah payah melakukan penyidikan tindak kejahatan di
bidang HAKI termasuk merek yang sudah meresahkan konsumen dan produsen,
tapi setelah di pengadilan dihukum dengan hukuman percobaan dan akan lebih
sakit lagi kalau dibebaskan dari segala tuduhan®,

Dalam kenyataannya menurut Bambang Kesowo realisasi hukuman yang
dikenakan oleh Badan Peradilan terhadap terdakwa selama ini dianggap masih
terlalu ringan dari ancaman hukuman yang dapat dikenakan terhadap terdakwa.
Bambang Kesowo sebagai Wakil Ketua Tim Keppres 34 yang bertanggung jawab
akan pembangunan HAKI menyatakan bahwa sanksi hukuman yang rendah
terhadap para pembajak telah menimbulkan “patah semangat” bagi para penegak
hukum. Apabila vonis yang dijatuhkan itu jauh di bawah tuntutan yang bisa
dibenarkan berdasarkan undang-undang, maka hal ini tentu akan sangat
mengecewakan para penegak hukum yang telah bersusah payah mengejar para
pembajak. Penegakan hukum yang masih setengah hati dari aparat penegak
hukum menyebabkan pelaku tidak pernah jera untuk mengulangi perbuatannya, **
Dalam Undang-Undang Merek dicantumkan ketentuan sanksi yang berat terhadap
tindak pidana merek yakni maksimum 7 [tujuh] tahun penjara dan denda paling
banyak 100 juta rupiah. Penerapan ancaman pidana ini berdaya guna untuk
menciptakan kondisi yang bernilai korektif, edukatif; preventif dar. represif. Untuk
menciptakan kondisi yang demikian itu pengadilan sepatufﬁya lebih cenderung
menegakkan pendekatan “aggravation” [pemidanaan yang lebih keras] dan
jangan berpijak pada pendekatan pemidanaan berdasarkan ajaran “mitigaﬁon”
[pemidanaan ringan ke arah titik batas minimum].*s

“ S Kayatmo, Problematika Pendafiaran dan Pengawasan HAKI,mgkelah disampaikan dalam Seminar
nasional Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Menyongsong Era Pasar Bebas, 1997, hai 14

* Bambang Kesowo, Vonis Kasus Pembajakan Sering Patakan Semangat, Kompas 2 September, 1997, hal 13
“M. Yahya Harahap, Op. Cit, hal 722
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B.3 Perjanjian Lisensi Merek Untuk Menghindari Pelanggaran Hak
Merek.

Sama halnya dengan hak kekayaan intelektual lainnya, hak atas merek
sebagai hak kebendaan immaterial dapat beralih dan diperalihkan. Merek sebagai
hak milik dapat dialih tangankan baik dengan cara pewarisan, wasiat, hibah,
perjanjian maupun sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang [pasal
41 UUM No.19 tahun 1992].

Selain berhak untuk mengalihkan hak atas merek, pemilik juga berhak
memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek miliknya
berdasarkan perjanjian lisensi, Melalui perjanjian lisensi, kemutlakan hak
eksklusif yang mengandung hak monopoli dapat diperlonggar dengan
diberikannya kesempatan penggunaan suatu merek terdaftar oleh pihak lain yakni
penerima lisensi [license].

Hal ini berarti terbuka kemungkinan bagi setiap orang atau badan hukum
lain untuk melakukan usaha dengan menggunakan merek yang sudah terdaftar.
Mereka tidak perlu melakukan pelanggaran merek seperti pembajakan, peniruan,
pemalsuan ataupun pemboncengan terhadap merek-merek terkenal di masyarakat,
tapi dapat meminta ijin pada pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut
melalui perjanjian lisensi.

Dengan cara ini pemilik merek dan masyarakat sebagai konsumen tidak
dirugikan dan terjadinya pelanggaran merek juga dapat dihindari.

Pengertian dari lisensi tertuang dalam UUM No. 19 tahun 1992 pasal 1 butir

5 yang berbunyi :
“ Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik merek terdaftar kepada seseorang
atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakan
merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang atau jasa yang
didaftarkan ”, | |

Perjanjian lisensi wajib dimintakan pencatatannya pada Kantor Merek
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untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi
Merek. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat perjanjian
lisensi merek agar dapat dicatat dalam Daftar Umum Merek, antara lain adalah:

L

Jenis barang atau jasa yang dilisensikan harus dicantumkan secara jelas, Hal
ini penting karena menurut pasal 44 ayat 1 dimungkinkan pemberian lisensi
hanya untuk sebagian jenis barang atau jasa yang didaftarkan. Oleh karens
itu untuk kepentingan kepastian pencatatan dalam Daftar Umum Merek,
maka penyebutan secara tegas barang atau jasa yang dilisensikan sangat
diperlukan, .

Mengenai wilayah berlakunya perjanjian lisensi, apabila hanya berlaku
untuk wilayah tertentu atau tidak diberlakukan untuk seluruh wilayah
Indonesia, haruslah ditentukan secara tegas dalam perjanjian. Jika tidak
ditentukan wilayah berlakunya, berarti perjanjian lisensi itu berlaku untuk
seluruh wilayah Indonesia. Dan jangka waktu lisensi tidak boleh lebih lama
dari jangka waktu perlindungan merek terdaftar yang dilisensikan tersebut [
pasal 44 ayat [2] UUM No. 19 tahun 1992 ].

Apabila penerima lisensi [licensee] menghendaki agar si lisensor tidak
boleh memakai sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya
untuk menggunakan merek tersebut, harus ditentukan secara tegas dalam
petjanjian. Demikian pengecualian yang ditentukan dalam pasal 45 UUM
No.19 Tahun 1992, : _
Apabila dalam perjanjian, penerima lisensi menghendaki dapat memberikan
lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga, hal ini harus ditentukan secara tegas
dalam perjanjian lisensi [ pasal 46 UUM No.19 Tahun 1992 ],

Perjanjian lisensi txdak boleh atau dilarang memuat ketentuan yang
langsung maupun tldak langsung dapat mennnbulkan “akibat yang
merugikan perekonomian di Indonesia atau memuat pembatasan yang
menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam rienguasai dan
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mengembangkan teknologi pada umumnya.

Dari beberapa hal yang telah dikemukakan di atas, untuk point 1 sampai
point 4 ketentuan undang-undang bersifat sebagai pelengkap. Dalam hal ini, jika
para pihak tidak menentukan lain, maka yeng berlaku adalah ketentuan dalam
undang-undang. Sedangkan untuk point 5 yakni ketentuan pasal 48 ayat 1 sifatnya
adalah memaksa. Artinya ketentuan tersebut harus dipenuhi oleh para pihak
dalam perjanjian dan jika tidak, maka Kantor Merek diwajibkan untuk menolak
permintaan pencatatan perjanjian tersebut dengan mengemukakan alasannya,

Akan tetapi karena tidak adanya ketentuan tentang standarisesi perjanjian
lisensi sangat menyulitkan bagi para pihak, karena tidak ada pedoman yang dapat
dijadikan patokan dalam membuat perjanjian. Hal ini memungkinkan terjadinya
penolakan oleh Kantor Merek dengan alasan yang berbeda-beda dan tidak jelas,
atau bahkan dapat pula dipakai sebagai alasan untuk menolak perjanjian yang
tidak diinginkan. Hal seperti ini akan menimbulkan keadaan yang tidak kondusif
atau bahkan menghambat lalu lintas perdagangan,

Sangat disayangkan ketentuan khusus tentang standarisasi bentuk perjanjian
lisensi ini dalam Undang-Undang Merek No.19 tahun 1992 tidak dicantumkan.
Padahal ketentuan tersebut merupakan suatu hal yang sangat penting, karena tidak
adanya standarisasi dapat mengakibatkan kontrak menjadi berat sebelah. Pihak
yang lemah yang biasanya berada di pihak penerima lisensi tidak mempunyai
bargaining power. Akibatnya, demi kepentingan ekonominya, mereka selalu
bersikap menerima, meskipun terdapat ketimpangan dalam perjanjian. Oleh
karena itu, tanpa peraturan pelaksanaan yang memuat standarisasi lisensi
sebagaimana dikehendaki pasal 50, maka pelaksanaan ketentuan pasal 40 ayat [1]
tidak hanya sulit untuk dilaksanakan, tetapi juga dapat berakibat buruk yang
dirasakan oleh bangsa Indonesia baik dari sudut hukum, ekomomi maupun
teknologi.
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C. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN SEHUBUNGAN
DENGAN PENGGUNAAN MEREK ATAS BARANG DAN ATAU JASA.

C.1 Hak ~ Hak Dan Kepentingan Konsumen.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4 telah dengan tegas
menentukan kewajiban Pemerintah RI untuk melindungi segenap bangsa
Indonesia. Pengertian segenap bangsa ini, tentulah meliputi seluruh bangsa
Indonesia dalam berbagai kualitas yang mereka sandang, baik dalam kualitas
mereka sebagai pengusaha, penguasa maupun sebagai konsumen,

Pada dasarnya seluruh rakyat adaleh konsumen yakni pengguna atau
pemakai barang dan atau jasa kebutuhan hidup, Karena sekalipun seseorang
produsen, dia juga menjadi konsumen dari produk yang lain. Qleh karena ity
semua hak dan kepentingan rakyat yang berkaitan dengan penggunaan barang dan
atau jasa adalah hak dan kepentingan konsumen, Dengan demikian melindungi
hak dan kepentingan konsumen merupakan wujud perlindungan terhadap segenap
bangsa Indonesia.”’

Secara khusus wujud kepentingan konsumen itu antara lain terlihat dalam
bentuk hak-hak konsumen. Mantan Presiden USA John F.Kennedy merupakan
pionir yang pertama kali mencanangkan hak-hak konsumen yang kemudian
dikenal sebagai Consumer Bill of Rights dengan formulasi sebagai berikut :

a. Hak Keamanan [ the right to safety |, .

b. Hak Atas Informasi [ the right to be'informed ].

c. HakMemilih [ the right to choice ].

d. Hak untuk didengar [ the right to be heard ]

Kemudian hak-hak konsumen tersebut meluas lagi dengan ditambah ;

47 AZ Nasution op.cit,hal 78
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e. Hak Atas Lingkungan Hidup.®®
Secara lebih rinci kepentingan konsumen termuat dalam Resolusi PBB
No.39/248 Tahun 1985,
Dalam Guidelines for Consumer Protection bagian HI [General Principles),
angka 3 digariskan kepentingan konsumen [Legitimate Needs} antara lain ;
a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan
keamanannya
b. Promosi dan perlindungan dan kepentingan sosial ekonomi konsumen.
¢. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan
mereka kemampuan melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan
kebutuhan pribadi.
d. Pendidikan konsumen, _
€. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif
f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen. atau organisasi lainnya
yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk
menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang
menyangkut kepentingan mereka,

Berdasarkan hak-hak konsumen tersebut dapat disimpulkan perlindungan
yang dibutuhkan konsumen adalah perlindungan atas kepentingan
kepentingannya. Kepentingan konsumen pada pokolmja terdiri dari 2 [dua]
kelompok kepentingan yaitu : (a) Kepentingan fisik; dan (b) Kepentingan sosial
ekononti.

Ad.a. Kepentingan Fisik
Kepentingan fisik konsumen yang dlmaksud adalah kepentingan
badam konsumen yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan
tubuh dan jiwa mereka, dalam penggunaan barang atau jasa konsumen,

8 Munir Fuady, H UKUM BISNIS dalam teori dan praktek buku kedua, (selanjutnya dlsmgkat Munir Fuady I),
Citra Aditya Bakiti, Bandung, hal 199
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Dalam hal ini, berarti setiap barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh
produsen haruslah dapat memberikan manfaat bagi konsumen dan tidak
boleh menimbulkan kerugian berupa gangguan keschatan badan atau
ancaman pada keselamatan jiwanya,

Ad. b. Kepentingan Sosial Ekonomi.

Kepentingan sosial ekonomi konsumen menghendaki agar setiap
konsumen dapat memperoleh hasil optimal dari penggunaan sumber-
sumber ekonomi mereka dalam mendapatkan barang dan atau jasa
kebutuhan hidup mereka. Hasil optimal bagi konsumen dapat dicapai,
apabila konsumen dalam membeli kebutuhan hidupnya memperoleh
barang atau jasa senilai dengan harga yang harus dibayamya untuk ity,
Sebagai'contoh : jika ia membeli 1 kg beras Rajalele seharga Rp.4800,-,
maka ia harus memperoleh 1 kg beras Rajalele dan bukan 8 ons beras
rajalele oplosan [ beras Rajalele dicampur beras lain ]. Juga kalau ia
membeli tas merek Gucci, maka haruslah tas merek gucci asli yang
diperolehnya bukan tas merek Gucci palsu atau tiruan.

Untuk memperoleh hasil yang optimal, maka sepanjang menyangkut
barang atau jasa tersebut haruslah terdapat :

1. Informasi yang informatif.

2. Kondisi mekanisme pasar yang terkendali untuk menetapkan

pilihan.

3. Proses hukum dan atau administrasi keluhan konsumen bagi
konsumen atan organﬁsasinya di muat dalam sistem hukum untuk
penanggulangan keluhan / kerugian konsumen , dan

4, Keadaan lihgkungan hidup yang mendukung tercapainya
kesejahteraan keluarga.” '

 Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Nasksh akademi Peraturan Perundang-
Undangan teatang perlindungan Konsumen dalam hai makanan dan minuman ,jakarta 1993, hal 17-18.
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AZ Nasution mengelompokan tentang kepentingan konsumen tersebut ke
dalam 3 bentuk dengan menambahkan satu bentuk lagi yaitu :
Ad. ¢. Kepentingan Hukum Konsumen, _

Yang dimaksud dengan kepentingan hukum konsurnen dalam hal ini
adalah diperlixkan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang
secara langsung mengatur dan melindungi konsumen, Peraturan tersebut
tidak boleh hanya sekedar lampiran saja dari pokok permasalahan yang
diatur.® |

Kepentingan-kepentingan konsumen sebagaimana diuraikan di atas telah
diwujudkan dalam bentuk berbagai hak-hak konsumen yang diakomodasikan
dalam UU RINO,8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen,

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, antara konsumen sebagai pengguna /
pemakai barang dan atau jasa dengan pelaku usaha sebagai penyedia barang atau
jasa terjadi hubungan timbal balik yang menimbulkan hak dan kewajiban
konsumen berhadapan dengan hak dan kewajiban pelaku usaha,

Hak dan kewajiban bziik konsumen maupun produsen tersebut termuat
secara rinci dalam UU RI No.8 Tahun 1999 yang meliputi *';

1. Hak Konsumen adalah : '

a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan / atau jasa;

b. Hak untuk memiliki barang dan / atau jasa serta mendapatkan barang
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta
jaminan yang dijanjikan;

¢. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jamina'n‘ barang dan/atau jasa;

$ A7 Nasution, Op.Cit, hal 80-82 )
' YU RI NO.8 Tehun 1999 tentang Perlindungan Konsumen BAB IT1, bagian pertama, Hak dan Kewajiban
konsumen pasal 4 dan pasal 5, bagian kedus, hak dan kewajiban pelaku usaha, pasal 6 dan pasal 7.
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Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan /atau
jasa yang digunakan;

Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif,

Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan / atau
penggantian, apabila barang dan / atau jasa yang diterima tidak
sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya,

Hak - hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya.

2. Kewsjiban Konsumen adalah :

a.

b.

C.

Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan
dan keselamatan.

Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan
/atau jasa ;

Membayar sesuai dengan nilai tukar yaang disepakati ;

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan

konsumen secara patut.

3. Hak Pelaku Usaha adalah :

a.

hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan ; |

hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen
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a.
b.

yang beriktikad tidak baik ;

hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam
penyelesaian hukum sengketa konsumen ;

hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau
jasa yang diperdagangkan, " |

e. Hak — hak yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya.
. Kewajiban Pelakn Usaha adalah :

Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya ;

Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi
dan jaminan barang dan /atau jasa serta memberi penjelasan
penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan,

Memperlakukan atau melayani konsumenj‘ secara benar dan jujur
serta tidak diskriminatif ;

Menjamin mutu barang dan /atau jasa yang diproduksi dan /atan
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan
/atau jasa yang berlaku.

Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan /atau
mencoba barang dan /atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan
fatau jasa tertentu serta memberi jaminan dan /atau garansi atas
barang yang dibuat dan /atau yang diperdagangkan ;

Memberi kompensasi, ganti rugi dan /atau penggantian atas kerugian
akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan /atau
jasa yang diperdagangkan ;

Memberi kompensasi, ganti rugi, dan /atau penggantian apabila
barang dan /atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai
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dengan perjanjian,

Didasarkan atas hak-hak dan kepentingan konsumen, maka-_dapax' dikatakan
bahwa pelanggaran hak merek akan menyebabkan kepentingan. sosial ekonomi
konsumen tidak terpenvhi. Dalam hal ini berarti telah terjadi pelanggaran
terhadap hak-hak konsumen yakni hak untuk mendapatkan barang dan /atau jasa
sesuai dengan nilai tukar yang harus dibayarnya untuk itu [ Hak Konsumen Sub b
1. Dan hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan
atau jasa [ Hak Konsumen Sub ¢ ],

Dilihat dari sisi pelaku usaha berarti tidak dipenuhinya kewajiban dari
pelaku usaha untuk beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya [
Kewajiban Pelaku Usaha Sub a ] dan memberikan informasi yang benar, jelas dan
jujur mengenai kondisi barang dan /atau jasa [ Kewajiban Pelaku Usaha Sub b ].

Apabila dalam mengkonsumsi barang dan /atau jasa yang dihasilkan atau
diperdagangkan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka
pelaku usaha dapat dibebani tanggung jawab untuk membayar ganti rugi yang
dapat berupa pengembalian vang atau penggantian barang dan /atau jasa yang
sejenis atau setara nilainya, jika hal tersebut sampai menimbulkan gangguan
terhadap kesehatan badan atau keselamatan jiwa konsumen, maka pelaku usaha
dapat dibebani perawatan keschatan dan /atau pemberian santunan yang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 [tujuh] hari,
setelah tanggal transaksi.*

C.2.Perlindungan Hukum TerhadapKonsumen Di Bidang Merek.
Dalam rangks memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dan
untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai konsumen dengan

%2 Lihat UU RI No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen BAB VI, Tanggung jawsb Pelaku Usaha,
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memberikan kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan /atau jasa

yang diperolehnya di pasar, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan UU RI

No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

Berdasatkan UU RI No.8 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa
perlindungan konsumen bertujuan

a. meningkatkan kesadaran, kamampuan dan kemandirian konsumen untuk
melindungi diri ;

b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya
dari akses negatif pemakaian barang dan /atau jasa ; .

¢. meningkatkan permberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan
menuntut hak-haknya sebagai konsumen ;

d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan
informasi,

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan
konsumen schingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam
berusaha ;

f. Meningkatkan kualitas barang dan /atau jasa yang menjamin kelangsungan
usaha produksi barang dan /atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan
keselamatan konsumen. |

Perlindungan hukum terhadap konsumen tersebut mencakup berbagai aspek
sehubungan dengan adanya hak-hak konsumen dalam suatu transaksi antara
konsumen dengan pelaku usaha. Perlindungan itu tentu saja meliputi pula
penggunaan merek oleh pelaku usaha atas barang dan /atau jasa yang dapat
mempengaruhi hak-hak konsumen dalam memilih barang dan /atau jasa sesuai

dengan kualitas dan harga yang harus dibayarnya untuk melindungi kepentingan

sosial ekonomi konsumen.
Perlindungan hukum terhadap konsumen di bidang merek pada dasarnya
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dapat dikaji dari dua pendekatan yakni : dari sisi ketentuan peraturan

internasional dan dari ketentuan peraturan nasional,

Ditinjau dari sisi peraturan internasional ada 2 ketentuan internasional yang
berkaitan dengan merek yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat
sebagai konsumen antara lain :

1. Persetujuan TRIPS [ Agrement on Trade Related Aspects of Intellectual
Property Rights including Trade in Counterfeit Goods ], merupakan
pengaturan mengenai aspek-aspek dagang, daripada hak-hak atas kekayaan
intelektual [HAKI] dan termasuk didalamnya perdagangan barang-barang
tiruan,

2. Paris Convention for The Protection of Industrial Property.

Dalam persetujuan TRIPS — GATT dicantumkan mengenai perlindungan
indikasi geografis [ Geographical Indication ]. Berkenaan dénga_n indikasi
geografis ini ditentukan bahwa para anggota persetujuan TRIPS — GATT harus
memberikan upaya hukum bagi yang berkepentingan supaya dapat mencegah
pemakaian penentuan barang yang memberi indikasi bahwa barang
bersangkutan berasal dari area geografis yang lain daripada tempat asalnya
sebenarnya [ place of origin ], sehingga mengelabui masyarakat [ khalayak
ramati |, |

Suatu hal yang termasuk juga ke dalam pasal indikasi geografis ini,
apabila pemakaian tanda tersebut merupakan suatu perbuatan konkurensi
curang | an act of unfair competition ], sebagaimana dimaksud dalam pasal 10
bis dari konvensi paris versi Stockholm 1967.

Sebagai contoh, suatu barang tertentu dicantumkan “made in USA”,
maka seharusnya mutlak bahwa barang itu benar-benar dari USA.

Apabila barang tersebut bukan dari USA melainkan dari daerah lain,
umpamanya dari Thailand tapi dicantumkan “made in USA” maka dalam hal
ini tentu ada maksud untuk mengelabui konsumen tentang asal sebenarnya dari
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barang yang bersangkutan. Perbuatan tersebut adalah perbuatan melanggar
hukum dan merupakan juga konkurensi curang karena mengelabui masyarakat,

Tentang indikasi geografis ini termasuk juga didalamnya “Appelations of
Origin” yakni penentnan daripada asal usul barang yang bersangkutan, Semua
tanda asal barang yang dapat mengacaukan khalayak ramai [ confuse the public
] berkenaan dengan tempat asal sebenarnya dari pada barang tersebut harus
dihindarkan.

Selain itw, berkenaan dengan indikasi geografis diberikan juga proteksi
untuk anggur dan produk alkohol lainnya, Ditentukan dalam pasal 23 dari
perjanjian TRIPS - GATT, bahwa para anggota akan melarang dan
menghindarkan pihak lain untuk memakai identifikasi secara geografis untuk
anggur dan lain-lain alkohol [wine and spirits] yang tidak berasal daripada
tempat bersangkutan. Misalnya pemakaian -istilah “Champagne” atau
‘Bourbon”, padahal minuman tersebut bukan berasal dari wilayah tertentu di
Perancis yang terkenal karena kualitas minuman beralkoholnya Juga tidak
dibolehken pemakaian istilah istilah “dipersamakan™ atau “serupa” atau
menurut “style” atau “imitasi’ atau lain-lain istilah yang dapat dipakai dengan
maksud untuk mengelabui masyarakat, ™

Dalam persetujuan TRIPS — GATT .untuk perlindungan hak milik
intelektual seringkali ditunjuk pula ketentuan-ketentuan dalam konvensi —
konvensi internasional lainnya, Tentang perlindungan hak milik intelektual
yang berkenaan dengan merek dagang ditunjuk konvensi Paris.

Ketentuan dalam konvensi Paris yang perlu diperhatikan sehubungan
dengan perlindungan konsumen antara lain pasal 6 bis yang menyangkut merek
terkenal. Dalam pasal 6 bis konvensi Paris versi Stockholm 1967 *, dinyatakan

3 Sudargo Gautama, Hak Milik Intelektual Indonesia Dan Perjanjian Internasional TRIPS, GATI,
PUTARAN URUGUAY (1994), Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 29-32,

% Paris Convention for the protection of Industrial Property dan Convention Establishing the world
Intellecctual property Organization di ratifikasi malatui keputusan Presiden No.5 tahun 1997 yang
memperteguh Keppres No.24 Tahun 1979, '
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bahwa negara — negara anggota dari konvensi Paris harus menolak atau
membataltkan pendaftaran dan melarang pemakaian dari merek yang
merupakan reproduksi, imitasi atau terjemahan yang dapat menciptakan
kekeliruan [ kekacauan ] dari suatu merek yang dipandang di negara merek
tersebut terdaftar atau di pakai sebagai suatu merek yang terkenal [ well known
}. Pasal 6 bis dari konvensi Paris ini di pakai sebagai dasar untuk melindungi
konsumen, karena pemakaian merek terkenal oleh orang yang tidak berhak
akan menimbulkan kekacauan atau kekeliruan pada khalayak ramai.

Dalam pasal 16 ayat [2] persetujuan TRIPS - GATT 1993 dinyatakan bahwa

pasal 6 bis konvensi Paris secara mutlak mutatis mutandis betlaku pula untuk
jasa-jasa, _
Pasal 9 dari ko.nvensi Paris juga merupakan ketentuan yang memberi
perlindungan terhadap konsumen, untuk melindungi konsumen dari barang-
barang yang memakai merek dagang secara tidak sah atéu tanpa izin dari yang
berhak dari warga Union yang bersangkutan, dilakukan penyitaan atas barang
palsu tersebut pada waktu d_iifnpor ke dalam negara peserta lainnya, atau diadakan
larangan terhadap impor barang-barang yang dimaksud.

Dalam perjanjian TRIPS - GATT diberi kesempatan pada negara - negara
penerima untuk mengambil langkah . langkah mencegah masuknya barang -
barang palsu sejak hendak melintas batas wilayah. Penahan dalam “boundary
measures” ini dilakukan oleh pihak Duane segera setelah melalui “customs
clearance”,

Selain itu pasal 10 bis konvensi Paris yang menetapkan kewajiban bagi
negara peserta Union untuk memberikan, perlindungan yang efektif terhadap
persaingan tidak wajar [ wunfair competition ]. sehubungan dengan penggunaan
“merek juga merupakan ketentuan untuk melindungi konsumen.

Pada sisi peraturan perundang-undangan nasional, untuk mencegah
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pelanggaran hak di bidang merek dan menghindari kekacavan atau kekeliruan
bagi khalayak ramai / konsumen sehubungan dengan penggunaan merek atas
barang dan/atau jasa telah dilakukan pembaharuan dan penyempurnaan terhadap
Undang-Undang Merek No.21 tahun 1961 dengan dikeluarkannya Undang-
Undang Merek No.19 tahun 1992 dan kemudian direvisi dengan Undang-Undang
Merek No.14 Tahun 1997.

Dalam Undang-Undang Merek yang baru dicanﬁunkan perumusan yang
melarang pendaftaran penggunaan suatu merek yang mempunyai persamaan baik
pada pokoknya atau sama secara keseluruhannya dengan merek milik orang lain

untuk barang dan /atau jasa sejenis dalam satu kelas ataupun yang tidak sejenis | '

khusus untuk merek yang sudah terkenal yang ditetapkan lebih lanjut dengan
Peraturan pemerintah ]. ketentuan yang tercantum dalam pasal 6 UUM No.14
tahun 1997 tersebut sesuai dengan jurisprudensi dalam praktek dari Mahkamah
Agung maupun pengadilan dibawahnya di Indonesia dalam memberikan
perlindungan terhadap konsumen yakni selalu pegangan utamanya didasarkan
pada ada tidaknya persamaan antara merek - merek tersebut, baik yang
mempunyai persamaan secara keseluruhan ataupun persamaan pada pokoknya.**
Namun, hal yang penting sekali untuk diperhatikan sebagi;i dasar utama
daripada seluruh Undang-Undang Merek dalam melindungi kepentingan semua
pihak termasuk konsumen adalah keharusan untuk selalu beriktikad baik. Prinsi-
prinsip iktikad baik [fer goeder trouw ] atau “good faith” merupakan suatu prinsip

% Lihat putusan Pengadilan Negeri jakarta Pusat No.904/1970G, tanggal 30 Januari 1977 dalam perkara antara
PT.Lima Satu Sankyo Industri Pangan {PMA] sebagai pihak penggugat, pemakai pertama
merek “Supermie”, melawan PT.Fuji Agung Foods manufacturing Corporation sebagai pihak tergugat
yang memberikan merek barangnya dengan nama “Supermie Ayam”. Putusan Mahkamah Agung Reg No.
757 K/Pdt/1989 tertanggal 30 Maret 1992 membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.
706/Pdt.G/D/1987/PN/Jkt/Pst mengenai perkara “AQUA” dan “CLUB AQUA”. Mahkamah Agung dalam
pertimbangannya menyatakan meskipun merek milik tergugat asal I “ CLUB AQUA” ada tambahan CLUB
sebelum kata AQUA, tetapi kata AQUA adalah masih tetap sebagai unsur yang dominan, sedangkan merek
AQUA sebagai air minuman telah dikenal sebagai merek milik penggugat asal. Adanya persamaan pada
pokoknya dan secara keseluruhannya kiranya secara yuridis dapat menimbulkan kekeliruan pada khalayak
ramai, setidak-tidakuya untuk pemakaian merek dagang CLUB AQUA terscbut dapat memberi kesan
adanya hubungan erat dengen pemilik merek dagang AQUA.
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dasar dari pada Undang-Undang Merek yang baru. Sebagaimana dicantumkan
dalam pasal 4 ayat [1] UUM No.19 Tahun 1992, “ Merek hanya dapat didaftarkan
atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beriktikad baik”,

Prinsip iktikad baik ini menjadi dasar pertimbangan hukum Mahkamah
Agung dalam yurisprudensi tentang perkara “tancho”, Mahkamah Agung telah
meletakkan dasar dalam perlindungan merek yakni, bahwa yang berhak atas suatu
merek bukan saja pemakai pertama di Indonesia atau yémg mendaftar sebagai
pemakai pertama, akan tetapi dalam hal ini, pemegang hak atas merek [pemakai
pertama atau yang mendafiar sebagai pemakai pertama ] harus selalu bertindak
dengan iktikad baik,

Dengan demikian, dalam sistem konstitutif hanya pendaftaran pertama
yang beriktikad baik yang diberikan perlindurigan hukum. Penegasan untuk
memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen semakin jelas dengan
dimuatnya ketentuan pidana merek secara khusus dalam Undang-Undang
Merek.*

Kemudian agar terwujudnya suatu mekanisme perlindungan hukum yang
lebih mantap, diatur pula tentang penyidik pegawai negeri sipil [PPNS] yang
diberi wewenang khusus untuk menyidik perkara merek,’

Sedangkan ketentuan tentang indikasi geografis dan indikasi asal telah pula
diakomodasikan dalam BAB IX pasal 79 UU No. 14 Tahun 1997.

C.3.Budaya Hukum Konsumen Sehubungan Dengan Perlindungan Merek
Budaya hukum saat ini menjadi penting untuk diungkap dalam membahas
suatu sistem hukum, mengingat memasuki era global pada akhir abad ke 20 telah
terjadi tukar menukar budaya baik lokal maupun universal, zaman pinjam

% BAB XI Ketentuan Pidana pasal 81 s/d pasal 84 UUM No.19 Tahun 1992 direvisi melalui UUM No.tahun
1997 pasal 81 s/d 84 [ dengan tambahan pasal 82 A ).
57 Ketentuan tentang penyidik dalam pasal 80 UUM No.19 tahun 1992 direvisi dengan UUM No.14 tahun
1997 pasal 80.
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meminjam. institusi hukum dan kitab undang-undang atau zaman penyebaran
undang-undang secara besar-besaran.*®

Di bidang hak milik intelektual termasuk merek dalam mewujudkan
kerjasama membina keseragaman landasan hukum tentang merek yang
merupakan harmonisasi hukum diantara bangsa-bangsa di dunia, telah
menyebabkan masuknya hukum dan budaya lain ke dalam hukum suatu negara.
Demikian pula di Indonesia dengan diakomodirnya ketentvan-ketentuan hukum
merek yang berasal dari konvensi-konvensi internasional ke 'dalam Undang-
Undang Merek Indonesia, tentu saja akan membawa konsekuensi masuknya
budaya lain ke dalam hukum nasional.

Ketentuan-ketentuan merek internasional yang dalam sejarahnya berasal
dari negara maju khususnya negara-negara barat tentu mempunyai budaya hukum
yang berbeda dengan budaya hukum masyarakat Indonesia yang lebih menjunjung
nilai — nilai ketimuran,

Undang-undang merek baru yang berorientasi pada hukum yang berasal
dari budaya barat, lebih menonjolkan nilai-nilai individual. Nilai —nilai individual
tersebut tercermin dalam hak eksklusif yang diberikan Undang-Undang terhadap
pemilik merek terdaftar. Melalui hak cksklusif pemilik merek berhak
memonopoli penggunaan merek miliknya dan sekaligus melarang setiap orang
atau badan hukum lain menggunakan merek yang sama tanpa hak. Perlindungan
terhadap hak merek yang bersifat individualisme tersebut bertujuan untuk
melindungi masyarakat baik sebagai pemilik dan pemegang hak atas merek
apabila merek itu dilisensikan maupun konsumen sebagai penggunaan barang
atau jasa yang dihasilkan produsen.

Sebaliknya didalam masyarakat Indonesia dengan budaya Timur, kehidupan
sosialnya berputar pada sumbu nilai-nilai kolektif dan komunal. Dengan nilai-

% Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori & Praktek, Buku Ketiga, (selanjutnya disingket Munir Fuady II ),
Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 411.
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nilai komunal itu, rasa kekeluargaan dan kebersamaan lebih diutarnakan, sehingga
hal-hal yang menonjolkan nilai-nilai individualisme masih belum dapat diterima
sepenuhinya. .

Dilandasi dengan nilai-nilai komunal tersebut masih ada masyarakat yang
beranggapan bahwa perbuatan meniru karya orang lain termasuk meniru merek
masih merupakan hal yang biasa, dan dalam batas-batas tertentu masih dapat
diterima masyarakat. Bahkan ada sebagian masyarakat yang merasa bangga kalau
hasil karyanya ditiru oleh orang lain. Oleh karena itu, tidak mengherankan, jika
dalam suatu daerah tertentu terdapat beberapa orang yang membuat barang yang
sama dengan menggunakan merek yang sama pula.

Konsumen Indonesia sebagai bagian dari masyarakat yang menjunjung
nifai-nilai komunal, tidak terlepas dari pengaruh budaya masyarakat
disekelilingnya. Bahkan sebagai individu yang tidak tergabung dalam satu
kelompok, dia terlalu mudah dikendalikan oleh kekuasaan yang berasal dari luar
dirinya, seperti kultur, norma dan peranan-peranan sosial.”

Pengaruh tersebut terlihat dari sikap masyarakat sébagai konsumen yang
selalu pasrah dan nrimo saja atas kehadiran barang atau jasa dipasaran dengan
berbagai macam merek yang digunakan oleh produsen. Walaupun pada umumnya
konsumen merasa sangat bingung dengan banyaknya barang atau jasa yang
menggunakan merek yang sama ataupun serupa dipasaran, namun mereka selalu
tetap bersikap diam dan tidak mau mempermasalahkan hal tersebut. Untuk
menghindarkan diri agar tidak tertipu membeli barang-barang palsu mereka cukup
bersikap hati-hati dan teliti dalam membeli dan memilih barang atau jasa dengan
memperhatikan kualitas dan harga,

Sikap pasrah dan nrimo dari sebagian besar konsumen tersebut juga dilatar

39 Gwrée Ritzer, bandingkan Pandanngan Paradigma Fakta Sosial ini dengan Paradigma Perilaku Sosial yang
melihat tingkah laku manusia, semata-mata ditentukan oleh sesuatu rangsangan yang datang dari luar dirinya,
penyadur, Alimanda,op.cit.hal63.
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belakangi oleh lemahnya posisi mereka selama ini jika berlfadapan dengan
pengusaha, Secara universal, berdasarkan hasil penelitian dan pendapat para
pakar, ternyata konsumen umumnya berada pada posisi yang lebih lemah di dalam
hubungannya dengan pengusaha, baik secara ekonomis, tingkat pendidikan,
maupun kemampuan daya saing / daya tawar [ bargaining position | dan juga dari
segi organisasi.

Resolusi PBB No0.39/248 memberikan gambaran kelemahan tersebut

119

sebagai : “ imbalances in economic terms, educational levels and bargaining
power ©,

Dengan berbagai kelemahan - kelemahan yang dimilikinya, konsumen
sering ditempatkan pada posisi yang tidak menguntungkan dalam hubungannya
dengan para penyedia barang dan /atau jasa konsumen, Keadaan yang tidak
menguntungkan bagi konsumen ini semakin parah dengan miskinnya hukum
Indonesia berkenaan dengan perlindungan pada kepentingan konsumen,

Sehingga bagi konsumen yang dirugikan tanpa kesalahan pada pihaknya
dalam berhubungan dengan penyedia barang atau jasa hampir dapat dikatakan
tidak mampu, menuntut ganti rugi dan atau menegakkan hak-haknya,®

Lawrence M Friedman seorang ahli dalam studi hukum dan masyarakat
mengartikan budaya hukum sebagai nilai-nilai dan sikap-sikap anggota
masyarakat yang berhubungan dengan hukum yang memberi pengaruh [ positif
atau negatif ] kepada tingkah laku yang bertemali dengan hukum dan pranata
hukum.®' Termasuk bagion dari budaya hukum adalsh keinginan untuk
menyelesaikan perkara dipengadilan, Sebagai contoh dalam beberapa kebudayaan
niat untuk berperkara dimuka pengadilan diseyogyakan sebagai ubaya terakhir,
Sementara itu, pada kebudayaan yang lain hal berperkara di pengadilan dianggap
sebagai perbuatan yang lumrah atau perbuatan biasa sehari-hari,

€ AZ Nasution, op.cit,hal 83
¢! Lawrence M. Friedman, On Lagal Development, Rutgers Law Review, 1969, hal 27-30
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Dari suatu hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada satu orangpun
diantara responden maupun nara sumber yang menderita gangguan kesehatan
maupun kerugian material menyelesaikan masalahnya melalui jalur hukum.
Temuan itu menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat yang diteliti masih
berpegang pada sikap enggan berperkara di pengadilan. Akhirnya para peneliti
manarik kesimpulan bahwa sikap masa bodoh para konsumen yang mendekati
keputusasaan tersebut disebabkan antara lain karena :

1. Hukum yang ada belum cukup menjamin kepentingan perlindungan atas
konsumen.

2. Aparat penegak hukum belum mampu melaksanakan ketentuan
perundang-undangan yang ada [ akibat tidak memadainya sarana atau
rendahnya rasa tanggung jawab aparat .

3. Tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya masih sangat rendah.

4, Masih kuatnya sistem nilai yang tidak me_ﬁdukung pelaksanaan upaya
perlindungan konsumen secara efektif,” |

Selain ifu, suatu hal yang juga masih merupakan kendala bagi konsumen
adalah, karena ketentuan hukum acara dalam penyelenggaraan peradilan suatu
sengketa konsumen dirasakan “ belum sederhana, cepat dan biaya ringan”
sebagaimana dikehendaki oleh undang-undang tentang peradilan [ UU No. 14
Tahun 1970 ], Prosedur hukum yang demikian itu dirasakan tidak akan terjangkau
oleh konsumen, karena adanya kendala baik yang bersifat teknis, ekonomis

62 Hasil Penelitian tentang perlindungan konsumen diperkotaan Jawa-Bali dan Pedesaan Jawa Timur, dalam :”
Naskah Final Sementara Rancangan Akedemik, Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen “,
disusun Fakultas Hukum Universitas Indonesis, kerjasama Fakultas Hukum UI dengan Badan
Penelitian dan Pengembangan Perdagangan, Departemen Perdagangan Rl-Jakarta, 1992, hal 1-2,
sebagaimana dikutip oleh Agus Brotosusilo, Hukum PerlindunganKonsumen,makalah, Yogyakarta, 1992, hat
9,
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maupun psychologis. Sehingga timbul keengganan bagi konsumen untuk
menuntut hak-haknya terutama bagi sengketa konsumen yang pembeliannya
berjumlah kecil dan hanya menyangkut kerugian material atau kepentingan sosial
ekonomi konsumen saja.

Berkenaan dengan itu, adanya kultur yang menekankan kapada segi
harmoni, perdamaian dan tepo-sliro yang merupakan budaya hukum tradisional
yang masih erat melekat dalam kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia
baik diperkotaan maupun pedesaan, jelas juga sangat tidak mendukung esensi
hukurm modern yang lebih menekankan kepada segi-segi konflik dan perjuangan /
kesadaran atas hak dan kewajiban menurut hukum.
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BAB NI
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Perlindungan Hulum Terhadap Pemilik / Pemegang Hak Atas Merek Berdasarkan
Undang-Undang Merek No.19 Tahun 1992 Jo Revisi Undang-Undang Merek NO.14
Tahun 1997.

Sebagai salah satu bentuk karya intelektual merek mempunyai peranan penting
dalam kehidupan ekonomi terutama di bidang perdagangan barang dan /atau jasa.
Menyadari pentingnya peranan merek tersebut, maka dengan dilakukannya
pembaharuan dan penyempurnaan hukum merek melalui Undang-Undéng No.19 Tahun
1992 tentang Merek yang direvisi dengan Undang-Undang No.14 Tahun 1997 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No.19 Tahun 1992 tentang Merek, diharapkan akan
terjadi perubahan dibidang ekonomi yakni akan dapat mengatasi dan memperkecil
terjadinya pelanggaran hak merek. Selanjutnya akan tercipta persaingan bebas dan jujur
yang merupakan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya sistem
perdagangan,

Dalam hal ini hukum digunakan sebagai suatu instramen untuk melakukan perubahan
dalam masyarakat, Penggunaan hukum secara sadar untuk mengubah masyarakat
menurut Roscoe Pound disebut sebagai “social enmginering” atau tegasnya “social

engineering by law”.

Roscoe Pound mengemukakan, dalam social engmeermg perlu dilakukan langkah -
langkah secara sistematis antara lain :

1. Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya, termasuk didalamnya mengenali
dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan
tersebut. |

2. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting dalam hal social

engineering itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor
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kehidupan majemuk seperti : tradisional, modern dan Perencanaan. Pada tahap ini
ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih, _

3. Membuat hlpotesa-hlpotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa
dilaksanakan,

4. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya,

Ditinjau dari premis pertama, problem utama yang dihadapi masyarakat adalah
banyaknya terjadi pelanggaran hukum dibidang merek yang disebabkan karena
lemahnya perlindungan hukum merek yang diatur dalam Undang-Undang No.21 Tahun
1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan .

Pembaharuan hukum merek melalui UUM No.19 Tahun 1992 dan direvisi dengan
UUM No.14 Tahun 1997 dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan perubahan
dalam masyarakat yaitu mengubah moralitas pengusaha Indonesia yang suka melakukan
pembajakan, peniryan, pemalsuan dan sebagainya dengan menetapkan ancaman yang
berat terhadap pelaku pelanggaran hak merek. Kehadiran UUM baru telah
menunjukkan pengaruh yang positif, karena adanya kepastian hukum dan perlindungan
hukum yang lebih luas kepada pemilik merek sehingga akan mengurangl terjadinya
~ pelanggaran hak merek.

Dengan dianutnya sistem konstitutif dalam Undang-Undang Merek yang baru, maka
perlindungan hukum hanya diberikan kepada pemilik merek terdaftar, Namun untuk
memperoleh hak melalui pendaftaran tersebut harus dilakukan seleksi. yang ketat yakni
memenuhi persyaratan substantif sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang
Merek. Dalam pemeriksaan substantif merek yang akan didafiar harus memenuhi
ketentuan pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992
serta pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, Dengan demikian pemilik merek
terdaftar akan memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum, karena merek
miliknya yang sudah didaftarkan tidak akan dapat didaftarkan kembali oleh orang atau
badan hukum lain yang tidak berhak, baik sama untuk keseluruhannya maupun sama
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pada pokoknya dengan merek terdaftar tersebut.

Bagi mereka yang ingin menggunakan merek yang sama dengan merek terdaftar
dapat melakukan hal tersebut dengan seizin pemilik merek melalui - perjanjian lisensi
yang dimungkinkan dalam Undang-Undang Merek.

Meskipun demikian, tentu saja dalam waktu singkat regulasi hukum merek secara
bertahap hanya dapat mengurangi terjadinya pelanggaran hak merek dan tidak mungkin
dapat menghapus sama sekali pelanggaran merek. Namun dalam jangka panjang efek
yang ditimbulkan akan membawa perubahan dalam masyarakat terutama masyarakat
bisnis yakni :

Adanya kesadaran untuk menghormati hak atas merek sebagai karya intelektual
milik orang lain dan keinginan berusaha untuk menggunakan merek sendiri yang jelas
menunjukkan identitas nasional Indonesia dan sejauh mungkin menghindari
menggunakan merek yang sama atau mirip dengan merek orang atau badan hukum lain,
apalagi menjiplak merek asing yang sudah terkenal di masyarakat. |

Kemudian dalam premis kedua, regulasi dibidang merek hendak mengangkat
nilai-nilai yang ada pada masyarakat dari sektor kehidupan modem dengan
pembangunan masyarakat melatui suatu perencanaan. Bagi masyarakat bisnis Indonesia
dapat menerima dan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai tersebut, karena dikalangan
pengusaha nilai-nilai individualis berupa pengakuan hak eksklusif atas merek sangat
menguntungkan pengusaha atau pemilik merek. Segala upaya yang telah diketuarkan
dalam produksi yang dianggap sebagai biaya untuk membina suatu merek telah
mendapat pengakuan dan perlindungan hukum. Oleh karena itu adanya kesadaran dan
penghargaan perlunya, tenaga, pikiran, serta modal atau kapital untuk membina suatu
merek sangat mendukung konsep pengembangan ekonomi. Dalam hukum merek yang
baru, nilai-nilai yang ada pada komunitas bisnis tersebut telah terakomodasi,

Dari premis ketiga, hipotesa yang dapat dikemukakan dan layak untuk dilaksanakan
adalah, bahwa jika pemerintah dan aparat penegak hukum serius dan konsisten dalam
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melakukan penegakan hukum di bidang merek, maka magyarakat akan mematuhi
hukum merek sekalipun harus memerlukan waktu yang lama untuk menyesuaikan diri
. o

dengan nilai-nilai yang baru. |

Penerapan dari suatu peraturan sebagaimana dimaksud dalam premis keempat, tidak
akan memberikan suatu efek yang pasti seperti pada ilmu além Meskipun demikian,
disini tampak adanya korelasi antara kehadiran hukum merek! dan peranannya dengan
konsep penyelenggaraan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang dalam
pelaksanaannya selalu membawa perubahan dengan kata lain selalu mengikuti
perkembangan itu sendiri,

Dengan menggunakan teori analisis dari konsep socéai engineering Roscoe pound,
dapatlah kiranya dijelaskan bahwa regulasi di bidang merek fungsional bagi dinamika
perkembangan perdagangan barang dan /atau jasa, karena telah menurunkan tingkat
pelanggaran hak merek. Regulasi di bidang merek dapat &éolongkm sebagai faktor
penggerak yang memberikan dorongan awal secara sistems‘ltik kearah tujuan yang
dikehendaki. ‘

Kehadiran suatu peraturan untuk membawa perubahan dalam masyarakat tidak
terlepas dari pengaruh bagaimana penerapan atau penegakah hukum dari peraturan
tersebut. Undang-Undng itu sendiri merupakan salah satu faktor yang dapat memberi

|

pengaruh terhadap penegakan hukum, |
|
Suatu masalah yang sering dijumpai di dalam undang-undang sebagai salah satu faktor

yang mempengaruhi penegakan hukum adalah karena belum adanya peraturan
pelaksanaan sebagaimana yang diperintahkan dalam undang-undang tersebut.

Di dalam Undang-Undang merek dari beberapa ketentuan yang harus diberlakukan
dengan peraturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah_dan Keputusan
Presiden masih terdapat beberapa ketentuan yang belum ada-p#ratman pelaksanaannya.
Adapun ketentuan-ketentuan dalam undang-undang merek yang harus diatur dengan
peraturan pelaksanaannya, yang sudah ada dan yang belum ada peraturan
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pelaksanaannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. KETENTUAN-KETENTUAN DALAM UUM NO.19 TAHUN 1992
DAN UUM NO.14 TAHUN 1997 YANG BELUM DAN YANG SUDAH

DIATUR DENGAN PERATURAN PELAKSANAANNYA

No.

Ketentuan — Ketentuan dalam Undang-

Peraturan Pelaksanaan

E._Indang Merek

Pasal 8 [3] UUM No.19 / 1992 tentang
kelas barang atau jasa

PPNo.24 / 1993 tentang Kelas Barang
atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek

Pasal 17 [2] UUM No.19/1992 tentang
perubahan dan penarikan permintaan
pendaftaran merek

PPNo0.23 / 1993 tentang Tata Cara
Permintaan Pendaftaran Merck BAB II
pasal 27 dan pasal 28

Pasal 30 UUM No.19 / 1992 tentang
pencantuman nomor pendaftaran merek

PPNo.23 / 1993 tentang Tata Cara
Permintaan Pendaftaran Merek BAB Iit
Pasal 29.

Pasal 35 UUM No.19 / 1992 tentang

PPNo. 32 / 1995 tentang Komisi
Banding Merek

Komisi Banding Merek
Pasal 44 [5] UUM No.19 / 1992 tentang

syarat dan tata cara permintaan pencatatan
lisensi

Belum ada .

Pasal 50 UUM NO,19 / 1992 tentang
perjanjian hsenﬂ

Belum ada

Pasal 52 sub b UUM No. 19/1992
Penetapan Pengadilan Negeri Lain

Belun ada

Pasal 6 [4] UUM No. 14 / 1997 tentang
Penolakan Pendaftaran  merck  yang
mempunyai persamaan dengan merek
terkenal untuk barang atau jasa yang tidak
sejenis

Belum ada

Pasal 10 [3] UUM No.14 / 1997 tentang
permintaan pendafiaran merek

PPNo.23 / 1993 Tentang Tata Cara
Permintaan Pendaftaran Merek

10.

Pasal 51 [3¢] UUM NO.14 / 1997 tentang
larangan-larangan yang tidak
menghapuskan pendaftaran merek

Belum ada

11,

Pasat 79A [8] UUM No.14 / 1997 tentang
tata cara pendaftaran indikasi geografis

Belum ada

Sumber : diolah dari data sekunder
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Dari 11 ketentuan dalam UUM NO. 19 Tahun 1992 dan UUM No.14 Tahun 1997
yang harus diatur lebih lanjut dengan 10 Peraturan Pemetintah dan 1 Keputusan
Presiden, baru 5 ketentuan yang telah diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah.
Sedangkan 6 ketentuan lainnya belum ada peraturan pelaksanaannya,

Tidak adanya peraturan pelaksanaan sebagaimana diperintahkan oleh Undang-
Undang, akan dapat mengakibatkan kurang efektifnya penegakan hukum di bidang
merek, Padahal beberapa ketentuan tersebut sangat penting karena menyangkut
petlindungan hukum bagi pemilik atau pemegang hak atas merck, Belum adanya
peraturan pemerintah yang mengatur mengenai syarat dan tata cara .pennintaan
pencatatan perjanjian lisensi [ pasal 44 ayat (5) ] dan bentuk perjanjian lisensi [ pasal 50
], menyebabkan pemerintah belum dapat menjalankan peranannya untuk melakukan
pengawasan terhadap perjanjian lisensi dan pendaftaran perjanjian lisensi juga belum
dapat dilaksanakan oleh Kantor Merek. Jadi, meskipun telah banyak perjanjian lisensi
yang dibuat oleh para pihak dan telah pula diajukan permbhonan pendaftarannya pada
Kantor Merek, namun sampai saat ini belum dilakukan pendaftaran. Untuk sementara
perjanjian lisensi tersebut masih disimpan saja di Kantor Merek dan baru akan didaftar
setelah ada Peraturan Pelaksanaannya. Jelaslah bahwa sampai saat ini ketentuan tentang
perjanjian lisensi belum dapat diimplementasikan,

Keputusan Presiden tentang Penetapan Pengadilan Negeri di daerah yang diberi
wewenang untuk berhak menerima gugatan perkara merek sebagaimana dimaksud
dalam pasal 52 sub [b] UUM No.19 tahun 1992 sampai saat ini juga belum ada. Hal ini
menyebabkan semua gugatan perkara merek yang menyangkut ketentun pasal 51 ayat
[2] dan ketentuan pasal 56 ayat [1] UUM No.14 Tahun 1997 masih disentralisasikan di
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sentralisasi tersebut mengakibatkan jangkauan
pelayanan hukum dan jaminan keadilan kepada para pencari keadilan belum dapat
terlaksana dengan baik. Mengenai Komisi Banding, meskipun telah dikeluarkan PP
No.32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding tetapi kenyataannya sampai saat ini Komisi
Banding tersebut belum pernah dibentuk, karena belum ada Keputusan Menteri sebagai
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petunjuk pelaksanaannya,

Untuk ketentuan lain yang juga belum ada peraturan pelaksanaannya yaitu pasal 6 ayat
{4] UUM No.14 tahun 1997 tentang Penolakan Pendaftaran Merek yang sama dengan
merek terkenal untuk barang dan /atau jasa yang tidak sejenis dan pasal 79A ayat [8]
UUM No.14 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pendaftaran Indikasi Geografis dilakukan
dengan menggunakan ketentuan yang telah ada.5

Hal lain yang juga berpengaruh dalam penegakan hukum adalah ketidak jelasan
dari bunyi pasal dalam undang-undang. Meskipun dalam penjelasan' undang-undang
disebutkan cukup jelas, tapi dalam penerapannya sering tidak jeias, sehingga
menyebabkan terjadinya penafsiran yang berbeda atau bahkan terkadang tidak jarang
dapat menimbulkan penafsiran yang bersifat subyektif. |
S. Kayatmo, mengatakan, walaupun dalam Undang-Undang Merek telah diberikan
kriteria, baik merek terkenal, persamaan pada pokoknya ataupun barang yang sejenis,
akan tetapi dalam kriteria tersebut masih mengandung istilah yang subyektif. Schingga
dalam penerapannya tidak terlepas dari sifat subyektifitas orang yang menilainya.
Sebagai contoh, kriteria “persamaan pada pokoknya” dalam Undang-Undang
dimaksudkan adalah kesan sama baik dalam bentuk, cara penempatan maupﬁn bunyi
ucapan dari merek-merek yang bersangkutan. Hal ini akan menimbulkan penafsiran
yang berbeda tentang bentuk, cara dan bunyi yang bagaimana dapat dikualifikasi
mempunyai persamaan atau memiliki kesan yang sama terhadap merek-merek yang
bersangkutan. Apakah kata “FUSAN” mempunyai persamaan pada pokoknya dalam
bunyi ucapan dengan “FUSEN” atau kata “Kidang-Mahkota” mempunyai persamaan
pada pokoknya dengan “Mahkota”, Tidak adanya pedoman yang dapat dijadikan
standar dalam pemeriksaan merek menyebabkan terjadinya penilaian yang bersifat
subyektif, sehingga masih ada sebagian masyarakat mengatakan tidak ada kepastian

%2 Hasil Wawancara Mendalam dengen Djasuki Sanjaya,SH KA. SIE Litigasi Ditien HAKI Departemen
Kehakiman RI tanggal 2 September 1999
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hukum dalam perlindungan merek.®® Hal seperti ini tidak hanya merugikan pihak
pemilik dan pemegang hak atas merek, tetapi juga sangat membingungkan masyarakat
karena pasar masih banyak dipenuhi dengan produk barang yang mempunyai merek
yang hampir sama.

Secara jelas untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pengaruh kehadiran undang-
undang merek baru terhadap terjadinya tingkat pelanggaran merek dapat dilihat pada
tabel di bawah ini ; |

Tabel 2. DATA PERKARA MEREK
DI DIREKTORAT MEREK, DITJEN HAKI
DEPARTEMEN KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

Tahun 1991 Sampai Dengan 1999 [Mei].

1990 253 - - Jumlah 253 perkara
1991 293 2 - Fumlah 295 perkara
1992 266 8 - Jumlsh 274 perkara
1993 137 26 - Jumlgh 163 perkara
1994 94 23 - | Jumiah 117 perkara
1995 80 46 10 Jumlah 136 perkara
1996 8 61 13 Jumlah 156 perkara
1997 68 20 9 Jumlah 97 perkara

1998 | 68 5 12 Jumlah 85 perkata

1999 s/d Mei 24 7 1 Jumlah 32 perkara

Sumber : Direktorat MEREK Ditjen HAKI Departemen Kehakiman RI
Secara sepintas dari data yang dikemukakan dalam tabel di atas tampak jelas
adanya perbedaan antara jumlah perkara perdata merek dan jumlah perkara pidana

6 S, Kayatmo, Op. Cit, hal 11-12
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merek yang masuk di Direktorat Merek. Untuk perkara perdata merek menunjukkan
adanya kecenderungan terjadi penurunan jumlah perkara. Sebaliknya, perkara pidana
merek malah menunjukkan kecenderungan peningkatan. -

Jika diamati dengan seksama, maka tampak bahwa penurunan perkara perdata
merek secara tajam mulai terjadi pada tahun 1993 dan dalam waktu yang bersamaan
peningkatan tajam juga terjadi dalam perkara pidana merek. Perubahan yang
berlawanan tersebut terus berjalan sampai dengan tahun 1996 yakni tercatﬁt 82 perkara
perdata dan 61 perkara pidana, Kemudian pada tahun 1997 terjadi lagi perubahan yang
lain yaitu kedua perkara tersebut justru sama-sama mengalami penurunan.

Berdasarkan data tersebut dapat dikemukakan bahwa terjadinya penurunan dan
peningkatan jumlah perkara merek sangat dipengaruhi oleh ketentuan hukum merek
yang berlaku saat itu. Sebagaimana diketahui sebelum tahun 1993 ketentuan undang-
undang merek yang berlaku saat itu adalah Undang-Undang No.21 Tahun 1961 tentang
Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan . Undang-Undang No.21 Tahun 1961
dianggap banyak mengandung kelemahan dan salah satunya adalah karena dianutnya
sistem deklaratif yang dirasakan tidak memberikan kepastian ‘dalam perlindungan
hukum terhadap pemilik merek, schingge menyebabkan tingkat pelanggaran hak di
bidang merek cukup tinggi. Berhubung dalam UU No.21 Tahun 1961 tidak diatur secara
khusus ketentuan pidana merek, maka bagi pihak yang dirugikan lebih suka melakukan
tuntutan secara perdata daripada tuntutan secara pidana.

Sebagai pengganti UU.No.21 Tahun 1961 dikeluarkan Undang-Undang No.19
Tahun 1992 tentang Merek yang diundangkan dan disahkan pada tanggal 28 Agustus
1992 dan mulai efektif diberlakukan sejak April 1993. Pemilik merek ‘yang dirugikan
disamping melakukan tuntutan perdata juga melakukan penyelesian perkara melalui
proses pidana, karena dimungkinkan dalam undang-undang.

Kemudian pada tahun 1997 dalam perkara merek tersebut baik perdata maupun
pidana mengalami penurunan, karena pada tahun itu pemerintah merevisi undang-
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undang merek melalui UUM No.14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Merek No. 19 tahun 1992 tentang Merek. Revisi Undang-Undang Merek
tersebut selain sebagai penyesuaian terhadap persertujuan TRIPS [ Ratifikasi WTO
melalui UU No.7 tahun 1994 ] juga menunjukkan keseriusan pemerintah untuk
mencegah pelanggaran hukum di bidang merek. Oleh karena itu tingkat pelanggaran di
bidang merek tampak menurun, '

Menuryt Djssukie Sanjaya®, menurunnya jumiah perkara perdata merek dan
meningkatnya jumlah perkara pidana merck di Direktorat Merek sangat dipengaruhi
oleh kehadiran Undang-Undang Merek baru yang jauh lebih baik dibandingkan
Undang-Undang No.21 Tahun 1961. Adapun kelebihan dari UUM No. 19 tahun 1992 jo
revisi UUM No. 14 tahun 1997 dibandingkan UU No.21 tahun 1961 antara lain :

1. Undang-Undangn No.21 tahun 19961 menganut stelsel deklaratif yang mengakui hak
atas merek diperoleh dari pemakaian pertama, sehingga pendaftaran merek sekedar
anggapan hukurn, Hal ini menimbulkan ketidak pastian hukum bagi pemilik merek.
Sedangkan stelsel konstitutif dalam UUM No.19 Tahun 1992 lebih menjamin
kepastian hukum, karena pemilik merek terdaftar diakui dan dilindungi sebagai satu-
satunya pihak yang berhak atas merek.

2. dalam UU No.21 Tahun 1961 tidak diatur tentang sanksi pidana, sedangkan UUM
No.19 Tahun 1992 jo UUM No.14 Tahun 1997 diatur tentang sanksi pidana, baik
untuk tindak pid:lana kejahatan maupun tindak pidana pelanggaran, | .

3. UUM No.19 Tahun 1992 mengatur tentang PPNS yang diberi wewenang sebagai
penyidik khusus: untuk tindak pidana pelanggaran di bidang merek,

4, UUM No.19 Tahun 1992 mengatur tentang LISENSI Dengan melalui lisensi
seseorang atau badan hukum diberi hak untuk menggﬁnakan merek orang lain
berdasarkan suatu perjanjian lisensi.

5. UUM No.19 Tahun 1992 jo UUM No.14 Tahun 1997 memberikan perlindungan

54 Hasil wawancara &mgm_l Bpk Djasukie Sanjaya,SH, tanggal 8September 1999
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terhadap merek terkenal, baik untuk barang yang sejenis maupun yang tidak sejenis.
Disamping itu Kantor Merek juga telah melakukan upaya mensosialisasikan undang-
undang merek pada masyarakat melalui berbagei cara seperti seminar, penataran
ataupun penerangan langsung dan sebagainya, Hal itu telah meningkatkan pula
kesadaran hukum masyarakat, arti pentingnya perlindungan merek baik bagi pemilik
merek maupuyn bagi konsumen. Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat
tentu akan menurunkan tingkat pelanggaran hukum dibidang merek.
Menurut Insan Budi Maulana®, adanya penurunan perkara perdata merek dan
peningkatan perkara pidana merek dapat terjadi karena : |
1. Pemilik merek lebih menyukai menyelesaikan perkara merek melalui proses pidana
merek karena adanya sanksi pidana merek maksimum 7 [tujuh] tahun dan denda 100
juta rupiah, selain itu juga masih memungkinkan mengajukan kompensasi ganti rugi.
2. Adanya peningkatan efektivitas pelaksanaan pasal-pasal pidana merek.
3. Kemampuan profesionalisme para penegak hukum, misalnya : polisi, PPNS, jaksa
dan hakim, yang meningkat terhadap pemahaman Undang-Undang Merek.
4, Biaya yang diperlukan untuk mengajukan perkara pidaha merek lebih rendah
dibandingkan dengan biaya penyelesaian perkara perdata merek.
5. Jangka waktu pemprosesan dan pelaksanaan tindakan hukum,‘ misalnya ; tindakan
penyidikan, pemberkasan dan persidangan, dalam perkara pidana merek lebih cepat
dibandingkan perkara perdata merek.

Disisi lain, menyelesaikan sengketa merek secara perdata dianggap kurang
menguntungkan karena :

1. Tidak semua pengacara memahami Undang-Undang HAKI khusustiya undang-
undang merek, sehingga dalam menyusun argumentasi gugatan atau jawaban dalam
perkara merek tidak menguntungkan posisi penggugat dalam upaya memenangkan
perkara tersebut. |

%5 Insan Budi Maulang II,0p,cit.haf 166-167
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2. Kurangnya pemahaman Hakim di bidang merek karena tidak semua Hakim di
Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menguasai bidang tersebut sehingga, pada
saat ini Mahkamah Agung perlu membentuk Tim Khusus untuk perkara-perkara
HAKI, ,

3. Meskipun penyelesaian perkara perdata di tingkat Pengadilan Negeri berlangsung
paling lama 6 [enam] bulan, tetapi jika para pihak mengajukan kasasi maka perkara
itu akan diputus oleh Mahkamah Agung tanpa diketahui kepastian waktunya,
sehingga bisa berlangsung dalam waktu 2 [dua] sampai 5 flima] tahun.

Mengenai adanya perkara yang diajukan ke PTUN sejak tahun 1995, karena
Komisi Banding sampai saat ini belum pernah dibentuk, Oleh karena itu banding atas
penolakan permohonan pendaftaran merek oleh Kantor Merek berdasarkan alasan
sebagaimana yang dimaksuyd dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Merek
diajukan oleh pemohon ke PTUN,

: Bagi kalangan pengusaha terungkap bahwa adanya ketentuan pidana yang diatur
dalam Undang-Undang Merek yang memberikan sanksi yang berat terhadap pelaku
yang melakukan pelanggaran merek dirasakan sangat melindungi kepentingan mereka.
Perlindungan kepentingan yang dimaksud dalam hal ini karena ancaman hukuman yang
berat dapat meminimalisasi niat produsen nakal untuk melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan Undang-Undang Merek . Fenomena demikian sekaligus membuat produsen
pemilik merek merasa aman dari kemungkinan tindakan pelanggaran pihak yang tidak
bertanggung jawab.

B. Peran Pemerintah Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Mencegah Dan
Menanggulangi Pelanggaran terhadap Hak Merek, Serta Tinjauan Beberapa
Putusan Perkara Merek. . L

Dalam sistem perlindungan merek peran pemerintah tidak hanya sebagai lembaga
yang menetapkan peraturan hukuman dan kebijakan di bidang merek saja, tetapi juga
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ikut serta dalam penerapan pelaksanaan ketentuan tersebut yakni sebagai pembina,
pengawas dan sekaligus sebagai penegak hukum [diangkatnya pegawai Kantor Merek
sebagai PPNS).

Kantor Merek sebagai satuan organisasi dilingkungan Departemen Kehakiman
merupakan pintu gerbang utama dalam mewujudkan tegaknya perlindungan merek.
Dengan kewenangannya menyelenggarakan administrasi atas merek, Kantor Merek
dapat berperan memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek yang sudah
terdaftar dengan melakukan penyaringan atau filter yang baik pada tahap proses
pemeriksaan permintaan pendaftaran merek,

Sesuai dengan ketentuan undang-undang, Kantor Merek harus menyelenggarakan
proses pemeriksaan permohonsas pendaftaran merek melalui 3 [tiga] tahap. Tiga tahap
proses permohonan pendaftaran merek tersebut memerlukan waktu sam;)al 16 bulan
dan 14 hari, dengan perincian 14 hari pemeriksaan administrasi, 6 bulan pengumuman,
9 bulan pemeriksaan Substantif dan 1 bulan persiapan sertifikat dan penyampaian pada
pemohon. Apabila ada oposisi dan sanggahan proses penyeies_aian lebih lama lagi
sampai 18 bulan 14 hari dan jika syarat-syarat tidak lengkap penyelesaian tersita oleh
surat menyurat sampai 20 bulan 20 hari. Jika waktu yang cukup lama dalam proses
permintaan pendaftaran merek tersebut dapat dilaksanakan oleh Kantor Merek dengan
tepat waktu dan proses pemeriksaan persyaratan substantif dengan waktu yang cukup
lama yaitu 9 bulan dapat dilakukan secara teliti dan cermat, maka laﬁgkah awal
tegaknya perlindungan merek akan berlangsung dengan baik.

Hal ini sangat menguntungkan bagi para pelaku bisnis, karena dengan ada
perlindungan merek akan menimbulkan ketenangan dalam berbisnis, Dengan demikian
akan menimbulkan pula semangat bagi produsen untuk berkompetisi menciptakan dan
membina merek senditi, tanpa harus meniru, memalsu atau membonceng merek-merek
milik orang lain yang telah mempunyai reputasi tinggi.

Namun, dalam kenyataannya kinerja Kantor Merek khususnya dalam menangani
proses permintaan pendaftaran merek masih belum menunjukkan hasil kerja yang
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memadai sehingga sering menimbulkan complain 'dari pihak yang memohon
pendaftaran. Kesulitan - kesulitan yang dihadapi pihak pemohon pendaftaran merek
antara lain ; tidak adanya kepastian dalam pendaftaran merek, karena tanpa diberi
informasi awal untuk memastikan apakah merek yang akan dimohonkan
pendafiarannya tersebut boleh diajukan atau tidak, setiap pemohon pendafiaran
diharuskan membayar uang pendaftaran terlebih dahulu, Hal ini sangat memberatkan
bagi pemilik merek terutama bagi pengusaha kecil. Jika sejak awal mereka sudah dapat
memperoleh informasi bahwa merek yang akan diajukannya itu telah dimiliki atau
didafiarkan oleh orang lain, maka tentunya mereka tidak perlu membuang uang untuk
pendaftaran yang sudah pasti akhirnya akan ditolak. Disamping itu proses permintaan
pendafiaran merek yang waktunya sudah ditentukan cukup lama, sering berlangsung
lebih lama lagi dari waktu yang ditentukan, bisa 2 tahun atau 3 tahun. Lamanya proses
permintaan pendafiaran merek yang juga masih tidak pasti itu akan membuat para
pemilik merek enggan untuk mendaftarkan mereknya®,

Kurang baiknya kinerja Kantor Merek pada tahap proses permintaan pendaftaran
merek itu, karena adanya beberapa hal yang masih merupakan hambatan dalam
pelaksanaan tugas antara lain :

1. Tidak seimbangnya jumlah tenaga pemeriksa merek dengan banyaknya beban kerja.
Konkritnya, pada saat ini jumlah tenaga yang bertugas pada bagian pemeriksaan
permintaan pendaftaran merek seluruhnya berjumlah 39 orang, yang diangkat
berdasastkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan telah bersumpah sebelum
menjalankan tugas. Dari 39 orang tenaga pemeriksa tersebut, 9 orang diantaranya
berpendidikan sarjana dan 30 orang lainnya berpendidikan sarjana muda dan
Sekolah Menengah Umum [SMU]. Dari jumlah itu 19 orang dikategorikan sebagai
Pemeriksa Senior dan 20 orang masih tingkat Yunior. Dengan jumlah tenaga
sebanyak itu sebetulnya sudah cukup memadai, tetapi berhubung jumlah

% Hasil wawancara dengan beberapa responden,
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permohonan pendaftaran merek yang masuk terlalu banyak dan terus bertambah
setiap tahun, maka seringkali pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktu
sehingga menumpuk,

Secara lebih rinci banyaknya permohonan pendaftaran merek dapat dilihat
dalam tabel berikut di bawah ini : |

Tabel3. PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK PADA
DIREKTORAT MEREK, DIREKTORAT JENDERAL HAKI

DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI
TAHUN 1990 s/d 1996

Tahun | Permohonan Terdaflar Ditolak Ditarik Kembali
1990 | 19276 8096 2111 -
1991 15800 4677 3446 -
1992 15284 15312 7778 -
1993 | 42026 7848 1167 -
1994 23803 16469 1878 -
1995 | 24643 23943 2747 211
1996 28189 22249 2675 -
Jumlah | 169021 | 98594 [58.33%] | 21802 [12,89%] 211

Sumber : Direktorat MEREK DitJen HAKI Departemen Kehakiman R1

Catatan: - Data pada tahun 1993 permohonan tercatat 42026  sedangkan
terdaftar hanya 7848, karena sejak diberlakukan UUM No. 19 Tahun
1992 tentang Merek pada tanggal 1 Aprit 1993, maka putusan
daftar baru dilaksanakan pada bulan Agustus 1993
- Data pada tahun 1996 untuk bulan Desember tidak tercatat
Dari tabel diatas terlihat setiap tahun jumlah permohonan pendafiaran merek sangat

banyak. Angka tersebut meningkat tajam pada tahun 1993 yaitu tercatat 42046, Hal
ini disebabkan karena sejak April 1993 dlberlakukan UUM No.19 Tahun 1992
tentang Merek yang menganut sistem konstitutif yang mencantumkan bahwa hak
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eksklusif atas suatu merek diberikan oleh undang-undang karena pendaftaran [ First
to File Principle ]. Ini berarti pengakuan dan perlindungan hukum hanya diberikan
kepada pemilik merek yang mereknya sudah terdaftar. Oleh karena itu jumlah
permintan pendaftaran merek pada tahun itu menjadi meningkat. Jumlah permintaan
pendaftaran merek dari tahun 1990 sampai dengan 1996 tercatat 169021, yang sudah
terdaftar tercatat 98594 [ 58,33% ] Sedangkan permohonan yang masuk yang sudah
diproses mencapai 71,22% [ terdaftar 58,33 % dan ditolak 12,98% ]. Jadi sisanya
yang belum diproses ada sekitar 28,78% dan jumlah ini adalah karena sesuai dengan
sistern pemeriksaan permintaan pendaftaran merek berlaku, maka permintaan
pendafiaran merek pada tahun 1996 baru dapat diproses pada tahun 1997 atau 1998,
Tetapi jumlah penolakan yang mencapai 12,89% termasuk cukup tinggi, dan akan
mengakibatkan gugatan pada Kantor Merek melalui PTUN atau Komisi Banding
[Jika sudah ada] juga akan meningkat..

2. Terbatasnya sarana pada bagian pemeriksaan merek.

Sarana pada bagian pemeriksaan merck masih belum memadai misalnya
jumlah komputer yang masih terbatas, sehingga komputerisasi sistem pencatatan
merek belum dapat dilakukan secara keseluruhan dan masih ada sebagian data yang
tercatat secara manual, Karena komputerisasi data beium berjalan secara efektif,
maka pemeriksaan persyaratan substantif untuk permintaan pendaftaran merek
dilakukan melalui komputer dan juga manual. Hal ini tidak hanya meuiperlambat
jalannya pemeriksaan merek, tetapi juga dapat mengakibatkan hasil yang diperoleh
berupa putusan pemeriksaan kurang memiliki ketepatan dan kecermatan yang tinggi.

3. Tidak ada ketentuan baku yang dapat digunakan sebagai standar dalam pemeriksaan
merek tentang pengertian persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Walaupun
undang-undang telah memberikan kriteria persainaan pada pokoknya atau
keseluruhannya®, tetepi dalam kriteria tersebut pengertiannya masih terlalu luas

7 lihat penjelasan pasal 6 ayat 1 UUM No.19 Tahun 1992.
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schingga mengandung penafsiran yang bermacam-macam dan tidak lepas dari sifat
subyektivitas orang yang menilainya.

Untuk menghindari subyektivitas dalam mengambxl keputusan ditolak atau
diterimanya permohonan pendafiaran suatu merek, Kantor Merek melakukan
pemeriksaan secara bertahap dengan membentuk suaty team pemeriksa. Setiap
petugas yang melakukan pemeriksaan harus mencatat nama, NIP, pangkat/golongan
ruang dan unit kerja, untuk mengetshui siapa yang -bertanggung jawab dalam
pemeriksaan tersebut,

Ada 3 formulir pemeriksaan yaitu ;

- formulir A dengan sub unsur mempersiapkan pemeriksaan,
. formulir B menelusuri dokumen pemeriksaan dan memeriksa substantif,
- formulir C mengenai pemeriksaan substantif dan membuat laporan hasil

pemeriksaan substantif.

Dalam formulir pemeriksaan dicatat butir-butir yang diperiksa dan bagaimana
pemeriksaan dilakukan, secara mandiri atau dibaweh bimbingan. Keputusan akhir
diambil melalui suatu sidang yang dipimpin langsung oleh Direktur Merek. Dengan
sistem pemeriksaan melalui suatu kerja team maka subyektivitas dalam penilaian
dapat dihindari. '

Menurut Insan Budi Maulana®, tidek efektifnya kinerja Kantor Merek

khususnya pada bagian pemeriksaan permintaan pendaftaran merek dalam
melaksanakan ketentuan UUM No.19 Tahun 1992 dan revisi UUM No.14 Tahun
1997 disebabkan beberapa hal antara lain :

1. Belum ada pedoman terperinci dari kantor Merek yang dapat mgunakan
bagi para pemeriksa merek dalam melakukan pemenksaan atas permintaan
pendaftaran merek yang bersifat standar agar putusan pemetiksaan merek
ity memiliki ketepatan dan kecermatan yang tinggi.

6% Fusan Budi Maulana IT, Op. Cit, hal 108-138
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2. Kurangnya tenaga dalam menangani pemeriksaan permintaan pendaftaran
merek bila dilihat dari segi kuantitas”, maupun kualites sumber daya
manusianya [profesionalisme].

3. Kurangnya sarana atau fasilitas pemeriksaan merek. Terbatasnya jumlah
komputer yang tersedia sehingga pemeriksaan permintaan pendaftaran
merek sebagian masih dilakukan secara manual. Belum semua data
dimasukkan dalam komputer.

4. Cara penafsiran ketentuan perundang-undangan yang dilaksanakan secara
legalitas, khususnya terhadap pasal 26 dan 28 ayat [2] Undang-Undang
Merek No.19 Tahun 1992 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang
Merek No.14 Tahun 1997,

Dalam pasal 26 Undang-Undang Merek dinyatakan bahwa jangka waktu
pemeriksaan merek di selesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 9
[sembilan] bulan sejak tanggal berakhimya pengumuman atau tanggal
berakhirnya jangka waktu untuk menyampaikan sanggahan

Kemudian, dalam pasal 28 ayat [2] dinyatakan bahwa keputusan penolakan
permintaan pendaftaran merek diberitahukan secara tertulis kepada
pemohon atau kuasa hukumnya dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Dalam menerapkan ketentuan dari 2 pasal tersebut Kantor Merek bersikap
kaku sehingga terkesan oforiter, karena tidak mau memberi kesempatan
~terlebih dahulu kepada pemohon merek atau kuasa hukumnya untuk
menyampaikan argumentasi atas penolakan tersebut. Padahal seharusnya
seperti di negara-negara lain misalnya Vietnam, Selandia Baru atau
Singapura sebelum mengambil putusan akhir Kantor Merek mau

¢ pada tahun 1997 jumlah pemeriksa merek 35 orang, 8 orang sarjana dan sisanya sarjang muda dan tamatan
SMU, 18 orang senior dan sisanya masih yunior.
Tingkat pendidikan yang mencapai sarjans hanya 8 orang, pemeriksa muda hanya mendapat pengalaman
dari pemeriksa senior dan kemampuan bahasa asing juga masih kurang.
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berkomunikasi atau mendengarkan argumentasi dari pemohon atau kuasa
hukumnya yang dapat berfungsi sebagai filter kedua. Dengan demikian
penolakan [seandainya penolakan ity tetap terjadi] telak melalui suatu
proses yang ketat dan cermat.
Perlunya Kantor Merek melaksanakan hal tersebut sehubungan dengan telah
diratifikasinya Trade Mark Law Treaty [TLT] melalui Keputusan Presiden
No.17 Tahun 1997 pada tanggal 7 Mei 1997, konsekuensinya Indonesia
perlu menyesuaikan pula pelaksanaan administrasi permintaan pendaftaran
merek dengan ketenfuan tersebut.
Dalam pasal 14 Trademark Law Treaty dinyatakan : an application or request
under Article 10 to 13 may not be refused totally or in part by an officer without
giving the applicant or the request party, as the case may be, an opportunity to make

observations on the intended refused within a reasonable time limit.

Dengan mengacu pada pasal itu, maka sudah selayaknya dalam waktu 9
[sembilan] bulan pemeriksaan substantif dapat digunakan untuk berkomunikasi
antara kantor Merek dengan pemohon atau kuasa hukumnya, ager putusan hasil
pemeriksaan lebih baik dan melalui proses pemeriksaan yang cermat.

Hal lain sehubungan dengan proses permintaan pendaftaran merek, tidak
efisiennya penggunaan waktu oleh Kantor Merek dalam melakukan pemeriksaan
persyaratan substantif. Pasal 26 UUM, menetapkan batas maksimum pemeriksaan
persyaratan substantif selambat-lambatnya 9 [sembilan] bulan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang proses permintaan pendaftaran merek
melalui 3 tahapan berlangsung dalam waktu 15 [limabelas] bulan 14 hari dengan
perincian sebagai berikut :

1. Pengajuan penmntaan pendafiaran 14 hari
2. Pengumuman untuk memberi kesempatan pihak lam mengajukan oposisi 6

bulan
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3. Pemeriksaan persyaratan substantif 9 bulan.

Jadi waktu 15 [limabelas] bulan 14 hari {seandainya tidak tetjadi oposisi]
adalah batas waktu maksimum bagi Kantor Merek untuk menetapkan putusan
permintaan pendafiaran merek. Seandainya dalam proses pemeriksaan persyaratan
substantif Kantor Merek dapat melakukannya dengan baik dan lancar maka bukan
tidak mungkin putusan permintaan pendaftaran merek dapat dikeluarkan dalam
waktu kurang dari 1 [satu] tahun,

Seperti halnya putusan permintaan pendaftaran merek untuk merek dagang
Rover, Roverage atau CFC yang dapat dilakukan tidak mencapai satu tahun, tetapi
tenty lebih dari 7 [tujuh] bulan karena permintasn pendafieran dan.pengumuman
telah menghabiskan waktu 6 bulan 14 hari.

Namun dalam kenyataannya putusan lazimnya dikeluarkan lebih lama dari
batas maksimum vyang ditentukan. Hal ini sangat tidak kondusif bagi dunia
perdagangan yang selalu bergerak lebih cepat.

Mengingat pentingnya peranan Kantor Merek untuk mehndungl pemilik dan
pemegang hak atas merek pada saat permintaan pendaftaran merek, sementara itu
adanya hambatan - hambatan yang dihadapi Kantor Merek telah menyebabkan masih
adanya gugatan terhadap merek terdaftar dalam sistem konstitutif, maka hal ini tentu
tidak lepas dari tanggung jawab Kantor Merek yang melakukan pendaftaran merek.
Oleh karena itu agar tidak terjadi pelanggaran hak atas merek melaluj i)endaftaran
merek atau dengan kata lain untuk terciptanya kepﬁstian hukum dalam sistem
konstitutif, maka Kantor Merek harus bersikap hati-hati dalam melakukan
pendafiaran merek dengan mentaati prosedure pendaftaran baik yang ditetapkan
dalam undang-undang maupun yang dibuat oleh Kantor Merek secara ketat demi
menjaga kredibilitas Kantor Merek.

Dalam menjalankan perannya sebagai pengawas untuk mencegah dan
menanggulangi terjadinya pelanggaran hak atas merek, Kantor Merek berwenang

124




melakukan pengawasan dalam pemakaian merek terdaftar. Kewenangan ini berupa
tindakan penghapusan pendaftaran merek apabila diperoleh bukti yang cukup atas
dasar alasan bahwa merek tidak digunakan atau “non use” berturut-turut selama tiga
tahun atau febih, Disamping itu kewenangan tersebut dapat bﬁla digunakan apabila
merek dipakai tidak sesuai dengan yang didaftarkan. Penyalah gunaan atau
penyelewengan pemakaian merek terdaftar dapat terjadi karena merek digunakan
untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jEnis barang atau jasa yang
dimintakan pendaftarannya, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan
merek yang didaftar.

Pelimpahan kewenangati yang memberikan peran serta kedudukan yang besar
kepada Kantor Merek untuk melakukan pengawasan atas pembinaan perkembangan
merek ini, tampaknya masih belum mendapat perhatian serius dari Kantor Merek.

Sampai saat ini Kantor Merek masih harus berhati-hati untuk bertindak
mempergunakan kewenangannya itu, karena kesalahan dalam menetapkan suatu
keputusan dapat di gugat balik oleh pemilik merek yang mereknya dihapuskan.”
Undang-Undangan memperingatkan, apabila Kantor Merek hendak mengambil
tindakan menghapus pendaftaran merek atas prakarsa sendiri, selain hatus
berdasarkan alasan yang sah menurut undang-undang juga mesti didukung oleh
bukti-bukti yang cukup.

Untuk aktif mengumpulkan bukti — bukti, diperlukan tenaga dan dana yang cukup.
Padaha! dana dan tenaga yang disediakan untuk itu tidak ada. Belum lagi kesulitan
banyaknya jumlah merek yang terdafiar yang setiap tahun mencapai 20000 lebih dan
luasnya wilayah pemakaian di Seluruh Indonesia. Sangat tidak mungkin bagi Kantor
Merek untuk mengawasi satu persatu penggunaan merek tersebut. Oleh kafena itu
sampai saat ini Kantor Merek masih bersikap pasif dalam melaksanakan ketentuan
tersebut. Jika ada iaporan dari masyarakat atau pihak yang dirugikan dan ada bukti —

70 Lihat pasal 51 ayat [5] UUM No.14 Tahun 1997 tenténg Perubahan atas Undang-Undané Merek No.19
tahun 1992 tentang Merek.

125




bukti yang cukup baru Kantor Merek bertindak Tetapi biasanya laporan dari pihak
yang dirugikan disertai pula dengan pengajuan gugatan.

Penegakan hukum dibidang merek melibatkan aparat penegak hukum yang
dalam hal ini mencakup mereka yang bertugas sebagai pejabat PPNS dari
Departemen kehakiman, polisi sebagai penyidik umum darn Kepohslan Rl, Jaksa,
Hakim dan Pengacara,

Keberadaan PPNS yang diberi wewenang khusus untuk bertindak sebagai
penyidik dalam tindak pidana merek disamping pejabat Polisi Negara RI sebagai
penyidik umum diatur dalam pasal 80 ayat [1] UU.No.19 Tahunl 1992 tentang
Merek.

Pejabat PPNS dengan kewenangannya memegang peranan penting dalam
memberantas tindak pidana dibidang merek, karena pejabat PPNS yang dalam
lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan dan pengawasan merek

memiliki keahlian khusus atau tenaga profesional di bidang merek. Sehingga baik

dari segi teknis maupun yuridis PPNS memilliki kemampuan untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di bidang merek. Namun dalam melaksanakan tugasnya
sebagai penyidik pejabat PPNS berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik
pejabat Polisi Negara Rl

Berdasarkan kewenangan dan kemampuan baik teknis maupun yuridis yang
dimilikinya seharusnya PPNS lebih bersikap aktif dalam melakukan pemantauan
kejahatan-kejahatan di bidang merek, mengingat tindak pidana dibidang merek tidak
termasuk delik aduan, maka dengan bertindak secara aktif PPNS dapat langsung
melakukan penyidikan jika diduga ada tindak pidana merek tanpa harus menunggu
pengaduan lebih dulu dari pihak yang dirugikan. Tetapi dalam prai;tgk, ternyata
penyidik baik Kepolisian maupun PPNS lebih banyak bersikap pasif dan baru
melakukan penyidikan setelah ada pengaduan dari saksi pelapor.

Dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya dibidang merek,
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Penuntut Umum, karena pihak yang berwenang untuk meneruskan perkara itu ke
Pengadilan adalah. kejaksaan. Namun, tentu saja tidak berarti dengan
kewenangannya Jaksa dapat dengan sewenang-wenang untuk tidak membawa
perkara itu ke Pengadilan, Dapat atau tidaknya suatu perkara diteruskan ke
pengadilan sangat ditentukan dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.
Demikian pula berat ringannya hukuman yang akan dituntut oleh Jaksa akan
didasarkan pula pada alat bukti dan barang bukti serta tingkat kesalahan yang
dilakukan pelaku sesuai dengan hasil penyidikan.

Meskipun demikian peran aktif pihak kejaksaan untuk mencari kebenaran
materiil dari hasil penyidikan yang telah diserahkan oleh kepolisian sangat
diperlukan, Untuk itu pihaknya dituntut mempunyai pengetahuan yang luas di bidang
merek. Lemahnya pengetahuan dari pihak kejaksaan tentang merek akan berdampak
terhadap kinerja mereka dalam menjalankan tugas penuntutan,

Suatu hal yang sangat menentukan dalam penyelesaian perkara merek adalah
putusan hakim mengenai sanksi yang akan dikenakan terhadap pelanggar. Berat
ringannya sanksi yang dijatuhkan hakim atas pelanggaran dibidang merek dapat
menimbulkan pengaruh positif atau negatif terhadap upaya mencegah dan
menanggulangi pelanggaran hak merek. |

Pengaruh dari kegiatan-kegiatan di bidang materiil akan menempatkan nilai
kebendaan pada posisi yang lebih tinggi dari pada nilai keahlakan. Penempatan nilai
kebendaan pada posisi yang lebih tinggi dan lebih penting, mengakibatkan pelbagai
aspek proses hukum akan mendapat penilaian dari segi kebendaan belaka.

Salah satu akibatnya adalah bahwa di dalam proses pelembagaan hukum dalam
masyarakat, adanya sanksi-sanksi negatif lebih dipentingkan dari pada kesadaran
untuk mematuhi hukum.

Artinya berat ringannya ancaman hukuman terhadap suatu tindak pelanggaran
akan menjadi tolok ukur kewibawaan hukum, atau dengan kata lain kepatuhan
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hukum disandarkan pada “cost and benefit™">. Mengenai  hal  tersebut, jika
dihubungkan dengan ketentuan sanksi yang berat terhadap pelanggaran hak atas
merek yang ditentukan dalam undang-undang merek juga dimaksudkan untuk
meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum merek. Namun,
seandainya dalam kenyataan hukuman yang dikenakan oleh badan peradilan
terhadap pelaku masih terlala ringan dibandingkan ancaman hukuman yang
ditentukan dalam undang-undang, maka hal itu tidak akan membuat para pelaku jera
atau takut untuk mengulangi kembali perbuatannya, Sanksi yang ringan untuk
pelanggaran merek, terutama bagi mereka yang berasal dari kelas sosial yang relatif
lebih tinggi dari sudut ekonomi [kalangan produsen atau pengusaha ], tidak efektif
untuk menumbuhkan kepatuhan terhadap hukum merek.

George Homan penganut Paradigma Perilaku Sosial dengan teori Exchange
menyatakan, didasarkan atas prinsip-prinsip psikologi, tindakan sosial dilihat
equivalent dengan tindakan ekonomis. Suatu tindakan acialah rasional berdasarkan
perhitungan untung rugi. Dalam rangka melakukan interaksi sosial aktor [pelaku]
selalu mempertimbangkan besarnya keuntungan yang akan diperoleh dengan biaya
yang harus dikelvarkan [cost benefit ratio).

Jika dihubungkan dengan ancaman hukuman yang akan dikenakan terhadap

aktor / pelaku yang melakukan pelanggaran, maka proporsisi yang perlu diperhatikan
adalah bahwa makin tinggi biaya yang harus dikeluarkan atau berupa ancaman
hukuman [punishment] yang akan diperoleh dar suatu perbuatan, makin kecil
kemungkinan tingkah laku yang serupa akan diulang, -
Berdasarkan pada proposisi tersebut, maka dalam menganalisis hubungan
antata sanksi dan pengulangan perbuatan pelanggaran hak dibidang merek oleh
pelaku  dapat dikemukakan suatu kesimpulan :
Bahwa ringannya hukuman yang diperoleh pelaku atas pelanggarah terhadap hak

7 Soerjono Sockanto, Faktor-Fakior yang mempengaruhi penegakan hukum,
(selanjutnyadisingkatSoerjonoSoekanto II), cetakan 2, Rajawali, Jakarta, hal 49-50
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merek yang dilakukannya, mengakibatkan besar kemungkinan perbuatan serupa akan
diulang, Jika hukuman [dianggap sebagat cost] yang dikenakan atas pelanggaran merek
yang dilakukan pelaku ringan atau bahkan pelaku dibebaskan dari hukuman, maka hal
itu akan menyebabkan pelaku akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Dalam hal ini
akan terjadi exchange karena cost yang harus dikeluarkan kecil sedangkan benefit yang
akan diterima lebih besar.

Berdasarkan hal tersebut, jelaslah bahwa dalam upaya mencegah dan
menanggulangi pelanggaran hak di bidang merekhakim sebagai aparat penegak
hukum sangat besar peranannya, karena berkaitan dengan masalah penetapan
putusan hukuman atau sanksi. Oleh karena itu, agar putusan-putusan yang
dikeluarkan badan peradilan yakni, pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan
Mahkamah Agung berdampak positif bagi upaya mencegah dan rﬁenanggulangi
pelanggaran hak merek, maka hakim harus mempunyai pengetahuan dan pemahanan
yang luas tentang merek, sehingga mampu menghasilkan putusan-putusan.yang
secara yuridis mempunyai bobot yang tinggi. :

Lemahnya pengetshuan dan pemahaman hakim tentang hukum merek akan
mempengarvhi kemampuannya untuk membuat suatu putusan dalam perkara merek,
Apalagi jika kemampuan yang kurang itu disertai dengan keimanan yang lemah,
harus berhadapan dengan pengacara yang sangat menguasai bidang perkara yang
ditanganinya, maka akan sulit bagi hakim untuk membuat putusan yatig didasarkan
atas kebenaran dan keadilan, |

Kelemahan hakim yang dapat mempengaruhinya dalam mengambil keputusan
tentang perkara merek, terlihat dari beberapa putusan perkara mengenai merek
terkenal asing, yang menyebabkan pemilik asli justru dikalah, sebaliknya pembajak
atau pemalsy malah dimenangkan. Sebagaimana- dikemukakan Insan Budi
Maulana™, ada 3 hal yang menyebabkan gugatan merek terkenal [asing] sebagai
pemilik merek mengalami kekalahan antara lain

" Insan Budi Maulana I1, op.cit,hal 137-138,
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1. Gugatan penggugat tidak cermat atau tidak tepat dalam pertimbangan hukumnya

sedangkan pengacara tergugat telah begitu cerdik dan piawai dalam menjawab

gugatan itu, atau

2. Pengacara penggugat telah begitu pandai, cermat 'dan tepat dalam menyusun
gugatannya, namun hakim tidak memahami undang-undang merek atau
menguasai permasalahan secara benar, atan bisa juga, |

3. Gugatan dan jawaban telah tepat dilakukan, namun hakim mempunyai
pertimbangan sendiri. Tentu saja semua pertimbangan itu mengesampingkan
faktor-faktor ekstra yudisial yang mungkin saja bisa terjadi dan menjadi
prasangka ketika gugatan merek-merek terkenal kalah di Pengadilan Negeri atau
Mahkamah Agung,

Mengingat proses penegakan hukum atas suatu tindak pelanggaran hak merek
berkaitan dengan berbagai aparat penegak hukum, pejabat Direktorat Merek,PPNS,
Kepolisian, Kejaksaan hakim dan Juga pengacara, maka untuk tegaknya perlindungan
merek perlu adanya pemahaman dan persepsi yang sama dibidang merek, sehingga
tidak ada ketimpangan dalam menangani tindak kejahatan di bidang merek,

Untuk mengetahui penanggulangan pelanggaran hak merek sebagai upaya
penegakan hukum dibidang merek setelah berlakunya undang-undang merek yang baru,
berikut dikemukakan beberapa putusan perkara merek antara lain ;-

1. Perkara tindak pidana “tanpa hak” menggunakan merek CORIUM,

Aditya Tan selaku Direktur PT Tri Chemindo Ainpuh secara tanpa hak telah

menggunakan merek Corium untuk cairan pembersih karat, yang mempunyai

" persamaan dengan merek hasil produksi perusahaan Magna Industrial Co.Ltd yang

berkedudukan di Hongkong dan di Indonesia. Merek tersebut telah terdaftar dalam

Daftar Umum Merek di Direktorat Merek Departemen Kehakiman RI dibawah

nomor.280268 dan telah diperbaharui dengan nomor.269823 tanggal 23 September
1992 atas nama Magna Industrial Co.Ltd.
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Pemilik merek yang merasa dirugikan atas penggunaan merek miliknya tanpa
hak oleh Aditya Tan yang merupakan pelanggaran bak merek dan dapat
dikategorikan sebagai tindak pidana, telah melakukan tuntutan pidana terhadap
pelaku. Terdakwa Aditya Tan diajukan Penuntut Umum kemuka persidangan dengan
dakwaan sebagai berikut ; '

Primair : melakukan tindak pidana sebagai diatur dan diahcam pidana
pasal 81 JUM No. 19 Tahun 1992 tentang Merek jo UUM No. 14
Tahun 1997 jo pasal 61 ayat [1] KUHP.

Subsidair : melakukan tindak pidana sebagai diatur dan diancam pidana
pasal 82 UUM No.19 Tahun 1992 tentang Merek jo UUM No.14
Tahun 1997 jo pasal 64 ayat [1] KUHP.

Lebih subsidair : melakukan tindak pidana sebagai diatur dan diancam pidana
pasal 84 UUM No.19 Tahun 1992 tentang Merek jo UUM No.14
Tahun 1997 jo pasal 64 ayat [1] KUHP.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nomor.221/Pid/B/1997/PN.Jkt.Pst,
setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara, surat dakwaan Penuntut Umum,
mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, memeriksa barang bukti serta
memperhatikan pembelaan dari terdakwa, majelis Hakim yang mengadili perkara
tersebut menjatuhkan putusan atas terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Aditya Tan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair, dan karenanya
membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair.

2. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana sebagai tersebut dalam dakwaan subsidair : Dengan
sengaja tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek
terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain, untuk barang yang sejenis yang
diproduksi atau diperdagangkan sebagai suatu perbuatan yang diteruskan,

3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8
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[delapan] bulan, dikurangi dengan lamanya terdakwa ditahan sementara sebelum
putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

4. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- [dua juta
lima ratus ribu rupiah] subsidair : 2 [dua) bulan kurungan.

5. Membebankan ongkos perkara sebesar Rp.2.500,- {dua ribu lima ratus rupiah],

6. Memerintahkan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.

Atas putusan tersebut terdakwa Aditya Tan mengajukan banding ke Pengadilan
Tinggi DKL, Berdasarkan putusan No.94/PID/1998 PT.DKI, Pengadilan Tinggi yang
mengadili perkara banding tersebut telah memutuskan, menguatkan putusan
Pengadilan  Negeri  jakarta  Pusat tanggal 8  januari 1998
No.221/Pid/B/1997/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan banding, dan membebankan kepada
terdakwa untuk membayar biaya perkara,

Memperhatikan perkara tersebut terlihat bahwa proses peradilan dalam perkara
pidana tersebut berlangsung relatif cepat '[tidak\_lada kasasi], sanksi pidana penjara
selama 8 [delapan] bulan cukup berat karena dijatuhi hukuman penjara, Dalam
perkara ini tuntutan jaksa 1 (satu) tahun dan sanksi yang ditetapkan undang-undang
maksimal 5 (lima) tahun penjara. Tetapi sanksi pidana denda sebesar Rp.2.500.000,-
[dua juta lima ratus ribu rupiah] masih terlalu ringan, karena sanksi yang ditetapkan
undang-undang maksimal Rp.50.000.000,- [lima puluh juta rupiah]. Dalam perkara
ini tuntutan jaksa sebasar Rp 5.000.000; [lima juta rupiah],

Perkara Merek Dagang “ALPINE”.

Perkara antara Alpine Electronics, Inc, sebagai penggugat melawan Alam
Suryaputra sebagai tergugat I dan Pemerintah Republik Indonesia ¢/q Dircktorat
Merek sebagai tergugat II.

Dalam perkara ini penggugat mengemukakan bahwa penggugat adalah pemakai dan
pendaftar pertama di Indonesia maupun di dunia internasional dari merek dagang
Alpine dengan nama perusahaan Alpine. Merek dagang alpine yang merupakan
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ciptaan penggugat tersebut telah puld didaftarkan di ISirektorat Jenderal hak Cipta,

Paten dan Merek Departemen Kehakiman RI yaitu

a. Pendaftaran nomor 270.457 tertanggal 15 Januari 1992 untuk melindungi jenis
barang dalam kelas 9 [bukti P-2].

b. Pendaftaran nomor 190.673 tertanggal 23 Januari 1985 untuk melindungi jenis
barang dalam kelas 7, 11, 12 dan 16 [bukti P-3].

Selain telah didaftar di Indonesia merek Alpine juga telah didaftarkan di
beberapa negara di dunia internasional sebagai merek terkenal antara lain : Amerikat
Serikat, Australia, Afrika Selatan, Perancis dan Jepang,

Diketahui oleh penggugat ternyata tergugat I tanpa seijin penggugat telah
mendaftarkan merck dagang yang sama pada pokoknya dengan merek milik

penggugat yaitu :

a. Pendafiaran merek dagang “Alpine” daftar nomor 203.083 tertanggal 17 Maret

1986 untuk melindungi jenis barang kelas 7, 9,11 dan 21 [bukti P-10].
b. Pendaftaran merek dagang “Alpine” daftar nomor 228.125 tertanggal 3

Desember 1987 untuk melindungi jenis barang kelas 6, 7, 9,dan 11 [bukti P-11].
Penggugat sangat berkeberatan atas pendaftaran tersebut, karena merek dagang
tergugat 1 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dagang penggugat
dan merupakan jiplakan belaka dari merek penggugat yang sudah terkenal di dunia
internasional [ di 109 negara internasional ].
Dengan adanya persamasn merek, maka merek dagang tergugat I dapat
diskualifikasikan sebagai pendaftaran yang tidak beritikad baik, dan karenanya tidak
patut untuk dilindungi. Oleh karena itu penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat agar membatalkan menurut hukum pendaftaran merek tergugat 1
dengan segala akibat hukurﬁnya.

Tergugat I dalam eksepsi menyatakan ghgatan penggugat telah melampaui

wakiu [kadaluwarsa]. Pendaftaran merek dagang tergugat I telah terdaftar sgjak 18
tahun yang lalu tepatnya 11 November 1977 dengan nomor.122.532, sedangkan
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gugatan penggugat baru diajukan tanggal 29 Maret 1995, schingga télah melampaui

batas waktu 5 [lima] tahun sebagaimana yang telah ditentukan secara tegas dalam

pasal 57 ayat [1] UUM No.19 Tahun 1992, | |

Tergugat juga menyangkal kata Alpine adalah ciptaan penggugat yang menunjukkan

identitas dari negara Jepang, negara di mana penggugat berasal. Menurut tergugat I

kata Alpine bukan suatu kata yang umum terdapat dalam perbendaharaan bahasa

Jepang. Alpine adalah sebuah nama pegunungan di benua Eropa. Disangkal dengan

keras dalil-dalil penggugat yang bermaksud mencegah warga negara Indonesia untuk

memakai kata Alpine dan Alpino sebagai merek dagang.

Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  dalam  putusannya
no.148/PDT.G/1995/PN.Jkt.Pst memutuskan menolak gugatan penggugat selurvhnya -
dan membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara.

Pada tingkat kasasi melalui putusan no.1018 K/Pdt/1996 Mahkamah Agung

mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Alpine Electronics,Inc, dan

membatalkan  putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  no.

.148/PDT.G/1995/PN.Jkt.Pst. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung

berpendapat :

1. Bahwa keberatan — keberatan yang dijukan oleh pemohon kasasi atau penggugat
asli dapat dibenarkan, karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah menerapkan
hukuman, "

2. Bahwa merek Alpine telah terdaftar di negara Perancis dan Afrika Selatan sejak
1977 dan juga dibeberapa negara lainnya, sehingga diakui sebagai merek yang
terkenal secara infernasional, |

3. Bahwa dengan perkembangan dunia perdagangan internasional mencuatkan
merek-merek tertentu menjadi merek terkenal, maka perlindungan hukum atas
merek tidak terbatas hanya untuk barang sejenis tapi juga mencakup barang tidak

sejenis.
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3. Perkara Merek Dagang “POLO” versus “POLORALPHLAUREN”.

PT.Prima Pantes Garment sebagai penggugat berhadapan dengan PT.Manggala
Putra Perkasa sebagai tergugat | dan Pemerintah Republik Indonesia ¢/q Direktorat
Merek sebagai tergugat IL
Penggugat dalam gugatannya menyatakan merasa sangat berkeberatan atas
pendaftaran merek tergugat I, POLORALPHLAUREN daftar 10.226.009 Tahun
1987, karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek
POLO milik penggugat yang sudah jauh lebih dahulu terdaftar dengan No. 141534
pada tahun 1979. Kemudian diperbaharui dengan No.254.194 Tahun 1989, lagi pula
sama-sama untuk melindungi barang yang sama dan sejenis yaitu pakaian termasuk
dalam satu kelas yaitu kelas 25.

Perbuatan tergugat 1 mendaftarkan merek POLO dengan tambahan kata
RALPHLAUREN dibelakang kata POLO mempunyai hiat untuk meli!bonceng pada
ketenaran merek POLO milik penggugat. Hal itu jelas akan membingungkan dan
mengacaukan serta memperdaya masyarakat atau khalayak ramai konsumen tentang
asal usu! dan kualitas barang,

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang dikemukakan dalam gugatan, maka
peﬁggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membatalkan
pendaftaran merek milik tergugat I dengan segala akibat hukumnya.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusan
No.530/PDT/G/1994/PN.Jkt.Pst, memutuskan , mengabulkan gugatan penggugat
seluruhnya dan menyatakan penggugat sebagai satu-satunya pemilik dan pemegang
hak khusus atas merek dagang POLO untuk jenis barang antara lain segala macam
pakaian dan sejenisnya termasuk dalam kelas 25.

Majelis Hakim dalam pertimbangan mengenai pokok perkara menyatakan,
bahwa merek penggugat POLO lebih dahulu terdaftar pada tergugat II daripada
merek tergugat | POLORALPHLAUREN, Merek tergugat I POLORALPHLAUREN
mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek penggugat POLO baik dalam
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bentuk susunan maupun bunyinya dan bagi kons;umen menimbulkan kesan bahwa
merek tergugat I adalah sama dengan merek penggugat. Pemakaian dan peniruan
merek orang lain menurut Majelis hakim harus dikwalifikasikan sebagai pemakai
beriktikad buruk, oleh karenanya tidak berhak terhadap perlindungan hukum.

Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 24 Pebruari 1999 No, 2224
K/Pdt/1995 telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri dengan menolak permohonan
kasasi dari para pemohon kasasi PT. Manggala Putra Perkasa dan Pemerintah Republik
Indonesia cq Departemen Kehakiman cq Direktorat Jenderal, Hak Cipta, Paten dan
Merek cq Direktorat Merek.,

Meskipun dalam perkara ini pemilik merek yang asli telah dimenangkan, namun
dalam hal ini tampak betapa masih kurang baiknya sistem pendafiaran merek.
Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat
(I) undang-undang merek no. 19 tahun 1992 seharusnya tergugat II menolak
pendaftaran merek POLORALPHLAUREN milik tergugat, karena merek tersebut
mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek POLO- milik penggugat yang
sudah lebih dahulu terdaftar untuk barang yang sama san sejenis yaitu pakaian yang
termasuk satu kelas. Tergugat yang memperoleh hak merek dari pemakai pertama Tuan
Raman Rusli berdasarkan akta pemindahan dan penyerahan hak (cessie)
- mengemukakan jika dibandingkan merek / kata POLORALPHLAUREN milik tergugat
1 dengan merek / kata POLO milik penggugat, maka terlihat bahwa bunyi suara dan arti
kata kedua merek tersebut adaiah berbeda, Untuk menguatkan dalilnya tentang adanya
perbedaan kedua merek tersebut tergugat mengemukakan putusan Hooggerechtshof
tanggal 15 Juni 1939, T , 151 h. 38 tentang persamaan bunyi suara dan putusan
Hooggechtshof tanggal 18 Maret 1987 T.145,h.641 tentang kesan keseluruban atau total
 indruk dari kedua merek. 7

Kantor Merek yang bertindak sebagai tergugat I dalam jawabannya juga secara
tegas menyatakan tidak ada pérsamaan antara kedua merek tersebut. Kantor Merek
membantah adanya persamaan merek dengan mengenihkakan beberapa yurisprudensi,
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antara lain putusan Mahkamah Agung No. 3955K / 1985 tanggal 29 Juni 1987 yang
menyatakan tidak mempunyai persamaan antara merek DAICHIY dengan merek ICHI,
putusan MA No, 1631 K/Sip/1978 tanggal 20 Juni 1979 mengenai perbedaan antara
merek PODOREDJO dengan merek KEMIREDJO, dan juga putusan MA No. 2483K /
Sip / 1982 tangga! 31 Oktober 1983 yang menyatakan tidak ada persamaan antara
merek MEUT JOY dengan merek MELI dan JOY, Dari kasus ini tampak bahwa masih
sulitnya bagi Kantor Merek untuk menentukan ada tidaknya persamaan antara satu
merek dengan merek yang lain, Padahal kesalahan dalam melakukan penilai
persyaratan substantif dapat menyebabkan kepastian hukum dan perlindungan hukum
bagi pemilik merek menjadi tidak terjamin, '

Tiga perkara merek yang dikemukakan di atas, merupakan suatu bentuk
pelanggaran terhadap hak merek, yaitu perbuatan tanpa hak menggunakan merek yang
mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang
lain yang sudah terdaflar lebih dahulu.Dalam hal terjadinya pelanggaran hak merek,
berdasarkan undang-undang merek dimugkinkan bagi pemilik merek untuk mengajukan
pembatalan pendaftaran merek, atau mengajukan gugatan pérdata ataupun tuntutan
pidana, Dari 3 perkara di atas, satu perkara diselesaikan melalui proses tuntutan pidana
, sedangkan 2 perkara digjukan pembatalan pendaftaran merek.

Penanggulangan pelanggaran terhadap hak merek sebagai langkah penegakan
dari ketentuan undang-undang merek sangat penting, karena akan berpengaﬁ;h terhadap
upaya mencegah terjadinya pelanggaran hak atas merek. Apabila upaya penanggulangan
atas pelanggaran hak merek dapat berjalan dengan baik yang berarti pemilik merek
. betul-betul dapat memperoleh perlindungan hukum, maka tingkat pelanggaran hak
merek juga akan menurun. Tetapi jika terjadi sebaliknya, pemilik merek asli yang
dirugikan maka pelanggaran merek akan terus merajalela.

Memperhatikan putusan terhadap 3 perkara merek tersebut, dapat terlihat bahwa
pemilik merek yang asli telah memperoleh perlindungan hukum, N:%mun tuntutan
pidana terhadap perbuatan pelanggaran hak merek [tindak pidana dibidang merek]
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seperti pada kasus diatas yang merupakan pelanggaran ketentuan pasal 81 atau pasal 82
Undang-Undang Merek No.19 Tahun 1992 jo Undang-Undang Merek No.14 Tahun
1997 masih sedikit dibandingkan pelanggaran ketentuan pasal 84, Padahal tingkat
pelanggaran merek yang terjadi cukup tinggi.

Menurut Hasan Basri™* Kepala Seksi tindak pidana umum, Kejaksaan Negeri
Jakarta Pusat, dari beberapa kasus tindak pidana merek yang masuk di Kejaksaan
Negeri Jakarta Pusat pada tahun 1999 [sampai dengan September] semuanya
merupakan pelanggaran ketentuan pasal 84 Undang-Undang Merek,

Padahal sebagaimana diketahui pasal 84 itu hanya pelanggaran yang dilakukan
oleh pedagang yang memperdagangkan barang dan /atau jasa yang menggunakan merek
palsu atau tiruan. Logikanya, jika ada yang memperdagangkan barang yang
menggunakan merek palsu atau tirvan tenfu juga ada yang memproduksi barang
tersebut.

Seharustiya dalam rangka mencegah dan menanggulangi pelanggaran hak atas
merek, dilakukan pengembangan penyelidikan sampai menemukan pelaku utamanya
atau produsennya. Jadi, jangan hanya pedagangnya saja yang dikenai hukuman, tetapi
pihak yang melakukan pemalsuan, peniruan ataupun pembonéengan merek terkenal
milik orang lain, itulah yang harus menerima hukuman, Jika produsennya dapat bebas,
tentu pelanggaran atas merek akan terus berlangsung dan pasar akan selalu dibanjiri
dengan barang-barang yang menggunakan merek palsu/tiruan. Tidak adanya pengusutan
secara tuntas terhadap pelanggaran hak merek menunjukkan bahwa upaya untuk
mencegah pelanggaran hak merek belum begitu serius dilaksanakan,

Selanjutnya dalam hal terjadinya pelanggaran merek :iika terhadap pelaku hanya
diajukan pembatalan pendaftaran merek saja, seperti pada 2 perkara di atas, maka
sanksi atas perbuatan pelaku sangat ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan yang
dilakukannya. Hukuman yang ringan tidak menunjang upaya mencegah pelanggai‘an

™ Wawancara mendalam deﬁgan bapak Hasan Basri, tanggal 9 September 1999
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hak merek, karena tidak membuat pelaku menjadi jera untuk mengulangi lagi
perbuatannya. ) '

Suatu hal yang juga perlu diperhatikan dalam perkara merek yang dikemukakan
diatas, bahwa ketiga pelaku yang melakukan pelanggaran hak merek tefah
mendaftarkan merek yang digunakannya dalam Daftar Umum Merek pada Kantor
Merek. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Merek No.19 tahun
1992 menganut sistem konstitutif yang memberi perlindungan hukum kepada pemilik
merek terdafiar, tetapi jika pendaftaran merek tadi dilakukan dengan melanggar
ketentuan pasal 4 ayat [1], pasal 5 atau pasal 6, maka terhadap merek yang terdaftar
dengan cara demikian itu tidak akan memperoleh perlindungan hukum. Namun tidak
berarti bahwa sistem konstitutif tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi
pemilik merek, Ada tidaknya kepastian hukum dalam sistem konstitutif tergantung dari
bagaimana proses permohonan pendaftaran merek dilakukan oleh Kantor Merek,

iika Kantor Merek melakukan proses pendaftaran merek secara teliti dan cermat
dengan suatu pedoman dan standar kerja yang baik sesuai dengan petokan yang
ditentukan Undang-Undang, maka sistem konstitutif tidak saja akan menjamin
kepastian hukum bagi pemilik merek, tetapi juga akan dapat mencegah terjadinya
kejahatan pemalsuan atau pembajakan merek melalui pendaftaran merek. Tetapi
sebaliknya, jika pada tahap proses permintaan pendaftaran merek pintu gerbang tidak
dijaga ketat oleh Kantor Merek, maka sulit untuk menetapkan adanya kepastian hukum
dalam sistem konstitutif.

C. Korelasi Antara Budaya Hukum Konsumen Dan Perlindungan Konsumen Dalam

Hal Terjadinya Pelanggaran Hak Merek.

Dalam melihat realita kehidupan hukum dari suate masyarakat, budaya hukum
tidak dapat diabaikan, karena secara konkrit budaya hukum itu bersifat responsif. Sifat
responsifinya budaya hukum itu bisa memberi pengaruh positif dalam arti mendukung
pembangunan hukum, dan sebaliknya juga bisa memberi pengaruh negatif yaitu
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menjadi penghambat bagi penegakan hukum.

Di Indonesia upaya untuk melakukan perlindungan hukum terhadap konsumen
melalui perlindungan merek, juga tidak terlepas dari faktor budaya hukum masyarakat
sebagai konsumen,

Hukum Merek nasional sebagai perwujudan harmonisasi terhadap hukum' merek
internasional mengandung nilai-nilai budaya barat, oleh karena itu untuk dapat diterima
dalam masyarakat Indonesia dengan budaya timur diperlukan adanya penyesuaian,

Kehadiran undang-undang merek yang memberikan perlindungan terhadap
konsumen dari pembajakan, pemalsuan atau peniruan merek, tidak serta merta
. menimbulkan respon positif dari konsumen, tetapi dipengaruhi oleh sikap dan
pandangan konsumen tentang merek. Dari analisis hasil penelitian terhadap beberapa
orang konsumen pada tiga kota besar antara lain : -Jakarta, Bandung dan Semarang
dapat disimpulkan bahwa sikap dan pandangan [persepsi] masyarakat sebagai
konsumen tentang merek dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain ;

a. Tingkat pendidikan ‘

b. Tingkat ckonomi / kesejahteraan

¢. Lingkungan Sosial

d. Tingkat pengetahuan konsumen tentang hak-haknya
Sesuai dengan tingkat pendidikan, kesejahteraan, lingkungan siosial dan pengetahuan
konsumen tentang hak-haknya, setiap konsumen mempunyai persepsi yang berbeda-
beda tentang merek, Ada konsumen yang memandang merek hanya sebagai tanda untuk
membedakan batang yang satu dengan lainnya yang sejenis, dan tidak mempunyai
makna tertentu. Tetapi bagi konsumen dengan tingkat pendidikan, kesejahteraan dan
sebagainya yang sudah lebih baik, merek dipandang sebagai jaminan kualitas barang
atau jasa yang mempunyai makna tertentu yakni sebagei simbol, Melalui merek dapat
diketahui bagaimana kualitas suatu barang atau dari mana asal usul suatu barang.
“Bahkan untuk konsumen tertentu, merek tidak hanya sekedar jaminan kualitas
“melainkan sudah menjelma mejadi “simbol” yang menimbulkan imajipasi gaya hidup
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[life style].

Bagi konsumen yang memandang merek sebagai jaminan kualitas, asal usul dan simbol
untuk menjaga gengsi dan kehormatan, menginginkan adanya penggunaan merek secara
jujur oleh produsen dalam perdagangan barang atau jasa. Pelanggaran terhadap hak
merek dianggap sangat merugikan konsumen, karena konsumen dapat tertipu dalam
membeli barang atau jasa.

Sebaliknya bagi konsumen yang memandang merek hanya sebagai tanda ataupun hanya
sebagai gengsi yang bersifat semu, adanya merek palsu atau tiruan justru
menguntungkan konsumen, karena keinginan untuk mendapatkan barang-barang
dengan merek tertentu terutama merek yang sudah terkenal dari luar negeri akan dapat
terpenuhi dengan adanya merek palsu atau tiruan,

Suatu hal yang juga dapat mempengaruhi sikap dan pandangan konsumen terhadap
pelanggaran hukum terhadap hak merek adalah, adanya nilai-nilai yang merupakan
budaya yang dianut masyarakat Indonesia dengan corak ketimuran yang lebih
mengedepankan nilai-nilai kebersamaan [komunal] dan tidak terlalu menonjolkan sifat
individual, Dengan nilai- nilai komunal ini masih ada sebagian masyarakat memandang
peniruan terhadap hasil karya orang lain termasuk peniruan merek sebagai suatu hal
yang biasa atau wajar saja dan bukan merupakan suatu pelanggaran hukum.,

Bagi kalangan produsen pandangan seperti itu merupakan peluang untuk
melakukan pemalsyan, peniryan atau pemboncengan terhadap merek terkenal.
Sedangkan bagi sebagian konsumen [tentu saja sesuai dengan persepsi mereka tentang
merek], adanya penggunaan merek yang sama atau mirip tidak merugikan sepanjang
penggunaan merek tersebut tidak mengakibatkan gangguan bagi keselamatan dan
keamanan jiwanya atau tidak menyebabkan barang tersebut kehilangan fungsinya
. sebagaimana terdapat dalam merek aslinya. Misalnya merek terkenal seperti Piere
Cardin, Gueci, Elle dan sebagainya digunakan oleh orang yang tidak berhak untuk tas,
pakaian jadi atau sepatu. Hal seperti ini dianggap tidak merugikan konsumen.

Meskipun demikian, diakui banyaknya barang-barang_ yang menggunakan merek
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yang sama atay serupa / mirip akan membingungkan konsumen, schingga diperlukan
ekstra hati-hati dan teliti dalam berbelanja,

Sikap dan pandangan masyarakat scbagai konsumen seperti itu kurang
mendukung perlindungan merek dan upaya mencegah pelanggaran hak atas merek,
karena akan dimanfaatkan oleh produsen yang tidak bertanggung jawab untuk mencari
keuntungan dengan jalan pintas dengan melakukan pemalsuan, peniruan dan
sebagainya. ' o

Bagaimana hubungan dan pengaruh antara pandangan masyarakat dengan nilai-
nilai komunal yang dianutnya itu terhadap pelanggaran hak merek dapat ditinjau
berdasarkan paradigma perilaku sosial.

Paradigma perilaku sosial dengan teori sosiologi perilaku [bekavioral sociology]
dipelopori oleh BF, Skinner, yang memusatkan perhatiannya kepada hubungan antara
akibat dari tingkah laku yang terjadi di dalam lingkungan aktor dengan tingkah laku
aktor. Dengan konsep dasarnya re-enforcement yang diartikan sebagai ganjaran
[reward] dinyatakan, perulangan tingkah laku tidak dapat diramusken terlepas dari
efeknya terhadap perifaku itu sendiri, |

Apabila dikaitkan dengan teori tersebut, maka jelaslah bahwa dengan diterimanya
barang-barang yang menggimakan merek palsu atau tiruan oleh konsumen, hal itu
merupakan reward bagi produsen. Adanya konsumen yang mau membeli barang-barang
dengan merek palsu atau tiruan akan memberikan keuntungan bagi produsen.

Suatu ganjaran yang tidak membawa pengaruh terhadap aktor, tidak akan diulang
oleh aktor/pelaku. Dalam hal ini timbulnya keinginan untuk mengulangi tingkah laku
[melakukan peniruan atau pemalsuan] terscbut, karena adanya reward dari konsumen
yaitu konsumen mau membeli barang tersebut, Tegasnya jika seseorang memproduksi
suatu barang untuk dijual tetapi tidak ada yang membeli, tentu produsen tersebut tidak
akan memproduksi barang itu lagi. Tetapi jika banyak yang membeli, xhaka dia akan
terus memproduksinya. . .

Sehubungan dengan itu, George Homan dengan teori Exchange nya
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mengemukakan proposisi yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah, bahwa makin
tinggi ganjaran [reward] yang diperoleh atau yang akan diperoich, makin besar
kemungkinan sesuatu tingkah laku akan diulang.

Ditinjau berdasarkan proposisi itu, jelaslah bahwa karena masih ada masyarakat
yang menerima kehadiran merek palsu atau tiruan tersebut, maka terjadinya
pelanggaran terhadap hak merek juga masih akan terus berlangsung.

Selain itu sikap masyarakat yang menerima kehadiran merek palsu juga tidak
lepas dari pengaruh budaya yang selalu menekankan pada segi harmoni, perdamaian
dan teposliro. Budaya tersebut menimbulkan sikap nrimo dalam masyarakat, sehingga
menyebabkan konsumen kurang merespon kehadiran undang-undang merek yang
melindungi kepentingannya, dari sudut kepentingan sosial ekonomi.

Dari sudut sosial ekonomi, konsumen perlu dilindungi agar setiap konsumen
dapat memperoleh hasil optimal dari penggunaan sumber-sumber ekonomi mereka
dalam mendapatkan barang dan/atau jasa. Hasil optimal bagi konsumen hanya dapat
dicapai apabila konsumen dalam pembelian kebutuhan hidupnya memperoleh barang
atau jasa yang sesuai dengan harga yang harus dibayarnya untuk itu. Jika seseorang
konsumen membeli barang dengan merek tertentu, maka ia seharusnya mendapatkan
merek asli dari produk tersebut, bukan merek palsu atau barang bajakan,

Namun, dengan menekankan pada segi harmoni, perdamaian dan teposliro,
konsumen tidak mau complain atas kerugian yang dideritanya dari sudut kepentingan
sosial ekonomi. Kerugian yang timbul dari suatu transaksi konsumen, jike tidak
menyangkut keamanan dan kesehatan jiwa, tetapi hanya kerugian ekonomi apalagi yang
jumlahnya kecil, dianggap sebagai suatu resiko biasa yang harus dipikul konsumen
[bersikap nrimo]. Sikap nrimo juga diperlihatkan dengan sikap lebih suka menghindari
konflik untuk menjaga keharmonisan dan perdamaian dalam kehidupan, sekaligus juga
untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar, karena jika menuntut haknya
melalui proses hukum, kerugiannya akan jauh lebih besar.

Ditinjau menurut teori interaksi simbolik dari Herbert Blumer [1962], maka
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bagaimana sikap masyarakat sebagai konsumen dalam merespon undang-undang merek
yang merupakan stimulus untuk mencegah pelanggaran hak merek, ditentukan oleh
interpretasi masyarakat itu sendiri, Proses interpretasi yang diberikan masyarakat
terhadap stimulus yang datang, dipengaruhi pula oleh beberapa faktor yang melatar
belakangi seperti, budaya masyarakat, keadaan sosial ekonomi serts kebiasaan dan
hukum yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

Faktor budaya Timur yang menjunjung tinggi nilai- nilai komunal dan keadaan
sosial ekonomi yang masih rendah, kurang menimbulkan kesadaran untuk mendorong
masyarakat secara swadaya melakukan koreksi terhadap kegiatan bisnis .yang tidak
jujur. Disamping itu, kebiasaan masyarakat untuk bersikap nrimo, serta ketentuan
hukum acara dalam penyelenggaraan peradilan suatu sengketa konsumen yang
dirasakan belam sederhana, cepat dan biaya murah, juga merupakan faktor yang telah
mempengaruhi masyarakat dalam melakukan interpretasi terhadap hukum merek.
Akibatnya dalam suatu transaksi, konsumen selalu bersikap menerima apapun yang
ditawarkan oleh produsen tanpa berani menentukan kriteria pembelian yang didasari
oleh aspek-aspek bisnis yaitu kualitas, harga dan keaslian barang atau jusa. Konsumen
juga tidak mau melakukan pengaduan pada instansi pemerintah yang berwenang atau
mengajukan gugatan melalui pengadilan untuk menegakan hak-hak dan
- kepentingannhya, |

Sikap pasrah konsumen tersebut menurut M.Yahya Harahap disebabkan karena
selama ini perlindungan konsumen baru merupakan cita-cita dan belum dapat
diwujudkan secara nyata. Mengutip Philips James, dikatakan perlindungan konsumen
[consumer protection] selama ini tidak lain sekedar ungkapan pribahasa saja yang
bertujuan untuk menggairahkan obsesi ibu-ibu rumah tangga, politikus dan pembuat
undang-undang. Dari cbsesi itu lahirlah sekedar institusi dan hukum. Tetapi institusi
dan hukum yang ditelurkan dari obsesi tersebut, nyata-nirata tidak mampu melindungi
konsumen, _ '

Hal tersebut dalam arti luas dirasakan kebenarannya di Indonesia. Dapat dilihat
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dari sekian banyak kasus-kasus pemalsuan merek yang sudah diputus pengadilan,
meskipun dalam pertimbangannya hakim selalu menyebutkan demi untuk melindungi
kepentingan konsumen, namun dalam putusannya tidak pemah terwakili kepentingan
konsumen ataupun pemulihan kerugian yang diderita pihak konsumen. Begitu pula
apabila konsumen yang menjadi korban dalam hal terjadinya pelanggaran hak merek,
misalnya konsumen tertipy membeli barang yang ternyata adalah barang palsy, tiruan
atau bajakan, belum pernah mendapat perhatian bageimana cara memulihkan hak-
haknya. Yayasan lembaga konsumen belum pernah tampil secara terbuka sebagai

“attorney class” melakukan “class action” terhadap pemalsuan merek agar konsumen

tidak menjadi korban penipuan dalam persaingan curang dibidang merek atau

pelanggaran hak merek.”

Berdasarkan uraian diatas, dalam analisis mengenai budaya hukum konsumen dan
perlindungan konsumen atas pelanggaran hak merek, dapat disimpulkan bahwa masih
terdapat budaya hukum konsumen yang tidak mendukung ‘perlindungan konsumen
dalam hal terjadinya pelanggaran hak merek.

Adapun budaya hukum konsumen yang tidak mendukung perlindungan konsumen
atas pelanggaran hak merek tersebut antar lain :

1. Sikap dan pandangan [persepsi] konsumen tentang merek yang dipengaruhi oleh
tingkat pendidikan, tingkat ekonomi / kesejahteraan, lingkungan sosial dan tingkat
pengetahuan konsumen tentang hak-haknya, yang tidak memandang adanya makna
dibalik simbol-simbol yang terdapat dari suatu merek yang digunakan atas barang
dan/atau jasa,

2. Budaya Timur dengan nilai-nilai komunal yang memandang peniruan terhadap hasil
karya orang lain termasuk peniruan merek sebagai suatu hal yang biasa dan bukan
merupakan pelanggaran hukum.

3. Adanya budaya masyarakat yang menekankan pada segi harmoni, perdamaian dan
teposliro yang mempengaruhi konsumen sehingga menimbulkan sxkap “nrimo”

75 M, Yahya Harahap, Op. Cit, hal 107
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dikalangan konsumen, Dengan sikap “nrimo” ini konsumen tidak mau melakukan
koreksi terhadap kegiatan bisnis yang tidak jujur, karena menyadari adanya
kelemahan konsumen dari segi pendidikan, kemampuan ekonomi, daya tawar
[bargaining position] dan segi otganisasi, yang selalu menempatkan konsumen.pada
posisi yang tidak menguntungkan dalam berhadapan dengan produsen atau penyedia
barang dan /atau jasa konsumen.

4. Budaya “lebih suka menghindari konflik”, yang menyebabkan konsumen tidak mau
menyelesaikan sengketa konsumen melalui badan peradilan, Hal ini disebabkan
karena ketentuan hukum acara dalam penyelenggaraan peradilan suatu sengketa
konsumen dirasakan “belum sederhana, cepat dan biaya ringan”, sebagaimana
dikehendaki oleh Undang-Undang Peradilan [UU No.14 Tahun 1970].

Akan tetapi secara umum masyarakat dengan tingkat [pendidiken,
ekonomi/kesejahteraan, lingkungan sosial dan ﬁéngetahuan tentang hak-hak
konsumennya] lebih tinggi akan memberikan respon positif terhadap perlindungan
konsumen. Karena sikap dan pundangan masyarakat yang memberi makna tertentu
terhadap merek tidak menghendaki adanya pelanggaran hak merek. Pelanggaran hak
merek disamping dianggap merugikan konsumsi juga akan mengaburkan makna
simbolik yang terkandung dalam suatu merek yang digunakan atas barang dan/atau jasa.

Oleh karena itu, agar perlindungan konsumen melalui perlindungan merek dapat
terwujud, maka budaya hukum yang selalu responsif itu perlu diajak kompromi dengan
cita-cita pembangunan hukum. Budaya hukum yang memberi respon positif atau yang
mendukung perlu lebih dikembangkan. Sedangkan budaya hukum yang memberi respon
negatif atau tidak mendukung perlindungan konsumen atas pelanggaran hak merek
sudah selayaknya harus dikalahkan atau setidaknya bisa diajak kompromi dengan cita-
cita yang menjadi landasan dalam hukum merek, yakni menciptakan iklim yang
kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya perdagangan yang memberikan perlindungan
terhadap pemilik merek dan masyarakat sebagai konsumen.
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BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN .
Berdasarkan uraian sebagaimana dipaparkan pada Bab I sampai dengan Bab III,
maka pada Bab IV Penutup yang merupakan bagian akhir dari penulisan tesis ini,
dikemukakan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A.l, Kesimpulan Umum

Pembaharuan dan penyempurnaan hukum merek melalui undang-undang
No.19 Tahun 1992 tentang Merek yang direvisi dengan undang-Undang No. 14 Tahun
1997, fungsional bagi dinamika perkembangan perdagangan barang dan jasa, karena
perlindungan hukum di bidang merek selain memberikan kepastian hukum dan
perlindungan hukum bagi kepentingan pemilik merek pada satu segi, juga mampu
mengatasi dan memperkecil terjadinya pelanggaran hukum terhadap hak atas merek
yang mengganggu ketentraman masyarakat sebagai konsumen pada segi lain,
sekaligus juga berdampak positif untuk menciptakan kondisi pertumbuhan merek
yang sehat dalam kehidupan perdagangan nasional, regional dan global.

A.2. Kesimpulan Khusus

1. Kehadiran Undang-Undang Merek yang baru [ UUM No.19 Tahun 1992 jo UUM
No.14 Tahun 1997 } memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada
pemilik merek dan pemegang hak atas merek, dengan ditetapkannya beberapa
ketentuan-ketentuan di dalam pasal-pasal undang-undang yang menjamin
kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak eksklusif atas merek,
Ketentuan yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhad.aﬁ pemilik
merek yang tercantum dalam undang-undang merek baru antara lain:
a. Dianutnya sistem konstitutif yang mengakui dan melindungi pemilik merek
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sebagai satu-satunya pihak yang berhak atas merek terdaftar.

b. Dimuatnya bentuk upaya hukum yang dirancang sebagai sistem perlindungan

hukum kepada pemilik merek, baik melalui tindakan administratif, tuntutan

pertanggung-jawaban perdata [ civil liability ], maupun pertanggungjawaban
pidana [ crime liability ].

¢. Diaturnya kefentuan tentang lisensi merek yang memungkinkan seseorang,

beberapa orang atan badan hukum diberi hak untuk menggunakan merek
orang lain atau badan hukum lain yang sudah terdafiar berdasarkan suatu
perjanjian lisensi.

d. Adanya perluasan perlindungan hukum terhadap merek terkenal baik untuk
barang dan/atau jasa yang sejenis maupun tidak sejenis, dan juga adanya
perlindungan terhadap indikasi geografis dan indikasi asal.

. Secara yuridis pemerintah ¢.q Kantor Merek dan para penegak hukum dengan

kewenangannya memegang peranan penting untuk melindungi penggunaan merek

atas barang dan/atau jasa dalam perdagangan yang bebas, kompetitif dan sehat

dengan melakukan penegakan hukum di bidang merek serta mencegah dan

menanggulangi pelanggaran hak atas merek. -

Dari fakta di lapangan menunjukkan bahwa Kantor Merek dalam melaksanakan

kewajibannya melakukan penyaringan pada setiap proses pemeriksaan

persyaratan formil dan pemeriksaan persyaratan substantif masih menghadapi

hambatan-hambatan antara lain :

a. Kurangnya tenaga pemeriksa merek baik dari segi kuantitas maupun kualitas
sumber daya manusianya { profesionalisme ]. |

b. Kurangnya sarana atau fasilitas pemeriksaan merek

¢. Tidak adanya ketentuan baku yang bersifat standar untuk dipakai sebagai
pedoman bagi para pemeriksa merek dalam melakukan pemeriksaan merek,
terutama yang menyangkut persyaratan substantif.
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d. Adanya penafsiran ketentsan perundang-undangan yang dilakukan secara
legalitas yang menyebabkan Kantor Merek bersikap kaku dalam melakukan
pemeriksaaan permintaan pendaftaran merek,

Adanya hambatan — hambatan tersebut menyebabkan belum optimalnya kinerja

Kantor Merek melaksanakan perannya sebagai pintu gerbang pertama penegakan

hukum di bidang merek, sehingga upaya mencegah pelanggaran terhadap hak atas

merek melalui sistem konstitutif untuk melindungi pemilik merek dan masyarakat
sebagai konsumen belum dapat dilaksanakan secara efektif.

Dalam menegakan perlindungan hukum di bidang merek, para penegak
hukum, PPNS, POLISI, Jaksa, Hakim dan juga Pengacara, tampaknya masih
belum mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang sama tentang merek.
Lemahnya pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum merek dikalangan para
penegak hukum menyebabkan mereka belum bersikap serius dan tegas melakukan
pencegahan dan penanggulangan pelanggaran merek, sehingga sanksi yang
dikenakan terhadap pelaku pelanggaran terhadap hak merek juga cenderung
masih ringan,

Ditinjau dari paradigma perilaku sosial, ringannya hukuman yang dijatubkan
terhadap pelaku pelanggaran hak merek dibandingkan ancaman hukuman yang
ditentukan dalam undang-undang, tidak akan membuat pelaku jera atau takut
untuk mengulangi perbuatannya kembali dan juga tidak menimbulkan rasa takut
bagi pihak lain untuk melakukan hal serupa, atau dengan kata lain tidak efektif
untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum terhadap hak atas merek.

. Didasarkan atas budaya hukumnya, dukungan masyarakat sebagai konsumen di
Indonesia terhadap perlindungan konsumen atas pelanggaran hak merek
menimbulkan respon positif dan negatif Budaya hukum konsumen yang
menimbuikan respon negatif atau tidak mendukung perlindungan konsumen atas
pelanggaran hak merek antara lain : adanya sikap dan pandangan yang tidak
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memberikan makna simbolik atas merek, nilai-nilai komunal yang memandang
peniruan merek sebagai hal yang biasa, budaya yang menekankan segi harmoni,
perdamaian dan tepo sliro sehingga menimbulkan sikap nrimo di kalangan
konsumen serta budaya lebih suka menghindari konflik dalam menyelesaikan
sengketa konsumen. Dengan budaya hukum ini masyarakat menganggap
pelanggaran hak merek tidak selalu merugikan konsumen, bahkan dalam hal-hal
tertentu justru menguntungkan , karena terpenuhinya hasrat untuk menggunakan
merek terkenal dengan harga murah sebagai gengsi walaupun bersifat semu. Hal
seperti itu jelas menghambat petiegakan hukum di bidang merek. Sedangkan
respon positif atau mendukung perlindungan konsumen adalah sikap dan
pandangan masyarakat yang meberikan makna tertentu di balik simbol-simbol
yang terdapat dalam suaty merek dan pelanggaran hak merek dianggap
merupakan syatu pelanggaran hukum, karena tidak hanya merugikan konsumen
dari segi sosial ekonomi tetapi juga akan mengaburkan makna simbolik dari suatu
merek yang merupakan simbol, gengsi, prestise atau gaya hidup [ /ife style ]
tertentu bagi sepemakat.

B. SARAN -- SARAN
B.1. Saran Umum

Mengingat perlindungan hukum di bidang merek tidak banya menekankan
segi perlindungan hukum semata, tetapi justru karena ingin meningkatkan peran
merek yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi terutama dalam menghadapi
era pasar bebas, maka kehadiran hukum merek harus dapat menonjolkan fungsi
hukum sebagai alat rekayasa untuk melakukan perubahan dalam masyarakat,
Melglui pembaharuan dan penyempurnaan perlindungan hukum di bidang merek
diharapkan tidak hanya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang merek,
tetapi lebih dari itu harus dapat tercipta suatu kondisi yang membawa perubahan
pandangan, sikap dan perilaku masyarakat, terutama di kalangan produsen atau
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pengusaha untuk menghormati hasil karya intelektual orang lain khususnya hak
merek dan adanya keinginan berusaha untuk menggunakan merek sendiri yang jelas
menunjukan identitas nasional Indonesia. Schingga perlindungan merek dapat
dianggap sebagai stimulus untuk meningkatkan perdagangan dengan memanfaatkan
keunggulan komparatif dengan menggunakan identitas nasional dan perlindungan
merek secara global untuk dapat merebut peluang pasar baik dalam skala nasional,
regional maupun global,

B.2. Saran Khusus
1. Agar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang merek baru yang
memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek dan pemegang hak atas
merek dapat diwyjudkan secara optimal, maka semua ketentuan ketentuan yang

perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah / Keputusan Presiden,

hendaknya segera dikeluarkan peraturan pelaksanaannya, agar ketentuan tersebut
- dapat diimplementasikan sebagaimana dikehendaki undang-undang. Ketidak
jelasan arti kata-kata dalam undang-undang merek yang sering mengakibatkan
-kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya, khususnya tentang
persyaratan substantif 'perlu dirumuskan kembali dalam suatu ketentuan yang
baku yang dapat dijadikan pedoman bagi para pemeriksa merek.

2. Hambatan-hambatan dalam melaksanakan tugas yang dihadapi Kantor Merek
khususnya pada bagian pemeriksaan merek harus segera diatasi, guna
meningkatkan kinerja Kantor Merek. Sekaligus menghindari jangan sampai
Kantor Merek menjadi instansi yang melegalisasi pemalsuan, peniruvan atau
pembajakan merek. Sedangkan untuk mengoptimalkan peranan para penegak
hukum dalam menegakan perlindungan hukum di bidang merek, perlu difakukan
upaya meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan wawasan pemahaman yang luas
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mengenai merek melalui berbagai cara seperti seminar, penataran, pelatihan,
lokakarya dan sebagainya di kalangan instansi yang terkait, mulai dari jajaran
kantor Merek, kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta kalangan konsultan dan
pengacara.

. Budaya hukum yang menimbulkan respon negatif atau tidak mendukung

perlindungan kensumen atas pelanggaran hak merek secara bertahap dihilangkan
dengan mensosialisasikan hukum merek pada masyarakat, dan untuk
meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sebagai konsumen akan hak dan
kepentingannya untuk mendapat perlindungan dalam suatu transaksi bisnis, perlu
dilakukan pembudayaan hukum di bidang perlindungan konsumen.
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